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ILHAM NUR HANIFAN MAULANA, 2021. Program Studi Magister Ilmu 
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Implementasi 
Kebijakan Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Upaya Pencegahan 
Stunting (Studi pada Intervensi Gizi Spesifik Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di 
Kabupaten Malang). Komisi Pembimbing: Prof. Dr. Ir. Qomariyatus 
Sholihah,ST.,M,Kes.,IPU.Asean.,Eng dan Wike, S.Sos, M.Si,DPA.  
Stunting dapat didefinisikan sebagai bentuk tubuh terlalu pendek yang tidak sesuai 
dengan usia bayi atau balita. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan rangkaian peraturan, 
kebijakan, dan program sebagai bentuk intervensi langsung untuk menangani persoalan 
stunting di Indonesia. Kabupaten Malang sebagai salah satu wilayah prioritas intervensi 
penanganan stunting disebabkan oleh keterbatasan gizi spesifik dan gizi sensitif. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang menerbitkan Peraturan Bupati Malang Nomor 33 
Tahun 2018 Tentang Upaya Pencegahan Stunting. Adapun kebijakan tersebut mengampu 
upaya peningkatan status gizi masyarakat melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif. 
Intervensi gizi spesifik adalah intervensi dalam bentuk medis yang dilaksanakan oleh 
perangkat daerah pengampu sektor medis dan bawahannya. Dinas Kesehatan Kabupaten 
Malang memiliki peran penting terhadap intervensi gizi spesifik untuk mengurangi 
prevalansi stunting di Kabupaten Malang meskipun di tengah masa pandemi covid-19.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 
studi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi dan menganalisis mengenai 
implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik sebagai upaya pencegahan stunting di 
Kabupaten Malang. Narasi data penelitian dilakukan dengan menyandingkan regulasi dan 
model teori analisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 
dokumentasi dan triangulasi. Data yang didapatkan dikompilasi dan dipetakan sehingga 
bisa diketahui bagaimana kinerja dalam implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik di 
Kabupaten Malang.  
Hasil penelitian menjelaskan Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 
adalah regulasi utama dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai 
upaya pencegahan stunting. Dalam pelaksanaannya, Implementasi kebijakan ini didanai 
oleh APBD, DAK Non-Fisik,dan BOK. Aktor-aktor penting sebagai agen pelaksana 
meliputi seluruh pejabat gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang,  Petugas Gizi 
Puskesmas, Bidan Desa, dan Kader. Bentuk komunikasi pada pelaksanaan dan pengukuran 
kinerja mengacu pada “timeline tahapan aksi integrasi”. Saat ini, implementasi Kebijakan 
Intervensi Gizi Spesifik sebagai upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang 
terhambat karena pandemi covid-19. Adapun faktor pendukung dalam implementasi 
kebijakan intervensi gizi spesifik adalah keterlibatan seluruh pihak agen pelaksana dari 
jajaran stakeholders hingga teknis lapangan. Hambatan mulai nampak saat covid-19, 
dengan terhentinya serangkaian agenda rutin karena zona merah pada sejumlah lokasi 
prioritas intervensi dan ambatan pada siklus penganggaran karena relokasi anggaran 
pencegahan stunting secara total untuk posko-posko dan kegiatan penanganan covid-19, 
dari kalangan masyarakat, hambatan masih sedikit nampak dengan abainya beberapa 
kalangan masyarakat terhadap urgensi pencegahan stunting. 






ILHAM NUR HANIFAN MAULANA, 2021. Master of Public Administration 
Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Brawijaya University. The 
Implementation of Malang Regent Act No. 33 of 2018 about Stunting Prevention Attempt 
(Study on spesific nutrition intervension as Stunting Prevention Attempt in Malang 
Regency). Supervisory Commission: Prof. Dr. Ir. Qomariyatus 
Sholihah,ST.,M,Kes.,IPU.Asean.,Eng and Wike, S.Sos, M.Si,DPA.  
Stunting can be defined as a body shape that is too short that is not appropriate for 
the age of the baby or toddler. The Indonesian government has issued regulations, policies, 
and programs as a form of direct intervention to address the stunting problem in Indonesia. 
Malang Regency as one of the priority areas for stunting handling is caused by specific 
nutritional limitations and sensitive nutrition. The Malang Regency Government issued 
Malang Regent Regulation Number 33 of 2018 concerning Stunting Prevention Efforts. 
The policy supports efforts to improve the nutritional status of the community through 
specific and sensitive nutrition interventions. Specific nutrition intervention is an 
intervention in the form of medical carried out by the regional apparatus that supports the 
medical sector and their subordinates. The Malang District Health Office has an important 
role in specific nutrition interventions to reduce the prevalence of stunting in Malang 
Regency even in the midst of the COVID-19 pandemic. 
This study uses qualitative research methods with the type of case study research. 
This research was conducted by seeking information and analyzing the implementation of 
specific nutrition intervention policies as an effort to prevent stunting in Malang Regency. 
Narrative of research data is done by juxtaposing regulation and analytical theory model. 
Methods of collecting data were interviews, documentation and triangulation. The data 
obtained are compiled and mapped so that it can be seen how the performance in 
implementing specific nutrition intervention policies in Malang Regency is. 
The results of the study explain that Malang Regent Regulation Number 33 of 2018 
is the main regulation in the Implementation of Specific Nutrition Intervention Policies as 
an effort to prevent stunting. In practice, the implementation of funding policies by local 
and central goverment budget. Important actors as implementing agents include all 
nutrition officials at the Malang District Health Office, Nutrition Officers at the Health 
Center, Village Midwives, and Cadres. The form of communication on the implementation 
and measurement refers to the "timeline of the stages of integration action". Currently, the 
implementation of the Specific Nutrition Intervention Policy as an effort to prevent stunting 
in Malang Regency is hampered due to the COVID-19 pandemic. The supporting factors 
in the implementation of specific nutrition intervention policies are the involvement of all 
implementing parties from stakeholders to field technicians. Obstacles began to appear 
during covid-19, with the cessation of routine agendas at priority intervention locations and 
obstacles in the budgeting cycle due to the total blockage budget relocation for command 
posts and covid-19 handling activities. community to the urgency of stunting prevention. 
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1.1 Latar Belakang  
Stunting adalah kondisi dimana bayi atau balita terlahir dan hidup dengan 
kondisi berat badan di bawah standar yang telah ditetapkan oleh WHO. Stunting 
dapat didefinisikan sebagai bentuk tubuh terlalu pendek yang tidak sesuai dengan 
usia bayi atau balita. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan 
stunting sebagai kondisi bayi atau balita dengan nilai z-score yang kurang dari –SD 
(standar deviasi) (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017:ix). 
Stunting dapat diukur dengan z-score tinggi badan per umur (height-for-age / z-
score, HAZ). Seorang anak disebut mengalami stunting jika standar deviasi HAZ-
nya kurang dari -2 (The SMERU Research Institute, 2020:1). 
Stunting terjadi karena asupan nutrisi yang tidak memadai dan kondisi 
kurang gizi akut yang berlangsung lama dalam periode 1000 Hari Pertama 
Kehidupan (1000 HPK). Akumulasi kondisi kekurangan gizi akut pada periode 
1000 HPK tersebut terhitung mulai dari dalam kandungan sampai 24 bulan setelah 
dilahirkan. Hal yang sama dijelaskan oleh Aryastami dan Tarigan (2017:234) 
bahwa kondisi stunting terjadi mulai dari janin hingga saat bayi telah lahir. Namun 
stunting mulai nampak dan dapat diketahui setelah bayi berusia 24 bulan atau dua 
tahun. 
Dampak jangka pendek dari stunting adalah rentannya kondisi bayi 




Sedangkan dampak jangka panjang stunting adalah berkurangnya perkembangan 
kognitif dan fisik, berkurangnya kapastias reproduksi, kondisi kesehatan yang 
buruk, dan meningkatkan resiko penyakit degeneratif (WHO, 2014:1). Saputri dan 
Tumangger (2019:2) menambahkan dalam jurnalnya bahwa dampak jangka 
panjang dari remaja yang pernah mengalami stunting pada saat bayi akan memiliki 
postur tubuh yang lebih pendek dari rata-rata remaja pada umumnya. Selain itu juga 
dapat memperbesar potensi terjangkit obesitas, penyakit degeneratif, kesehatan 
reproduksi, kapasitas dan performa belajar yang kurang optimal saat masa sekolah, 
serta produktivitas dan kapasitas kerja yang terbatas karena perkembangan kognitif 
yang tidak sempurna pada saat 1000 HPK.  
Wacana perbaikan gizi global dimuai pada tahun 2009 dengan munculnya 
gerakan Scaling-Up Nutrition (SUN) yang dibuat oleh WHO. Tahun 2011, gerakan 
SUN turut menangani persoalan stunting global. Upaya penanganan stunting 
tersebut digagas oleh WHO pada tahun 2012, WHO menargetkan penurunan angka 
stunting dunia mencapai 40% di tahun 2025, dengan persentase maksimal 20% 
dalam skala nasional (WHO, 2014:1). WHO juga memberikan indikator intervensi 
sebagai upaya penanganan stunting, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi 
sensitif (WHO, 2018:18). 
Indonesia adalah salah satu negara anggota WHO di South-East Asian 
Region dengan prevelansi stunting tertinggi setelah Timor Leste (50,5%) dan India 
(38,4%), yaitu 36,4% (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, 2018:2). 
Data mengenai presentase stunting di Indonesia cenderung menurun setiap tahun 




(29,6%), 2018 (30,8%), dan 2019 (27,7%) (Kementerian Kesehatan, 2019). 
Namun, angka tersebut masih belum mencapai standar maksimum stunting yang 
telah ditetapkan oleh WHO yaitu di bawah 20%.  
Pemerintah Indonesia telah menerbitkan rangkaian peraturan, kebijakan, 
dan program sebagai bentuk intervensi langsung untuk menangani persoalan 
stunting di Indonesia. Adapun salah satu regulasi tersebut meliputi Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. Undang-undang menjelaskan bahwa pemerintah akan 
menjamin segala kegiatan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
Upaya perlindungan anak dari stunting ditunjukkan pemerintah dengan 
terbitnya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional 
Percepatan Perbaikan Gizi. Peraturan ini menjelaskan upaya pemerintah bersama 
masyarakat dan organisasi untuk berpartisipasi dalam upaya perbaikan percepatan 
gizi masyarakat prioritas pada 1000 HPK. Tindak lanjut pemerintah terhadap upaya 
tersebut diwujudkan pada tahun 2017 dengan mencanangkan program pencegahan 
 stunting pada 100 Kabupaten atau Kota di Indonesia. Program tersebut 
adalah bentuk kebijakan yang ditujukan pada pemerintah daerah untuk turut 
melakukan intervensi terhadap persoalan stunting pada kawasan dengan prevalensi 




Program penanganan stunting pada 100 Kabupaten atau Kota di Indonesia 
mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang ditujukan untuk para calon 
ibu, ibu yang mengandung dan juga bayi, serta balita (Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan, 2017). Intervensi gizi spesifik ditujukan untuk 
menangani persoalan gizi yang akan dilaksanakan oleh sektor kesehatan. Sasaran 
intervensi gizi spesifik ditujukan pada bayi dalam masa 1000 HPK agar dapat 
menekan resiko stunting mencapai 30%. Sedangkan untuk intervensi gizi sensitif 
diwujudkan oleh pemerintah dengan program kegiatan di luar aspek kesehatan. 
Intervensi gizi sensitif dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan sebagai sarana 
pendukung intervensi gizi spesifik. Pelaksanaan intervensi gizi sensitif dapat 
menunjang persentase stunting mencapai 70% (Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan, 2017:xii). 
Provinsi Jawa Timur adalah salah satu daerah yang menjadi target intervensi 
program penanganan stunting pada 100 kabupaten atau kota yang telah digagas oleh 
pemerintah. Prioritas intervensi penanganan stunting di Provinsi Jawa Timur 
mengacu pada Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013, bahwa terdapat tiga besar 
kabupaten dan kota dengan jumlah kasus stunting yang tinggi di provinsi Jawa 
Timur. Tiga besar kabupaten dan kota dengan jumlah kasus stunting pada balita di 
tahun 2013 meliputi Jember dengan 80.359 kasus, Malang dengan 57.372 kasus, 
dan Probolinggo dengan 46.576 kasus (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan, 2017: xxiii-xxiv). Data tersebut membuktikan bahwa sejak tahun 2013 





Grafik 1. Prevalensi Stunting Provinsi Jawa Timur 
Sumber: diolah penulis, 2020. 
Data pada grafik di atas mengacu kepada kajian Riset Kesehatan Dasar 
tahun 2018 yang memaparkan bahwa prevalensi stunting di Jawa Timur cenderung 
terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Tahun 2017 prevelansi stunting di Jawa 
Timur sebesar 26,7%, kemudian 2018 meningkat menjadi 32,7%, (Riset Kesehatan 
Dasar, 2018). Sedangkan pada tahun 2019 prevelansi stunting di Jawa Timur 
kembali meningkat mencapai 36,81% (Dinas Kesehatan Jawa Timur, 2019). Data 
tersebut menjelaskan bahwa prevalensi stunting di Jawa Timur terus meningkat dari 
tahun 2017 hingga 2019. 
Tingginya angka stunting di Jawa Timur menempatkan beberapa kabupaten 
dan kota yang menjadi wilayah prioritas pemerintah dalam Program 100 Kabupaten 
dan Kota Intervensi Penanganan Stunting. Kabupaten Malang adalah salah satu 


















Malang sebagai salah satu wilayah prioritas intervensi penanganan stunting 
disebabkan oleh keterbatasan gizi spesifik dan gizi sensitif. Faktor utama yang 
menjadi penyebab stunting di Kabupaten malang adalah rendahnya penghasilan 
keluarga. Supariasa dan Purwaningsih (2019:63) menjelaskann bahwa sebesar 96%  
keluarga stunting di Kabupaten Malang mayoritas mata pencahariannya adalah 
sebagai buruh tani dan kuli bangunan dengan upah di bawah UMR, sedangkan 7% 
keluarga tidak memiliki pekerjaan. Hal ini menyebabkan ketersediaan pangan 
keluarga tergolong kurang dan rawan pangan. Sehingga pola asuh ibu terhadap bayi 
cenderung tidak menghiraukan pentingnya asupan gizi spesifik yang dibutuhkan 
oleh bayi.  
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang menerbitkan Peraturan Bupati 
Malang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Upaya Pencegahan Stunting. Peraturan 
Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Upaya Pencegahan Stunting yang 
didalamnya mengampu upaya peningkatan status gizi masyarakat, usaha 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan dengan 
melibatkan seluruh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Pasal 3 Peraturan 
Bupati tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari pencegahan stunting adalah untuk 
meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi antar 
sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi, kualitas lingkungan dan sumber 
daya manusia; serta memperkuat intervensi pencegahan stunting yang bersifat 
spesifik dan sensitif. 
Intervensi gizi spesifik adalah intervensi dalam bentuk medis yang 




Intervensi gizi spesifik sebagai salah satu upaya penanganan stunting adalah faktor 
penting. Meskipun jangka waktu pelaksanaan dan penilaian program intervensi gizi 
spesifik dapat dilakukan untuk periode yang singkat, namun asupan gizi memiliki 
pengaruh yang krusial bagi tumbuh kembang anak. Terutama pada kondisi stunting, 
distribusi gizi spesifik adalah salah satu aspek yang harus mendapat perhatian bagi 
pemerintah sebagai upaya menjamin seluruh masyarakat mendapatkan gizi yang 
tercukupi bahkan sejak bayi. 
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Malang 
menyusun target wilayah intervensi gizi spesifik dalam upaya penanganan stunting 
di Kabupaten Malang. Tahun 2018 ada 10 desa wilayah prioritas sasaran intervensi 
stunting dengan angka prevalensi stunting tertinggi. Berikut adalah data angka 
prevalensi stunting dari 10 desa prioritas tersebut pada pertengahan tahun 2019. 
Tabel 1. Jumlah Persentase Balita Stunting pada 10 Desa Prioritas di 
Kabupaten Malang Bulan Agustus 2019 









1 PUJON PUJON KIDUL 38,50 36,79 
2 WAJAK WONOAYU 38,24 4,32 
3 DAMPIT BATURETNO 33,82 18,44 
4 PUJON WIYUREJO 32,80 41,27 
5 PAGELARAN BRONGKAL 16,29 18,05 
6 KASEMBON PAIT 16.16 17,28 
7 TAJINAN PURWOSEKAR 14,98 13,99 
8 BANTUR WONOREJO 9,20 15,79 
9 AMPELGADING MULYOASRI 3,03 1,98 
10 SUMBERMANJING TAMBAKREJO 1,31 5,81 




Dapat diketahui dari paparan data di atas bahwa dari 10 desa prioritas, hanya 
5 desa yang mengalami penurunan angka prevalensi stunting sampai bulan Agustus 
2019. Adapun kelima desa tersebut adalah Desa Pujon Kidul, Desa Wonoayu, Desa 
Baturetno, Desa Purwosekar, dan Desa Mulyoasri. Sedangkan kelima desa lainnya 
mengalami kenaikan angka prevalensi stunting yaitu Desa Wiyurejo, Desa 
Brongkal, Desa Pait, Desa Wonorejo, dan Desa Tambakrejo. Dapat disimpulkan 
bahwa tidak seluruh desa atau kelurahan prioritas intervensi penanganan stunting 
di Kabupaten Malang berhasil mengurangi prevalensi stunting secara signifikan. 
Grafik 2. Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Malang Tahun 2018-2019 
 
Sumber: Data Balita Stunting Kabupaten Malang 2019, diolah penulis. 
Angka prevalensi balita stunting di Kabupaten Malang pada tahun 2019 
mengalami penurunan dari semula mencapai 20 % di tahun 2018 (Supriyadi, 2020). 
Bulan Agustus 2019 jumlah balita stunting yang ada di Kabupaten Malang 
mencapai 18.388 balita dengan prevalensi stunting 12,08 % dari 152.234 balita 



















Namun, angka prevalensi tersebut masih bertambah hingga akhir tahun 2019 
menjadi 16,1%. Data tersebut membuktikan bahwa rangkaian program intervensi 
gizi spesifik dan gizi sensitif yang menjadi agenda prioritas Kabupaten Malang 
untuk mengatasi persoalan stunting menunjukkan dampak positif dengan 
menurunnya jumlah prevalensi stunting Kabupaten Malang dari tahun 2018 hingga 
Agustus 2019.  
Namun pada beberapa bulan akhir tahun 2019 prevalensi stunting di 
Kabupaten Malang kembali meningkat. Hal ini membuktikan bahwa meskipun 
pencapaian intervensi gizi spesifik dapat menunjukkan hasil dalam waktu yang 
cepat, kegagalan intervensi gizi spesifik juga dapat terlihat dalam waktu yang 
singkat. Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang 
kembali menerbitkan lokasi prioritas intervensi penanganan stunting untuk tahun 
2020.  Penentuan lokasi prioritas tersebut didasarkan pada tingginya prevalensi 
stunting pada wilayah yang dipilih, dan analisis terhadap lokasi prioritas intervensi 
stunting pada tahun 2018 (Herawanto, 2019). Penajaman sasaran wilayah intervensi 
stunting di Kabupaten Malang yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dilakukan 
agar upaya pencegahan stunting dapat menjangkau lebih banyak desa dan tepat 
sasaran.  
Hal itu diwujudkan dengan penambahan lokasi wilayah sasararan prioritas 
intervensi gizi spesifik pencegahan stunting. Lokasi prioritas intervensi gizi spesifik 
mencapai 22 desa dan kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Malang serta 





Tabel 2. Jumlah Persentase Balita Stunting pada 22 Desa di Kabupaten 
Malang 
Sumber: Data Balita Stunting Kabupaten Malang 2019, diolah penulis. 








1 KEPANJEN DILEM 36 10,62 





4 BULULAWANG PRINGU 32 22,62 
5 PAGAK PANDANREJO 12 10,91 
6 KEPANJEN SUKORAHARJO 102 24,46 
7 PAGAK SUMBERKERTO 33 12,5 
8 WAJAK CODO 57 16,16 
9 WAJAK DADAPAN 5 21,18 
10 SINGOSARI WONOREJO 153 40,37 
11 DONOMULYO MENTARAMAN 5 1,55 
12 BANTUR KARANGSARI 130 21,59 
13 WAJAK BRINGIN 51 16,95 
14 TAJINAN JAMBEARJO 118 31,55 
15 PAKIS KEDUNGREJO 13 3,71 
16 BULULAWANG WANDANPURO 49 8,85 
17 PUJON MADIREDO 168 29,53 
18 SINGOSARI TAMANHARJO 31 4,43 
19 WAGIR PANDANLANDUNG 11 1,94 
20 WAGIR DALISODO 32 6,18 









Cakupan intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting di 
Kabupaten Malang diampu dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Bupati Malang Nomor 
33 Tahun 2018 yang terdiri dari remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, ibu 
menyusui dan anak di bawah usia 23 bulan, serta anak usia 24-59 bulan. Adapun 
bentuk intervensi gizi spesifik yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Malang 
dalam upaya pencegahan stunting mengacu pada Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 
13 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 
Tabel 3. Intervensi Gizi Spesifik dalam Upaya Pencegahan Stunting di 
Kabupaten Malang 
Sasaran Bentuk Intervensi Gizi Spesifik 
Ibu Hamil 
a) pemeriksaan kehamilan sesuai standar; 
b) memberikan makanan tambahan pada ibu 
hamil untuk mengatasi kekurangan energi 
dan protein kronis; 
c) mengatasi kekurangan zat besi dan asam 
folat;  
d) suplementasi kalsium; 
e) mengatasi kekurangan iodium; 
f) menanggulangi kecacingan pada ibu 
hamil; dan 
g) melindungi ibu hamil yang mengalami 
penyulitan atau risiko tinggi. 
Ibu menyusui dan anak 
dibawah usia 23 (dua 
puluh tiga) bulan 
a) mendorong inisiasi menyusu dini; 
b) mendorong pemberian ASI Eksklusif bagi 
anak usia 0 sampai 6 (nol sampai enam) 
bulan. 
c) promosi dan edukasi pemberian ASI lanjut 
disertai makanan pendamping ASI yang 
sesuai; 
d) penanggulangan infeksi kecacingan pada 
ibu dan anak; 
e) pemberian suplementasi zink pada anak; 
f) fortifikasi zat besi ke dalam 
makanan/suplementasi zat gizi mikro;  
g) pencegahan dan penatalaksanaan klinis 
pada ibu dan anak; 




i) pencegahan dan pengobatan diare pada 
anak; 
j) implementasi prinsip manajemen terpadu 
balita sakit; 
k) suplementasi vitamin A pada anak usia 6-
59 (enam sampai  
lima puluh sembilan) bulan; 
l) penatalaksanaan malnutrisi akut parah 
pada anak; 
m) pemantauan tumbuh kembang anak. 
Sumber: Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Upaya 
Pencegahan Stunting, diolah Penulis, 2020.  
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang memiliki peran penting terhadap 
intervensi gizi spesifik untuk mengurangi prevalansi stunting di Kabupaten Malang 
meskipun di tengah masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal 
ini menyebabkan peraturan dan program pemerintah disesuaikan dengan protokol 
kesehatan yang sesuai dengan intruksi Pembatasan Nasional Berskala Besar 
(PSBB). Salah satunya pada pencegahan kesehatan balita, Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia mengeluarkan Panduan Pelayanan Kesehatan Balita pada Masa 
Pandemi COVID-19 bagi Tenaga Kesehatan untuk diterapkan oleh Dinas 
Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Puskesmas. Panduan 
tersebut berguna untuk mencegah penularan COVID-19 serta sebagai upaya 
penurunan angka kematian bayi dengan tetap melaksanakan kegiatan pemantauan 
pertumbuhan bayi, imunisasi, dan pemberian vitamin. 
Meskipun rangkaian peraturan pendukung pelaksanaan teknis kegiatan 
puskesmas telah diterbitkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 
implementasi intervensi gizi spesifik sebagai upaya pencegahan stunting di 
Kabupaten Malang yang telah diampu dalam Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 




Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik 
untuk membahas pencegahan stunting di Kabupaten Malang di tengah pandemi 
dengan memilih judul tesis “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Malang 
Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Upaya Pencegahan Stunting (Studi pada 
Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Kabupaten 
Malang)”. Kajan analisis penulis terhadap implementasi kebijakan intervensi  
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat ditemukan 
rumusan masalah yaitu: 
1. Bagaimana implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik sebagai upaya 
pencegahan stunting di Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Bupati 
Nomor 33 tahun 2018 tentang Upaya Pencegahan Stunting?  
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan 
intervensi gizi spesifik sebagai upaya pencegahan stunting di Kabupaten 
Malang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 33 tentang Upaya 
Pencegahan Stunting? 
1.3 Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditentukan 
di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan intervensi gizi 




2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat 
dalam implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik sebagai upaya 
pencegahan stunting di Kabupaten Malang. 
1.4 Manfaat Penelitian  
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis 
maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi 
pembaca yang ingin melakukan kajian lebih lanjut terhadap implementasi 
kebijakan pencegahan stunting melalui intervensi gizi spesifik di Kabupaten 
Malang.  
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 
implementasi kebijakan pencegahan stunting melalui intervensi gizi 
spesifik di Kabupaten Malang dengan melihat indikator-indikator 
implementasi kebijakan serta faktor pendukung dan penghambat pada 
pencegahan stunting di Kabupaten Malang.  
1.5 Sistematika Pembahasan  
Sistematika pada peneltian ini terdiri atas lima bab, pada masing-masing bab 
menjabarkan intisari bahasan dari topik yang sedang diteliti sebagai berikut: 




Bab ini mengandung latar belakang permasalahan yang ingin diteliti oleh 
penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan 
Intervensi gizi spesifik sebagai upaya pencegahan stunting yang mengacu 
pada Peraturan Bupati Malang Nomor 33 tahun 2018 tentang Upaya 
Pencegahan Stunting di Kabupaten Malang.  
b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini meliputi kajian literatur dari penelitian terdahulu berupa jurnal dan 
karya ilmiah serta teori ilmiah yang berkaitan tentang Intervensi gizi 
spesifik sebagai upaya pencegahan stunting. 
c. BAB III SOCIAL SETTING 
Bab ini memaparkan gambaran lokasi penelitian secara umum yaitu 
Kabupaten Malang yang meliputi kondisi geografis, demografis, sosial, 
ekonomi, dan kesehatan. Bab ini juga memaparkan gambaran umum situs 
penelitian yang dituju peneliti yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 
berserta struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta visi dan misinya.  
d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Bab ini menjelaskan metode penlitian kualitatif yang digunakan peneliti 
dalam menghimpun hasil penelitian berupa data dan informasi yang 
diproleh di lapangan terkait Implementasi Kebijakan Intervensi gizi spesifik 
sebagai upaya pencegahan stunting yang mengacu pada Peraturan Bupati 
Nomor 33 tahun 2018 tentang Upaya Pencegahan Stunting di Kabupaten 




komponen yaitu  fokus penelitian, lokasi dan situs penelitiann, instrumen 
penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan uji keabsahan data. 
e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan beserta saran yang diutarakan oleh Penulis terkait 
penelitian tentang Implementasi Kebijakan Intervensi gizi spesifik sebagai 
upaya pencegahan stunting yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 33 







2.1 Penelitian Terdahulu 
Hakikat penelitian adalah untuk mengkaji sebuah fenomena yang terjadi 
dengan harapan dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Salah satu manfaat 
utama penelitian adalah mampu menjadi referensi dan rujukan literatur dari 
penelitian yang serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini juga tidak 
terlepas dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan mengkaji fenomena 
yang serupa. Penelitian terdahulu tersebut antara lain: 






Penelitian yang Akan 
Dilakukan 
Persamaan dengan 
Penelitian yang Akan 
Dilakukan 




Indonesia, Ni Ketut 
Aryastami dan 
Ingan Tarigan, 2017 
Studi ini menjelaskan 
bahwa implementasi 
kebijakan penurunan 
masalah gizi dan stunting 




kelemahan variabel yang 
masih menjadi kendala 
dalam implementasi 
kebijakan tersebut, antara 
lain: koordinasi yang 
sulit, strategi yang 
kurang, kurangnya minat 
dari stakeholders, 
jaringan antara 
stakeholders yang tidak 
cukup kuaat, lemahnya 
Penelitian ini membahas 
tentang dinamika 
implementasi kebijakan 
dan faktor-faktor apa yang 
menjadi pengaruh dalam 
upaya penanggulangan 
stunting di Indonesia.  








power dalam kebijakan 
yang diampu, struktur 
organisasi yang tidak 
seragam, sumber daya 
manusia yang terbatas, 
dan anggaran pelaksanaan 
yang tidak terjamin.  





Tulisan ini menjelaskan 
bahwa prevalensi stunting 
di Indonesia cenderung 
statis. Meskipun 
rangkaian strategi 
kebijakan dan program 
telah dicanangkan oleh 
pemerintah dari tahun ke 
tahun, namun masih 
sangat diperlukan 
sinkronisasi antara 
seluruh elemen yang 
terlibat dalam upaya 
tersebut. Selain kebijakan 
yang menyasar kasus 
stunting, pemerintah 
perlu menyusun 
kebijakan lebih kuat yang 
ditujukan kepada para 
ibu, dan ibu hamil 
sebagai tindakan 
pencegahan stunting.  
Penelitian ini menjelaskan 
fakta lapangan dalam 
pelaksanaan kebijakan 
penanganan stunting dalam 
skala nasional.  
Penelitian ini 
menjelaskan faktor-faktor 
apa yang terjadi di 
















pemerintah telah banyak 
mengeluarkan rangkaian 
kebijakan dan program-
program terkait upaya 
percepatan 
penanggulangan stunting 
yang telah disertai dengan 
anggaran yang cukup 
besar. Namun di level 
masyarakat, upaya 
percepatan penurunan 
stunting cenderung belum 
dirasakan manfaatnya 
karena seringkali 
implementer program di 
Penelitian ini menjelaskan 
tentang fenomena 
penyimpangan di lapangan 
baik dari para implementer 
maupun kelompok sasaran 
yang dapat menghambat 
keberhasilan kebijakan 







pencegahan stunting di 




tingkat masyarakat belum 
memiliki pemahaman 
yang baik tentang urgensi 
persoalan stunting 
tersebut. Selain itu dari 
sisi masyarakat sendiri 
masih tergolong asing 
dengan istilah stunting 
yang disebutkan oleh 
pemerintah.   
4 Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi 
Kejadian Stunting 
Pada Balita di 
Kabupaten Malang, 
I Dewa Nyoman 
Supariasa dan Heni 
Purwaningsih, 2019  
Hasil penelitian ini 
menjelaskan bahwa ada 
beberapa faktor yang 
mempengaruhi stunting di 
Kabupaten Malang. 
Adapun beberapa faktor 
tersebut adalah: tingkat 
pengetahuan gizi ibu dan 




selama kondisi ibu hamil 
dan saat melahirkan, 
akses air bersih dan 
sanitasi keluarga, taraf 
ekonomi keluarga balita, 
kondisi sosial budaya, 




faktor yang mempengaruhi 
terjadinya stunting di 
Kabupaten Malang baik 
dari segi gizi spesifik, 
sensitif, maupun faktor 
eksternal yang lain.  
Penelitian ini 
menjelaskan faktor-faktor  
yang mempengaruhi 
terjadinya stunting di 
Kabupaten Malang.  
5 Kejadian Balita 
Stunting di 






Hasil Penelitian ini 
menjelaskan bahwa angka 
kejadian stunting di 
Posyandu Desa Jambearjo 
Kecamatan Tajinan 
Kabupaten Malang masih 
harus menjadi perhatian 
pemerintah. Hal itu 
dikarenakan kondisi 
sosial-ekonomi, tingkat 
edukasi dan pengetahuan 
masyarakat terhadap 
urgensi persoalan stunting 
yang masih rendah. Serta 
didapati usia ibu yang 
terlalu muda dapat 
Penelitian ini terfokus pada 
pengaruh faktor sosial-
ekonomi terhadap 
persoalan stunting yang 







yang menjadi penyebab 
utama stunting di 





pengasuhan anak yang 
kurang baik. 
6 Upaya Pemerintah 
Daerah dalam 
Penanggulangan 





Hasil penelitian ini 




Kabupaten Bangka dan 
Bangka Barat memiliki 
program-program inovasi 
sebagai upaya 





tersebut dapat terwujud. 
Selain itu juga masih 
adanya keterbatasan dana.  
Penelitian ini menjelaskan 
upaya dan inovasi 
pemerintah daerah 
Kabupaten Bangka 
Belitung dalam upaya 




Kabupaten Malang dalam 
menangani urgensi 











rangkaian kebijakan   dan   
regulasi   terkait   
penanganan   stunting. 
Upaya tersebut berupa 
intervensi gizi spesifik 
dan  sensitif. Namun 
persoalan dari 
pelaksanaan intervensi 
pemerintah dalam upaya 
penanganan tersebut  
adalah kondisi sosial 
ekonomi di kalangan 
masyarakat.  
Penelitian ini menjelaskan 
bahwa kondisi sosial-
ekonomi masyarakat dapat 
memberi pengaruh yang 
signifikan dalam 
implementasi kebijakan 
intervensi gizi spesifik dan 
sensitif dalam upaya 






Malang yang dapat 
mempengaruhi 
implementasi intervensi 
gizi spesifik sebagai 
bagian dari kebijakan 
pencegahan stunting yang 
dilaksanakan.  
8 Intervensi Gizi 
dalam Penanganan 
dan Pencegahan 
Stunting di Asia:  
Tinjauan Sistematis, 






intervensi gizi sensitif 
dan spesifik berhasil 
menurunkan prevelansi 
stunting di Asia dan 
Indonesia. Namun 
gagasan agenda global 
tersebut tersebut dapat 
Penelitian ini menjelaskan 
bahwa meskipun gagasan 
upaya penanganan stunting 
adalah agenda global, 
namun rangkaian program 
untuk intervensi gizi 
spesifik dan gizi sensitif 













Widiyanto, dan Joko 
Tri Atmojo, 2020 
disusun berdasarkan 
kebutuhan dan kondisi 
masing-masing negara.  
berdasarkan kondisi 
masing-masing negara 
yang berbeda, selama 
masih mencakup indikator 
utama dalam upaya 
penanganan stunting.  
pencegahan stunting di 
Kabupaten Malang.  
9 Implemenetasi 




Nesra Nefy, Nur 
Indrawati Lipoeto, 




gerakan 1000 HPK di 
Kabupaten Pasaman 
masih belum ada regulasi 
tertulis, visi, misi dan 
sasaran program yang 
jelas. Serta partisipasi 
stakeholders yang kurang 
maksimal. Meskipun 
ketersediaan sumber dana 
telah ada namun 
ketersediaan SDM dan 
sarana prasarana masih 
sangat terbatas. 
Rangkaian gagasan 
intervensi gizi spesifik 
dan sensitif telah 
terlaksana, namun masih 
belum ada indikator 
untuk mengontrol capaian 
pelaksanaan kegiatan.  
 
Penelitian ini terfokus 
dalam menjelaskan 
komitmen pemerintah 
dalam upaya penanganan 





stakeholder dan aktor 
utama dalam upaya 
pencegahan stunting 
dengan intervensi gizi 
spesifik di Kabupaten 
Malang.  
10 Peran Intervensi 
Gizi Spesifik dan 
Sensitif dalam 
Perbaikan Masalah 
Gizi Balita di Kota 
Bogor, Bunga Ch 
Rosha, Kencana 
Sari, Indri Yunita 
SP, Nurilah 





intervensi gizi spesifik 
dan sensitif telah 
dilaksanakan pemerintah. 
Intervensi tersebut tidak 
hanya menyasar pada 
bayi dan balita, namun 
juga pada para ibu dan 
remaja. Tugas utama 
pemerintah adalah 
mewujudkan intergasi 
yang selaras antara dua 
jenis intervensi gizi 
spesifik dan sensitif 
Penelitian ini menjelaskan 
keseimbangan antara 
intervensi gizi spesifik dan 
gizi spesifik sebagai faktor 
dukungan utama yang 
dapat diberikan pemerintah 
dalam upaya penanganan 
stunting di Kota Bogor. 
Penelitian ini 
menjelaskan proporsi 
intervensi gizi spesifik 
dibandingkan dengan gizi 
sensitif dalam 
implementasi kebijakan 









tersebut agar penanganan 






Sumber: Disusun dan diolah oleh penulis, 2020. 
Kompilasi penelitian terdahulu mengenai keberhasilan implementasi 
kebijakan penanganan stunting dikaji dengan berbagai metode menunjukkan bahwa 
implementasi kebijakan pencegahan stunting tidak mudah. Setidaknya ada 
beberapa hambatan yang selalu terjadi pada implementasi kebijakan yaitu: 
koordinasi yang sulit, strategi yang tidak cukup kuat, minat yang kurang dari 
stakeholders, jaringan antar stakeholders yang tidak seragam, lemahnya kekuatan 
kebijakan itu sendiri, struktur dan kolaborasi pihak terkait yang tidak sama, serta 
sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran yang terbatas.  
2.2 Kebijakan Publik 
2.2.1 Definisi Kebijakan Publik 
Dewasa ini, definisi kebijakan publik selalu identik dengan sebuah tindakan, 
kegiatan, dan keputusan yang diampu oleh pemerintah dalam sebuah negara. 
Gagasan kebijakan publik memiliki ruang lingkup untuk mengatur kehidupan 
masyarakat dalam lingkup publik, bukan individual atau privat. Sedangkan cakupan 
kebijakan publik mengacu kepada aktivitas masyarakat yang perlu diatur dan 
dilakukan intervensi oleh pemerintah atau norma sosial (Parsons, 2014:3). 




pemerintah pada bidang-bidang atau sektor publik yang berhubungan dengan 
perilaku masyarakat untuk kepentingan umum.  
Salah satu pengertian kebijakan publik yang paling populer dikemukakan 
oleh Dye (2013:3) bahwa “public policy is whatever goverment choose to do or not 
to do”. Mengacu kepada definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam 
konsep kebijakan publik pasti ada campur tangan dari unsur politik dan aktor-aktor 
politik yang bersangkutan untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan 
atau tidak. Hal serupa juga dikemukakan oleh Friedrich dalam Wahab (2014:9) 
bahwa kebijakan publik adalah sebuah tindakan atau keputusan yang diusulkan oleh 
seseorang, kelompok, atau institusi pemerintah untuk mewujudkan tujuan dan 
sasaran yang diinginkan. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah 
serangkaian tindakan dan kegiatan yang telah ditentukan maksud, tujuan, dan 
sasarannya berdasarkan pertimbangan dari aktor-aktor yang terlibat didalamnya.  
Smith dan Lamier dalam Wahab (2014:11) menjelaskan bahwa kebijakan 
publik bukanlah bidang studi, melainkan studi tentang sebuah kebijakan. Konteks 
cakupan kebijakan publik adalah lintas sektor dan plural. Oleh karena itu, kajian 
materi untuk mengidentifikasi masalah dalam perumusan kebijakan publik akan 
melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu sosial dan lintas sektor. Hal itu 
menjelaskan bahwa ada berbagai macam aktor yang terlibat dalam proses kebijakan 
publik untuk menentukan tindakan dan langkah yang akan diambil untuk 




Seorang pakar dari Inggris yaitu W.I Jenkins dalam Wahab (2014:15) 
merumuskan kebijakan publik sebagai rangkaian keputusan yang diambil oleh 
kelompok dan aktor politik yang bersangkutan untuk mencapai tujuan. Hal itu 
nantinya akan diiringi dengan cara-cara dan kegiatan yang selaras untuk 
mencapainya dalam situasi tertentu. Mengacu pada definisi kebijakan publik 
tersebut, maka kebijakan publik dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian tujuan 
yang telah disepakati untuk dilaksanakan dengan melibatkan seluruh elemen yang 
bersangkutan. Jika kebijakan publik dalam lingkup kepentingan publik maka akan 
digagas dan dikembangkan, dirumuskan, dibuat dan diwujudkan oleh instansi dan 
melibatkan pejabat pemerintah (Wahab, 2014:16). 
Hakikat kebijakan publik adalah sebuah aktivitas pemerintah untuk 
menentukan keputusan dan tindakan berdasarkan pertimbangan yang berasal dari 
fenomena atau identifikasi masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. 
Pemerintah sebagai aktor utama dalam sebuah negara memiliki peran penting 
dalam merumuskan kebijakan publik. Easton dalam Wahab (2014:18) mengatakan 
bahwa kebijakan publik dirumuskan oleh aktor yang memiliki peran dan otoritas 
tertentu dalam sistem politik. Pada sistem politik yang berlaku di Indonesia saat ini 
maka aktor yang memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan publik adalah 
para pejabat negara yang duduk di kursi eksekutif dan legislatif.  
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka konsep kebijakan publik 
dapat dijelaskan sebagai sebuah tindakan yang diputuskan oleh pemerintah untuk 
mencapai suatu tujuan yang telah disepakati. Tindakan dan keputusan tersebut 




aktor-aktor yang beragam dalam proses perumusannya. Bentuk keluaran kebijakan 
publik bisa berupa peraturan, regulasi, maupun program kegiatan pada sektor 
tertentu. Selain itu, daya ikat kebijakan publik terhadap aktivitas masyarakat dapat 
bersifat memaksa karena dibuat oleh pemerintah. 
2.2.2 Proses Kebijakan Publik  
Proses pembuatan kebijakan publik diterjemahkan sebagai serangkaian 
tahap yang saling berkaitan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Adapun 
beberapa tahapan dalam proses kebijakan publik meliputi penyusunan agenda; 
formulasi kebijakan; adaptasi kebijakan; implementasi kebijakan; dan penilaian 
kebijakan. Tahapan tersebut dipaparkan oleh Dunn (1998:26) sebagai berikut:  
1) Penyusunan agenda (agenda setting) 
Penyusunan agenda dalam proses pembuatan kebijakan dilakukan melalui 
perumusan masalah untuk mengidentifikasi urgensi masalah yang akan diatasi 
melalui kebijakan publik yang akan diterbitkan. Identifikasi masalah tersebut 
dapat memberikan informasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 
persoalan dengan mengkaji penyebab-penyebab masalah dan menemukan 
peluang sebagai solusi yang dapat diberikan oleh kebijakan yang akan disusun. 
Proses identifikasi masalah membawa para perumus kebijakan untuk dapat 
menentukan agenda setting kebijakan publik.   
2) Formulasi Kebijakan (agenda formulation) 
Setelah agenda setting ditentukan, maka pada tahapan ini akan dicari 
pemecahan masalah terbaik dengan beberapa skenario dan alternatif kebijakan. 
Forecasting atau peramalan dalam tahapan formulasi kebijakan ini berfungsi 
untuk menguji dan mengetahui dampak dari setiap alternatif atau skenario 
kebijakan yang diusulkan. Peramalan tersebut dilakukan dengan mengkaji 
kendala-kendala yang mungkin terjadi dari setiap alternatif dan mengestimasi 
kelayakan dukungan aktor politik dari alternatif-alternatif kebijakan tersebut.   
3) Rekomendasi (adopsi kebijakan) 
Tahap adopsi kebijakan diawali dengan memberikan rekomendasi alternatif 
yang telah disediakan. Rekomendasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan 
cost benefit analysis (analisis biaya manfaat) dari setiap alternatif kebijakan 
yang tersedia. Rekomendasi tersebut akan membantu mempertimbangkan 
tingkat resiko dari alternatif kebijakan yang ada. Setelah alternatif kebijakan 




dan persetujuan administratif lembaga legislatif dan dilaksanakan oleh 
implementator. 
4) Implementasi Kebijakan (monitoring) 
Kebijakan tersebut lalu dilaksanakan oleh implementator. Implementator 
adalah para aktor implementasi kebijakan yang terdiri dari instansi dan aparatur 
negara baik tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan yang telah 
diimplementasikan tersebut dilakukan dengan memobilisasi sumber daya 
finansial dan manusia di lapangan. Pada tahapan ini juga dilakukan pemantauan 
guna menilai tingkat kepatuhan dan penyimpangan yang terjadi. Sehingga dapat 
menemukan hambatan dan rintangan dalam implementasi kebijakan, serta 
pihak-pihak yang bertanggung jawab.  
 
5) Evaluasi Kebijakan (penilaian) 
Penilaian kebijakan dilakukan dengan evaluasi. Evaluasi kebijakan dapat 
memberikan informasi tentang korelasi antara capaian pelaksanaan kebijakan 
dan tujuan awal kebijakan yang telah disepakati. Maka dengan menggunakan 
evaluasi dalam penilaian kebijakan, penilaian kebijakan tidak hanya 
memberikan kesimpulan semata. Namun dapat memberikan analisis dan 
klarifikasi dari kebijakan yang telah dilaksanakan sebagai bekal untuk 
penyusunan kebijakan di masa mendatang.  
Tahapan dalam proses kebijakan publik tersebut mencerminkan sebuah 
aktivitas yang terus berlangsung dan terjadi sepanjang proses perumusan kebijakan 
sampai kebijakan dilaksanakan. Setiap tahapan berhubungan dengan tahapan yang 
lain atau berikutnya, dan pada tahapan terakhir akan dilakukan evaluasi untuk 
mengkaji kebijakan. Manfaat adanya analisis kebijakan membuat kebijakan yang 
akan disusun lagi dapat memperoleh informasi dari evaluasi kebijakan yang telah 
berlalu.  
Analisis kebijakan sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan yang telah 
berlalu adalah hal penting. Hal ini dapat menghasilkan informasi yang relevan 
sebagai bekal kebijakan yang akan disusun di masa depan. Adapun informasi 
tersebut dapat menjadi suatu impact yang positif pada setiap tahapan dalam proses 




jenis masalah yang akan diidentifikasi dan diselesaikan dengan terbitnya kebijakan 
publik. 
2.3 Implementasi Kebijakan Publik 
Implementasi kebijakan adalah salah satu tahapan dalam proses kebijakan 
publik sebagai bentuk pelaksanaan dari kebijakan yang sudah disepakati. Bentuk 
pelaksanaan dari implementasi kebijakan tersebut dapat berupa undang-undang, 
perintah, keputusan eksekutif atau peradilan. Idealnya keputusan atau regulasi dan 
peraturan yang lahir sebagai buah dari proses perumusan kebijakan publik tersebut 
dapat mengidentifikasi masalah, menyebutkan tujuan dan sasaran yang ingin 
dicapai, dan menjelaskan struktur pelaksanaan atau proses implementasinya 
(Mazmanian dan Sabatier, 1989:21).  
Implementasi kebijakan adalah bagian dari proses kebijakan yang kompleks 
dan bermuatan politis karena intervensi banyak pihak yang terlibat. Van Meter dan 
Van Horn dalam Agustino (2006:153) mendefinisikan implementasi kebijakan 
sebagai sebuah tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, atau kelompok 
pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah 
ditetapkan. Hal itu terjadi karena penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan dalam 
implementasi kebijakan adalah hasil dari proses perumusan kebijakan publik yang 
melibatkan beragam stakeholders, aktor, organisasi publik atau privat yang 
digerakkan bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  
Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari proses 




menjelaskan bahwa dengan implementasi kebijakan publik maka seluruh rangkaian 
proses kebijakan publik dapat diketahui keberhasilan atau tidaknya dalam mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan 
dapat ditunjukkan dengan perubahan terukur terhadap sebuah masalah yang sedang 
diatasi dengan intervensi program dan regulasi dari pemerintah.  
Berdasarkan definisi tersebut maka implementasi kebijakan dapat diartikan 
sebagai rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut 
untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Aktivitas dalam 
implementasi kebijakan tersebut dapat berupa program atau perubahan terhadap 
perilaku sosial masyarakat yang terjadi karena mengacu kepada kebijakan yang 
telah diterbitkan. Keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat dinilai dengan 
tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan atau tidak. Hal itu menjelaskan 
bahwa implementasi kebijakan adalah tahap kebijakan publik yang dinamis karena 
melibatkan banyak aktor didalamnya. Namun pada akhirnya tetap harus mengacu 
kepada tujuan dibentuknya kebijakan publik yang telah disepakati sebelumnya.  
2.3.1 Model Analisis Proses Implementasi Kebijakan oleh Donald S. Van 
Meter dan Carl E. Van Horn 
Model implementasi kebijakan publik yang digagas oleh Donald Van Meter 
dan Carl Van Horn disebut dengan A Model of The Policy Implementation Process. 
Proses analisis implementasi kebijakan yang diampu dalam model ini adalah 
manifestasi terhadap kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk meraih 
kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi, dan berlangsung dalam berbagai 




membentuk hubungan antara kebijakan dan kinerja dalam implementasi kebijakan 
publik. Model ini tidak hanya menentukan hubungan antara variabel independen 
terhadap variabel dependen, tetapi juga mengkaji hubungan antar variabel 
independen.  
Model ini dapat mengkaji variabel-variabel independen yang saling 
memiliki keterkaitan, (Wahab, 2014:165). Keterkaitan yang dikaji tersebut dapat 
memberikan hipotesis dan dapat diuji secara empiris, dengan asumsi bahwa untuk 
menentukan indikator kebijakan yang memuaskan dapat dicapai dengan 
terkumpulnya data yang sesuai dan memadai. Metode indentifikasi masalah dengan 
model analisis implementasi kebijakan ini menjelaskan bahwa ada urgensi yang 
lebih besar untuk menjelaskan keterkaitan antara kebijakan dan proses pelaksanaan 
keputusan kebijakan daripada sekedar menghubungkan variabel independen dan 
dependen dengan cara-cara tertentu (Van Meter dan Van Horn, 1975:462).  Asumsi 
utama dalam model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik berjalan 
secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana kebijakan, dan kinerja 
kebijakan publik.  
Adapun enam variabel yang diampu dalam gambar model analisis 
implementasi kebijakan yang digagas oleh Van Meter dan Carl Van Horn adalah 
sebagai berikut:  
1) Standar dan Tujuan Kebijakan 
Standar dan tujuan kebijakan menguraikan tujuan keseluruhan dari 




dokumen legislatif yang tertulis yang juga berfungsi untuk memberikan 
penilaian terhadap kinerja kebijakan yang dilaksanakan (Van Meter dan 
Van Horn, 1975:464). Tingkat keberhasilann kinerja implementasi 
kebijakan dapat diukur dari standar dan tujuan kebijakan yang telah 
ditentukan (Agustino, 2006:161). Jika standar dan tujuan kebijakan selaras 
dengan kultur sosial yang ada pada wilayah kelompok sasaran kebijakan 
dan agen pelaksana, maka potensi tercapainya kebijakan akan semakin 
tinggi. Sedangkan ketika tujuan kebijakan terlalu ideal bahkan utopis, maka 
akan sulit untuk dilaksanakan pada kelompok sasaran, dan bahkan sulit 
tercapai.  
2) Sumber Daya Kebijakan 
Sumber daya kebijakan adalah sumber daya yang memfasilitasi keperluan 
administratif pelaksanaan kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1975:465). 
Keberhasilan proses implementasi kebijakan dapat diukur dari optimal atau 
tidaknya pemanfaatan terhadap sumber daya kebijakan yang tersedia 
(Agustino, 2006:161). Manusia adalah salah satu sumber daya kebijakan 
yang paling penting sebagai agen pelaksana kebijakan. Kualifikasi untuk 
menentukan sumber daya manusia yang berkualitas adalah aspek penting 
dalam proses implementasi kebijakan agar dapat melakukan tugasnya. 
Selain sumber daya manusia, ada sumber daya finansial dan sumber daya 
waktu. Karena sumber daya manusia harus diiringi dengan anggaran dana 
untuk merealisasikan kebijakan. Sama halnya dengan sumber daya waktu, 




waktu implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan juga harus 
ditentukan.  
3) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana 
Implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan standar dan tujuan yang 
dapat dipahami oleh individu dan organisasi yang terlibat dalam 
implementasi kebijakan. Sangat penting untuk memperhatkan kejelasan 
standar dan tujuan, keakuratan dan komunikasi antar agen pelaksana dengan 
konsistensi informasi (Van Meter dan Van Horn, 1975:466). Komunikasi 
dan koordinasi antar organisasi atau badan pelaksana adalah sebuah aspek 
penting dalam proses implementasi kebijakan. semakin baik komunikasi 
dan koordinasi antar lembaga pelaksana kebijakan, maka akan semakin 
kecil potensi kesalahan yang akan terjadi (Agustino, 2006:162). 
4) Karakteristik Badan Pelaksana 
Karakteristik badan atau agen pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh 
struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan antar individu yang relevan 
dengan kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut (Van Meter dan Van 
Horn, 1975:470). Agen pelaksana implementasi kebijakan meliputi 
organisasi formal dan informal. Hal ini penting dalam proses implementasi 
kebijakan, karena tercapai atau tidaknya suatu kebijakan akan dipengaruhi 
oleh cocok atau tidaknya agen pelaksana dengan tujuan kebijakan 
(Agustino, 2006:162).  




Kondisi-kondisi ini adalah faktor eksternal yang dapat berpotensi memiliki 
pengaruh besar terhadap proses implementasi kebijakan (Van Meter dan 
Van Horn, 1975:471). Kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah faktor 
eksternal yang berpengaruh dalam keberhasilan proses implementasi 
kebijakan. Lingkungan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang 
tidak kondusif dapat menjadi hambatan bahkan kegagalan kinerja 
implementasi kebijakan (Agustino, 2006:163).  
6) Sikap dan Kecenderungan / Disposisi Para Pelaksana 
Pemahaman para pelaksana tentang maksud, standar, dan tujuan kebijakan 
adalah aspek penting, karena kegagalan implementasi kebijakan dapat 
terjadi karena para pelaksana yang tidak menyadari substansi kebijakan 
tersebut (Van Meter dan Van Horn, 1975:472). Sikap agen pelaksana adalah 
aspek vital yang menjadi pengaruh terhadap keberhasilan proses 
implementasi kebijakan. Hal ini terjadi karena seluruh rangkaian tujuan dan 
pelaksanaan kebijakan bukanlah rumusan dari masyarakat sebagai 
kelompok sasaran. Melainkan seringkali datang dari tangan pemerintah 





Gambar 1. A Model of The Policy Implementation Process oleh Van Metter 
dan Carl Van Horn 
Sumber: diolah oleh penulis bersumber dari Metter dan Horn (1975:463) 
 
 
2.4 Kebijakan Kesehatan (Healthcare Policy) 
2.4.1 Pengertian Kebijakan Kesehatan 
Michael Hill (1996:96) dalam bukunya mengemukakan kebijakan 
kesehatan merupakan “health policy implying the involvement of the state in these 
concerns, is a comparatively modern phenomenon”. Kebijakan kesehatan 
mencakup keterlibatan pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap 
fenomena kesehatan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan kesehatan adalah 
kegiatan kompleks dalam sistem pemerintah. Keterlibatan pemerintah untuk 
mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada sektor kesehatan bertujuan untuk 
menindaklanjutinya dengan memberikan regulasi yang dibutuhkan. Hill (1996:96) 




application of modern therapies is expensive, but also because the development of 
those therapies rests upon costly education, research and equipment”. Aktivitas 
mengatur kebijakan dalam bidang kesehatan diperlukan karena, berpedoman pada 
pendapat Hill di atas, aktivitas pemberian pelayanan dalam bidang kesehatan 
memerlukan anggaran cukup besar karena penyediaan tenaga kesehatan yang mahal 
meliputi pendidikan, penelitian, dan ketersediaan peralatan medis. 
Kondisi kesehatan yang baik tidak hanya dapat dicapai dari hanya aspek 
medis saja. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu menjadi perhatian utama 
pemerintah untuk menjaga kondisi kesehatan masyarakat, terdiri dari: 
a) pendapatan yang memadai; 
b) perumahan yang layak; 
c) pasokan air dan sistem pembuangan limbah yang layak (sanitasi dan 
drainase); 
d) menghindari kecelakaan lalu lintas; 
e) sebuah lingkungan yang tidak terpolusi; 
f) persediaan makanan yang baik dan layak; 
g) gaya hidup yang aman; 
h) hubungan sosial yang baik dengan orang lain; dan 
i) menghindari stres yang berlebihan (Hill, 1996:96-97). 
Menjaga kesehatan publik yang baik adalah tugas utama pemerintah dengan 
mengkombinasikan antara pilihan masyarakat dan ketersediaan perlindungan 
maupun jaminan, misalnya melalui jaminan upah, pemukiman atau tempat tinggal, 
jaminan sosial, serta jaminan perlindungan lingkungan (Hill, 1996:97). Oleh karena 
itu, peran intervensi pemerintah dalam sektor kesehatan sangat dibutuhkan, 
melibatkan pihak lain yang memiliki peran penting untuk mengidentifikasi 
permasalahan kesehatan yang kemudian dapat dituangkan dalam sebuah kebijakan. 




1996:98). Sehingga terdapat beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan 
menentukan sebuah kebijakan kesehatan yaitu terdiri dari: 
1) sejauh mana peningkatan status kesehatan masyarakat yang dapat diberikan 
dengan adanya intervensi medis; 
2) kecenderungan layanan kesehatan yang identik dengan “layanan penyakit” 
(karena hanya orang-orang sakit saja yang mendapatkan pelayanan); dan 
3) pentingnya aspek pencegahan yang memberi implikasi terhadap kondisi 
kesehatan masyarakat di luar aspek medis (Hill, 1996:98). 
Mempertimbangkan ketiga poin yang telah disebutkan di atas, maka 
kebijakan kesehatan diharapkan memberikan peran lintas sosial yang menyeluruh 
dengan aktivitas yang beragam untuk mewujudkan langkah preventif terhadap 
pencegahan penyakit, sosialisasi kesehatan dan pendampingan serta support. 
Perhatian terhadap aspek medis dan non-medis untuk mewujudkan kondisi 
kesehatan masyarakat yang baik memerlukan peran seluruh elemen, baik secara 
medis maupun juga non-medis. Adanya identifikasi kebijakan yang baik maka 
pemerintah dapat menemukan indikator mana yang termasuk pencegahan, 
pelayanan, dan pengobatan. 
2.4.2 Peran Pemerintah dalam Kebijakan Kesehatan 
Negara mempunyai tiga peran utama dalam kaitannya dengan pelayanan 
kesehatan, ketiga peran tersebut terdiri dari negara sebagai regulator, negara 
sebagai penyandang dana, serta negara sebagai penyedia layanan (dalam Hill, 
1996:99). Ketiga peran tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan tujuan 
untuk kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Berikut ini akan diuraikan 





a) Pemerintah sebagai Pembuat Kebijakan 
Michael Hill (1996:99) berpendapat bahwa pemerintah berperan sebagai 
regulator atau pembuat kebijakan dalam bidang pelayanan kesehatan, oleh karena 
itu pemerintah berkewajiban untuk mengeluarkan pedoman dan peraturan terkait 
dengan upaya penyelenggaraan kesehatan. Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 mendefinisikan kesehatan sebagai hak asasi manusia dan 
salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita 
bangsa Indonesia. Untuk mencapai cita-cita bangsa yang terkandung dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, pemerintah pusat maupun daerah perlu 
menyusun produk hukum kesehatan. 
Beberapa kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan yang telah dibentuk 
oleh pemerintah dan menjadi dasar hukum dari undang-undang maupun peraturan 
yang terbit sesudahnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 
Tentang Kesehatan sebelumnya. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, 
mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya 
kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Lebih lanjut pada ayat (2) 
disebutkan pula bahwa tanggung jawab pemerintah tersebut dikhususkan pada 
pelayanan publik. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah juga mempunyai 
wewenang untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan pemerintah 




bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif 
yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. 
Adapun secara garis besar penyelenggaraan upaya kesehatan yang 
dimaksud dalam Pasal 47 tersebut diuraikan pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2009 meliputi bidang kesehatan berikut ini. 
1) pelayanan kesehatan; 
2) pelayanan kesehatan tradisional; 
3) peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit; 
4) penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; 
5) kesehatan reproduksi; 
6) keluarga berencana; 
7) kesehatan sekolah; 
8) kesehatan olahraga; 
9) pelayanan kesehatan pada bencana; 
10) pelayanan darah; 
11) kesehatan gigi dan mulut; 
12) penanggulangan gangguan pengelihatan dan gangguan pendengaran; 
13) kesehatan matra; 
14) pengamatan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan; 
15) pengamanan makanan dan minuman; 
16) pengamanan zat adiktif; dan 
17) bedah mayat. 
Ketujuhbelas bidang kesehatan di atas secara rinci telah diatur dalam 
undang-undang serta peraturan yang terpisah oleh pemerintah. Selain undang-
undang yang mengatur penyelenggaraan kesehatan secara umum, pemerintah juga 
menerbitkan undang-undang untuk melindungi hak dan kewajiban tenaga 
kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 
Kesehatan. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 
tentunya membutuhkan peran tenaga kesehatan dengan maksimal, oleh karena itu 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan membahas 




Tenaga Kesehatan, hingga Ketentuan Pidana bagi Tenaga Kesehatan. Baik Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 
36 Tentang Tenaga Kesehatan merupakan output dari peran pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan pada bidang pelayanan kesehatan. 
b) Pemerintah sebagai Penyandang Dana 
Michael Hill (1996:100) berpendapat dalam bukunya mengenai peran 
pemerintah sebagai penyandang dana atau the funder or purchaser role sebagai 
berikut. 
“peran negara sebagai penyandang dana dilihat secara independen daripada 
peran lainnya, meskipun peran sebagai penyandang dana sesungguhnya 
cenderung mengarah pada keinginan negara untuk terlibat dalam penentuan 
harga dan perencanaan layanan yang mengarah pada penguatan sebagai peran 
pembuat kebijakan sebelumnya”. 
Terlepas dari pendapat Hill mengenai kecenderungan negara untuk ikut 
serta dalam penentuan harga dalam pelayanan kesehatan, pendanaan atau 
pembiayaan kesehatan merupakan satu hal yang cukup penting dilaksanakan secara 
berimbang untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang optimal. 
Bahasan mengenai pendanaan layanan kesehatan oleh pemerintah disinggung 
dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mulai dari Pasal 
170 hingga Pasal 173. Pada Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan menyebutkan besaran anggaran kesehatan yang ditanggung 
oleh pemerintah yang terdiri dari: 
(1) besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% 





(2) besar anggaran pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan 
minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) di luar gaji; dan 
(3) besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya 
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
 
c) Peran Pemerintah sebagai Penyedia Pelayanan Kesehatan 
Berkaitan dengan peran negara sebagai penyedia pelayanan kesehatan, Hill 
(1996:105-106) mengemukakan bahwa: 
“hubungan negara dalam peran sebagai penyandang dana dan negara sebagai 
penyedia layanan kesehatan secara memungkinkan menghasilkan 4 bentuk 
interaksi: negara sebagai penyandang dana serta penyedia layanan; negara 
sebagai penyedia layanan saja; negara sebagai penyandang dana namun 
bukan penyedia layanan; negara bukan sebagai penyedia layanan serta bukan 
penyandang dana”. 
Pendapat Hill tersebut menyebutkan empat probabilitas negara ketika 
berperan sebagai penyandang dana kesehatan dan penyedia pelayanan kesehatan. 
Pada pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah dapat berperan 
sebagai keduanya (penyandang dana dan penyedia pelayanan kesehatan), 
pemerintah hanya menyediakan pelayanan kesehatan saja (dengan pendanaan 
dibantu oleh pihak swasta), pemerintah menyediakan bantuan dana saja (dengan 
penyediaan pelayanan kesehatan dibantu oleh swasta), serta pemerintah tidak 
memberi pendanaan dan penyedia pelayanan kesehatan (sepenuhnya didanai dan 
disediakan oleh pihak swasta). Kondisi di Indonesia, keempat interaksi ini mungkin 
saja terjadi dalam kaitannya dengan pendanaan serta penyediaan pelayanan 
kesehatan yang lebih detail. Namun secara umum, pemerintah telah mengatur 




menjadi poin pertama dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan. 
Penyediaan pelayanan kesehatan diuraikan secara lebih lanjut pada Pasal 52 
hingga Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 
52 undang-undang tersebut mendefinisikan pelayanan kesehatan yang harus 
disediakan oleh pemerintah terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan 
pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi kegiatan dengan pendekatan 
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selanjutnya pada Pasal 54 dijelaskan 
bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dilaksanakan dengan 
bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan non-diskriminatif. Adapun 
penyediaan pelayanan kesehatan ini diawasi langsung oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat. 
Selain penyediaan pelayanan kesehatan secara umum, pemerintah juga telah 
menyusun peraturan yang mengatur mengenai ketersediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 Tentang Kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bentuk fisik, 
tempat, maupun alat yang mendukung penyelenggaraan kesehatan. Jenis fasilitas 
pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah diterangkan dalam Pasal 
4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan yang terdiri atas: 
(a) tempat praktik mandiri tenaga kesehatan; 





(d) rumah sakit; 
(e) apotek; 
(f) unit transfusi darah; 
(g) laboratorium kesehatan; 
(h) optikal; 
(i) fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan 
(j) fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. 
 
Selain ketersediaan pelayanan kesehatan secara fisik, pemerintah pun 
menyediakan pelayanan kesehatan berbentuk non-fisik yaitu salah satunya program 
jaminan kesehatan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program jaminan kesehatan 
merupakan program yang menjamin pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 
kesehatan masyarakat berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. 
Pengaturan mengenai program jaminan kesehatan ini secara rinci dijelaskan dalam 
Pasal 19 hingga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam rangka menindaklanjuti program jaminan 
kesehatan tersebut, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengatur lebih lanjut mengenai BPJS 
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Baik pelayanan kesehatan fisik maupun 
non-fisik yang telah disebutkan di atas adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan 
kesehatan masyarakat yang menyeluruh dengan mengoptimalkan peran pemerintah 
sebagai penyedia pelayanan kesehatan. 
Selain peran-peran tersebut, pemerintah juga berperan melakukan 
pengendalian dalam implementasi kebijakan kesehatan. Michael Hill (1996: 116-




Control of Health Services. Pengendalian pelayanan kesehatan dalam implementasi 
kebijakan dilakukan sebagai kontrol atas layanan kesehatan yang diberikan. 
Adapun cakupan dalam pengendalian pelayanan kesehatan meliputi:  
(1) Pengendalian biaya 
Kebutuhan anggaran dalam impelementasi kebijakan kesehatan 
dialokasikan untuk obat-obatan, teknologi, dan remunerasi tenaga medis 
atau profesional (Hill, 1996:117). Hal tersebut tentunya demi memberikan 
pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan prima. Maka dari itu 
pengendalian biaya perlu dilakukan untuk mengetahui ketepatan alokasi 
anggaran yang dikeluarkan dalam implementasi kebijakan kesehatan.  
(2) Pengendalian tenaga medis  
Pengendalian tenaga medis dilakukan pemerintah untuk menempatkan 
aktor-aktor profesional sesuai latar belakang pada tempatnya (Hill, 
1996:121). Ketepatan pada posisi tersebut dapat mengatasi permasalahan 
kesehatan yang sedang ditangani dengan pelayanan kesehatan yang 
diberikan oleh pemerintah.   
(3) Pengendalian ketersediaan pelayanan kesehatan  
Kebijakan kesehatan harus memingkinkan pasien atau kelompok sasaran 
kebijakan untuk menggunakan layanan kesehatan. Meskipun perbedaan 
kondisi geografi antar daerah, namun sudah menjadi kewajiban pemerintah 
untuk memastikan bahwa setiap pengguna layanan kesehatan dapat 
mendapatkan pelayanan (Hill, 1996:122).  




Pengendalian administratif dan birokrasi dilakukan oleh lembaga pengampu 
implementasi kebijakan kesehatan sebagai bentuk akuntabilitas setiap 
tindakannya kepada masyakarat luas (Hill, 1996:123). Hal ini berkaitan 
dengan tanggungjawab alokasi anggaran dan pelayanan terhadap 
masyarakat.  
2.4.3 Evaluasi Implementasi Kebijakan Kesehatan 
Evaluasi merupakan elemen penting dalam implementasi sebuah kebijakan 
yang sedang maupun telah dilaksanakan oleh pemerintah. Mukarom dan Laksana 
(2016:179) mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan yang dilakukan untuk 
menentukan pencapaian secara umum, kegiatan tersebut membantu untuk 
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebuah program maupun kebijakan. 
Pada definisi singkat, evaluasi adalah kegiatan untuk memastikan tingkat 
keberhasilan sebuah kebijakan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menentukan fokus 
evaluasi mengarah pada keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) 
dari pelaksanaan rencana pembangunan. Sehingga dalam proses evaluasi perlu 
mempertimbangkan indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator manfaat. 
Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan tersebut, 
kegiatan evaluasi terdiri dari tiga tahapan yang meliputi: 
a) evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-tante), yaitu evaluasi dilakukan 




dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan 
cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya; 
b) evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu evaluasi dilakukan pada 
saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat 
kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah 
ditentukan sebelumnya; dan 
c) evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post), yaitu evaluasi yang 
dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk 
melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu 
mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini 
digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan 
masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat 
(dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. 
 
Sejalan dengan uraian mengenai evaluasi menurut tahapan pelaksanaannya 
di atas, Azwar (2000) (dalam Mukarom dan Laksana, 2016: 182) menambahkan 
bahwa evaluasi dapat dibedakan menjadi empat kategori dilihat dari ruang 
lingkupnya seperti di berikut. 
1) evaluasi input, menyangkut pemanfaatan berbagai sumber daya, baik 
sumber dana, tenaga maupun sumber sarana; 
2) evaluasi process, menitikberatkan pada pelaksanaan program, apakah 
sesuai dengan rencana, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian dan 
pelaksanaan; 
3) evaluasi output, dilakukan pada saat program telah dilaksanakan 
(summative evaluation) yang tujuannya secara umum dapat dibedakan atas 
dua macam, yaitu mengukur keluaran serta untuk mengukur dampak yang 
dihasilkan; serta 
4) evaluasi impact mencakup pengaruh yang timbul dari program yang 
dilaksanakan. 
 
Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas disimpulkan bahwa 
evaluasi dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan pelaksanaannya yaitu evaluasi 
tahap perencanaan untuk menentukan skala prioritas, evaluasi tahap pelaksanaan 
untuk melihat arah kemajuan kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta 
tahap paska-pelaksanaan untuk mengidentifikasi masalah baru dan dampak yang 




sebuah kebijakan setidaknya harus memperhatikan tiga syarat pokok yaitu tujuan 
dan sasaran yang rinci, program aksi yang telah dirancang, serta biaya yang 
dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut (Santoso dalam 
Mukarom dan Laksana, 2016: 185-186). Oleh karena itu implikasi evaluasi dalam 
implementasi kebijakan menghasilkan beberapa pertimbangan seperti yang 
disebutkan oleh Shafritz dan Hyde (1987) (dalam Mukarom dan Laksana, 2016: 
188) sebagai berikut. 
a) meneruskan atau mengakhiri program; 
b) memperbaiki praktik dan prosedur administrasinya; 
c) menambah atau mengurangi strategi dan teknik implementasinya; 
d) melembagakan program ke tempat lain; 
e) mengalokasikan sumber daya ke program lain; dan 
f) menolak atau menerima pendekatan/teori yang digunakan oleh 
program/kebijakan sebagai asumsi. 
 
Berkaitan dengan bahasan mengenai evaluasi implementasi kebijakan 
kesehatan, Michael Hill (1996:108-124) dalam bukunya menyampaikan hasil 
penelitiannya yang berisi poin-poin yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti 
ketika akan mengadakan riset tentang evaluasi khususnya dalam implementasi 
kebijakan kesehatan. Poin-poin tersebut adalah sebagai berikut 








(Michael Hill, 1996) 
Input: sumber dana negara, sumber daya tenaga medis, isu-isu 
budaya yang ada dalam tiap negara  
Indeks Kerja Profesional: diukur dari statistik tingkat mortalitas 





2.5.1 Pengertian Stunting 
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima 
tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk 
usianya (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017:ix). 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan stunting secara detail 
bahwa stunting adalah kondisi dimana anak balita dengan nilai z-scorenya kurang 
dari –SD/standar deviasi (stunted) dan kurang dari -3SD (severely stunted) (Tim 
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017:ix). Definisi stunting oleh 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan yang diungkapkan 
World Health Organization (WHO) dalam Stunting Policy Brief yang masuk ke 
dalam Global Nutrition Targets 2025 (2014:1) sebagai “stunting, or being too short 
for one’s age, is defined as a height that is more that two standard deviations below 
the WHO child growth standard median” 
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa stunting adalah 
kondisi balita yang terlalu pendek untuk usianya sehingga panjang badan maupun 
tinggi badannya tidak memenuhi kategori dan ambang batas status gizi anak. 
Kategori dan ambang batas gizi anak ini telah ditetapkan oleh Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 Tentang Standar Antropometri 
Penilaian Status Gizi Anak. Standar tersebut disusun sebagai acuan untuk 
menentukan status gizi anak sesuai dengan hasil pengukuran yang didapatkan 




2.5.2 Ciri-Ciri Stunting 
Sesuai dengan yang telah disinggung pada pengertian stunting sebelumnya, 
ciri-ciri anak yang mengalami stunting dapat diketahui melalui hasil pengukuran 
panjang badan maupun tinggi badan yang tidak sesuai dengan kategori dan ambang 
batas status gizi anak yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia. Pengukuran Panjang Badan (PB) digunakan untuk anak umur 0 sampai 
dengan 24 bulan yang diukur dengan cara telentang, sedangkan pengukuran Tinggi 
Badan (TB) digunakan untuk anak umur di atas 24 bulan yang diukur dengan cara 
berdiri (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010:3). Berikut ini terlampir 
beberapa tabel yang digunakan sebagai acuan penentuan kondisi stunting pada 
anak. 
Tabel 5. Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak Berdasarkan Indeks 
Indeks 
Kategori Status 
Gizi Ambang Batas (Z-score) 
Panjang Badan 
menurut Umur 
(PB/U) atau Tinggi 
Badan menurut Umur 
(TB/U) Anak Umur 0 
- 60 Bulan 
Sangat Pendek -3 SD 
Pendek 
-3 SD sampai dengan <-2 
SD 
Normal -2 SD sampai dengan 2 SD 
Tinggi > 2 SD 
Sumber: Diolah oleh penulis bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia, 2010:4). 
Tabel 6. Standar Panjang Badan menurut Umur (PB/U) Anak Laki-Laki 
Usia 0-24 Bulan 
Umur 
(Bulan) 
Panjang Badan (cm) 
-3 SD -2 SD -1 SD Median 1 SD 2 SD 3 SD 
0 44.2 46.1 48.0 49.9 51.8 53.7 55.6 
1 48.9 50.8 52.8 54.7 56.7 58.6 60.6 
2 52.4 54.4 56.4 58.4 60.4 62.4 64.4 
3 55.3 57.3 59.4 61.4 63.5 65.5 67.6 




5 59.6 61.7 63.8 65.9 68.0 70.1 72.2 
6 61.2 63.3 65.5 67.7 69.8 71.9 74.0 
7 62.7 64.8 67.0 69.2 71.3 73.5 75.7 
8 64.0 66.2 68.4 70.6 72.8 75.0 7.2 
9 65.2 67.5 69.7 72.0 74.2 76.5 78.7 
10 66.4 68.7 71.0 73.3 75.6 77.9 80.1 
11 67.6 69.9 72.2 74.5 76.9 79.2 81.5 
12 68.6 71.0 73.4 75.7 78.1 80.5 82.9 
13 69.9 72.1 74.5 76.9 79.3 81.8 84.2 
14 70.6 73.1 75.6 78.0 80.5 83.0 85.5 
15 71.6 74.1 76.6 79.1 81.7 84.2 86.7 
16 72.5 75.0 77.6 80.2 82.8 85.4 88.0 
17 73.3 76.0 78.6 81.2 83.9 86.5 89.2 
18 74.2 76.9 79.6 82.3 85.0 87.7 90.4 
19 75.0 77.7 80.5 83.2 86.0 88.8 91.5 
20 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0 89.8 92.6 
21 76.5 79.4 82.3 85.1 88.0 90.9 93.8 
22 77.2 80.2 83.1 86.0 89.0 91.9 94.9 
23 78.0 81.0 83.9 86.9 89.0 92.9 95.9 
24* 78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9 97.0 
*Keterangan: Pengukuran PB dilakukan dalam keadaan anak telentang  
Sumber: Diolah oleh penulis bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia, 2010:7). 




Tinggi Badan (cm) 
-3 SD -2 SD -1 SD Median 1 SD 2 SD 3 SD 
24* 78.0 81.0 84.1 87.1 90.2 93.2 96.3 
25 78.6 81.7 84.9 88.0 91.1 94.2 97.3 
26 79.3 82.5 85.6 88.8 92.0 95.2 98.3 
27 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3 
28 80.5 83.8 87.1 90.4 93.7 97.0 100.3 
29 81.1 84.5 87.8 91.2 94.5 97.9 101.2 
30 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1 
31 82.3 85.7 89.2 92.7 96.1 99.6 103.0 
32 82.8 86.4 89.9 93.4 96.9 100.4 103.9 
33 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8 




35 84.4 88.1 91.8 95.4 99.1 102.7 106.4 
36 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2 
37 85.5 89.2 93.0 96.7 100.5 104.5 108.0 
38 86.0 89.8 93.6 97.4 101.2 105.0 108.8 
39 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5 
40 87.0 90.9 94.7 98.6 102.5 106.4 110.3 
41 87.5 91.4 95.3 99.2 103.2 107.1 111.0 
42 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7 
43 88.4 92.4 96.4 100.4 104.5 108.5 112.5 
44 88.9 93.0 97.0 101.0 105.1 109.1 113.2 
45 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9 
46 89.8 94.0 98.1 102.2 106.3 110.4 114.6 
47 90.3 94.4 98.6 102.8 106.9 111.1 115.2 
48 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 111.7 115.9 
49 91.2 95.4 99.7 103.9 108.1 112.4 116.6 
50 91.6 95.9 100.2 104.4 108.7 113.0 117.3 
51 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9 
52 92.5 96.9 101.2 105.6 109.9 114.2 118.6 
53 93.0 97.4 101.7 106.1 110.5 114.9 119.2 
54 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9 
55 93.9 98.3 102.8 107.2 111.7 116.1 120.6 
56 94.3 98.8 103.3 107.8 112.3 116.7 121.2 
57 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9 
58 95.2 99.7 104.3 108.9 113.4 118.0 122.6 
59 95.6 100.2 104.8 109.4 114.0 118.6 123.2 
60 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9 
*Keterangan: Pengukuran TB dilakukan dalam keadaan anak berdiri  
Sumber: Diolah oleh penulis bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia, 2010:8). 
Tabel 8. Standar Panjang Badan menurut Umur (PB/U) Anak Perempuan 
Usia 0-24 Bulan 
Umur 
(Bulan) 
Panjang Badan (cm) 
-3 SD -2 SD -1 SD Median 1 SD 2 SD 3 SD 
0 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7 
1 47.8 49.8 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5 
2 51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2 
3 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1 
4 55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6 




6 58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5 
7 60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2 
8 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8 
9 62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4 
10 64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9 
11 65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3 
12 66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.2 81.7 
13 67.3 70.0 72.6 75.2 77.8 80.5 83.1 
14 68.3 71.0 73.7 76.4 79.1 81.7 84.4 
15 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7 
16 70.2 73.0 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0 
17 71.1 74.0 76.8 79.7 82.5 85.4 88.2 
18 72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4 
19 72.8 75.8 78.8 81.7 84.7 87.6 90.6 
20 73.7 76.7 79.7 82.7 85.7 88.7 91.7 
21 74.5 77.5 80.6 83.7 86.7 89.8 92.9 
22 75.2 78.4 81.5 84.6 87.7 90.8 94.0 
23 76.0 79.2 82.3 85.5 88.7 91.9 95.0 
24* 76.7 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9 96.1 
*Keterangan: Pengukuran PB dilakukan dalam keadaan anak telentang  
Sumber: Diolah oleh penulis bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia, 2010:25). 
Tabel 9. Standar Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) Anak Perempuan 
Usia 24-60 Bulan 
Umur 
(Bulan) 
Tinggi Badan (cm) 
-3 SD -2 SD -1 SD Median 1 SD 2 SD 3 SD 
24* 76.0 79.3 82.5 85.7 88.9 92.2 95.4 
25 76.8 80.0 83.3 86.6 89.9 93.1 96.4 
26 77.5 80.8 84.1 87.4 90.8 94.1 97.4 
27 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4 
28 78.8 82.2 85.7 89.1 92.5 96.0 99.4 
29 79.5 82.9 86.4 89.9 93.4 96.9 100.3 
30 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3 
31 80.7 84.3 87.9 91.4 95.0 98.6 102.2 
32 81.3 84.9 88.6 92.2 95.8 99.4 103.1 
33 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9 
34 82.5 86.2 89.9 93.6 97.4 101.1 104.8 
35 83.1 86.8 90.6 94.4 98.1 101.9 105.6 




37 84.2 88.0 91.9 95.7 99.6 103.4 107.3 
38 84.7 88.6 92.5 96.4 100.3 104.2 108.1 
39 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9 
40 85.8 89.8 93.8 97.7 101.7 105.7 109.7 
41 86.3 90.4 94.4 98.4 102.4 106.4 110.5 
42 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2 
43 87.4 91.5 95.6 99.7 103.8 107.9 112.0 
44 87.9 92.0 96.2 100.3 104.5 108.6 112.7 
45 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5 
46 88.9 93.1 97.3 101.5 105.8 110.0 114.2 
47 89.3 93.6 97.9 102.1 106.4 110.7 114.9 
48 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7 
49 90.3 94.6 99.0 103.3 107.7 112.0 116.4 
50 90.7 95.1 99.5 103.9 108.3 112.7 117.1 
51 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7 
52 91.7 96.1 100.6 105.0 109.5 114.0 118.4 
53 92.1 96.6 101.1 105.6 110.1 114.6 119.1 
54 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8 
55 93.0 97.6 102.2 106.7 111.3 115.9 120.4 
56 93.4 98.1 102.7 107.3 111.9 116.5 121.1 
57 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8 
58 94.3 99.0 103.7 108.4 113.0 117.7 122.4 
59 94.7 99.5 104.2 108.9 113.6 118.3 123.1 
60 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7 
*Keterangan: Pengukuran TB dilakukan dalam keadaan anak berdiri  
Sumber: Diolah oleh penulis bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia, 2010:26). 
Sesuai dengan tabel di atas, anak dikategorikan stunting apabila hasil 
pengukuran Panjang Badan menurut Umur (PB/U) dan Tinggi Badan menurut 
Umur (TB/U) masuk ke dalam kategori pendek (stunted) atau sangat pendek 
(severely stunted). Ambang batas (z-score) kategori anak stunted dan severely 
stunted berada di bawah standar deviasi kurang dari -2 SD sampai dengan -3 SD. 




berbeda, oleh karena itu pengukuran panjang badan dan tinggi badan anak dari usia 
0 sampai dengan 60 bulan sangat penting dilakukan untuk deteksi dini stunting. 
2.5.3 Penyebab Stunting 
World Health Organization (WHO) dalam Stunting Policy Brief (2014:2) 
menjabarkan poin penting mengenai faktor-faktor yang berkontribusi atas 
terjadinya stunting pada balita. Penyebab utama stunting menurut World Health 
Organization (WHO) meliputi kesehatan dan gizi ibu yang buruk, praktik 
pemberian makan balita yang tidak memadai, serta infeksi penyakit. Kondisi 
kesehatan dan nutrisi ibu selama kehamilan akan sangat mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan awal anak di dalam rahim. Hambatan 
pertumbuhan akibat kondisi maternal tersebut menyumbang sekitar 20% 
probabilitas terjadinya stunting pada masa kanak-kanak (World Health 
Organization, 2014:2). Di bawah ini merupakan penyebab terjadinya stunting pada 
anak menurut World Health Organization (WHO). 
a) infant and young child feeding practices that contribute to stunting include 
suboptimal breastfeeding (specifically, non-exclusive breastfeeding) and 
complementary feeding that is limited in quantity, quality and variety; 
b) severe infectious diseases lead to wasting, which may have long-term 
consequences for linear growth, depending on the severity, duration and 
recurrence, particularly if there is insufficient nourishment to support 
recovery; 
c) subclinical infections, resulting from exposure to contaminated 
environments and poor hygiene, are associated with stunting, owing to 
nutrient malabsorption and reduced ability of the gut to fuction as a barrier 
against disease-causing organisms; and 
d) as a result of household poverty, caregiver neglect, non-responsive feeding 
practices, inadequate child stimulation and food insecurity can all interact 
to impede growth and development. 
Keempat poin di atas menjelaskan bahwa hal-hal yang mampu 




1) Praktik pemberian makan pada bayi dan anak yang tidak optimal, misalnya 
ibu tidak memberikan ASI ekslusif serta keterbatasan pemberian makanan 
pendukung secara kuantitas, kualitas dan variasi; 
2) Adanya penularan penyakit yang mengarah pada konsekuensi jangka 
panjang pada pertumbuhan linier anak disebabkan oleh seberapa parah 
penyakit tersebut, durasi serta tingkat kekambuhan, terlebih lagi apabila 
tidak adanya ketercukupan nutrisi untuk proses penyembuhan; 
3) Infeksi subklinis yang disebabkan oleh lingkungan yang telah 
terkontaminasi dengan kebersihan yang buruk menyebabkan malabsorbsi 
nutrisi dan mengurangi kemampuan usus untuk berfungsi sebagai organ 
penghalang organisme penyebab penyakit; dan 
4) Rumah tangga miskin yang mengabaikan pengasuhan, pemberian makan 
yang tidak responsif, stimulasi yang tidak cukup serta keterbatasan pangan 
mampu menghalangi tumbuh kembang anak. 
Faktor-faktor penyebab stunting yang disebutkan oleh World Health 
Organization (WHO) tersebut didukung oleh hasil riset dari Tim Nasional 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2017:xi) pada fenomena stunting yang 
tersebar di kabupaten serta kota di Indonesia. Stunting tidak hanya disebabkan oleh 
keterbatasan gizi yang dialami oleh ibu hamil dan balita namun juga disebabkan 
oleh faktor multi dimensi (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 
2017:xi). Adapun hasil riset ini terdiri dari: 
(a) Praktek pengasuhan yang kurang baik, meliputi kurangnya pengetahuan ibu 




melahirkan. Riset menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-60 bulan tidak 
mendapatkan ketercukupan ASI ekslusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan 
tidak menerima MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) yang layak; 
(b) Keterbatasan layanan kesehatan diantaranya yaitu layanan ANC (Ante Natal 
Care) atau pelayanan kesehatan ibu selama masa kehamilan, serta Post 
Natal Care atau pelayanan kesehatan ibu setelah melahirkan, dan 
pembelajaran dini yang berkualitas. Hal ini didukung oleh publikasi 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Bank Dunia yang 
menyatakan bahwa tingkat kehadiran anak di Posyandu semakin menurun 
dari 79% di tahun 2007 menjadi 64% di tahun 2013, selain itu juga terdapat 
fakta 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang 
memadai serta masih adanya keterbatasan layanan pembelajaran dini yang 
berkualitas (hanya 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun belum terdaftar di layanan 
Pendidikan Usia Dini/PAUD); 
(c) Kurangnya akses rumah tangga untuk mendapatkan makanan bergizi 
disebabkan karena harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong 
mahal. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 (RISKESDAS) dan 
Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012 (SUSENAS) (dalam Tim Nasional 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2017:xi) menyebutkan bahwa 
komoditas makanan di Jakarta 94% lebih mahal dibanding dengan di New 
Delhi, India, serta harga buah dan sayuran di Indonesia lebih mahal daripada 
di Singapura. Terbatasnya akses makanan bergizi ini berkontribusi pada 1 




(d) Kurangnya akses mendapatkan air bersih dan sanitasi yang layak, data 
menyebutkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih buang air 
besar (BAB) di ruang terbuka, dan 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki 
akses ke air minum bersih. 
Penyebab stunting yang telah diuraikan di atas menyumbang tingginya 
tingkat prevalensi stunting di Indonesia. Prevalensi menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) adalah jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada 
suatu waktu tertentu di suatu wilayah. Secara singkat, penulis menyimpulkan 
penyebab stunting yang dapat mempengaruhi prevalensi stunting di Indonesia 
adalah sebagai berikut. 
(1) Faktor maternal atau faktor yang disebabkan oleh gizi buruk pada ibu yang 
menyebabkan keterbatasan nutrisi yang diberikan pada bayi dan balita. Hal 
ini meliputi tidak adanya pemberian ASI ekslusif, keterbatasan pemberian 
MP-ASI, penularan penyakit yang mempengaruhi pertumbuhan janin 
sampai dengan 1.000 hari pertama kehidupan balita, serta praktek 
pengasuhan yang kurang baik; dan 
(2) Faktor sosial ekonomi yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses layanan 
kesehatan ibu selama masa kehamilan dan setelah melahirkan, keterbatasan 
akses untuk mendapatkan makanan bergizi, serta kondisi kebersihan 
lingkungan dan sanitasi yang buruk. 
2.5.4 Kebijakan dan Prgram Intervensi Stunting di Indonesia 
Data World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa angka 




tertinggi di regional Asia Tenggara atau South-East Asia Regional (SEAR). Data 
tersebut menyebutkan rata-rata prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2005 
sampai dengan 2017 mencapai 36,4% (Situasi Balita Pendek (Stunting) di 
Indonesia dalam Saputri dan Tumangger, 2019:2). Fenomena stunting mampu 
menghambat pertumbuhan balita dan menjadikan tingkat kecerdasan anak 
terganggu serta membuat anak mudah terserang penyakit, apabila hal ini tidak 
ditangani maka akan beresiko terhadap tingkat produktivitas. Laporan Tim 
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2017:x) menuliskan bukti riset 
internasional mengenai hal tersebut, yang mana dalam jangka panjang stunting 
dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar 
kerja. Stunting yang dibiarkan berkembang akan mengakibatkan hilangnya 11% 
GDP (Gross Domestic Products) dan mengurangi pendapatan pekerja dewasa 
hingga 20%, selain itu stunting juga akan berdampak langsung pada terjadinya 
kesenjangan, mengurangi 10% total pendapatan seumur hidup, serta 
melanggengkan kemiskinan antar-generasi. 
Upaya menekan angka prevalensi stunting disadari oleh pemerintah 
Indonesia dengan bergabungnya Indonesia dalam gerakan global bernama Scaling-
Up Nutrition (SUN) pada tahun 2012. Scaling-Up Nutrition (SUN) adalah gerakan 
yang menitikberatkan pada prinsip semua penduduk berhak mendapatkan 
kemudahan akses ke makanan yang cukup dan bergizi. Indonesia bergabung dalam 
gerakan tersebut melalui perancangan 2 kerangka besar intervensi stunting yakni 
Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif. Kerangka Intervensi Gizi 




(HPK) balita yang mampu berkontribusi sampai 30% penurunan kasus stunting. 
Kegiatan intervensi gizi spesifik dilakukan pada sektor kesehatan yang mana 
hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek (Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan, 2017:xii). Adapun kegiatan intervensi gizi spesifik 
dilakukan melalui: 
a) Intervensi Gizi Spesifik dengan Sasaran Ibu Hamil dengan pemberian 
makanan tambahan (PMT) untuk mengatasi kekurangan energi dan protein 
kronis, mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat, mengatasi 
kekurangan iodium, menanggulangi cacingan serta pencegahan malaria; 
b) Intervensi Gizi Spesifik dengan Sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 
Bulan dengan menyebarkan kesadaran untuk melakukan inisiasi menyusui 
dini melalui pemberian ASI jolong/colostrum dan ASI Ekslusif; dan 
c) Intervensi Gizi Spesifik dengan Sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 
Bulan dengan kegiatan penyebarluasan kesadaran untuk meneruskan 
pemberian ASI hingga anak berusia 23 bulan, pemberian MP-ASI untuk 
bayi di atas 6 bulan, penyediaan obat cacing dan sumplementasi zink, 
fortifikasi zat besi ke dalam makanan, pencegahan malaria, pemberian 
imunisasi lengkap, serta pencegahan dan pengobatan diare, 
Sedangkan kerangka Intervensi Gizi Sensitif dilakukan melalui 
pembangunan di luar sektor kesehatan yang mampu berkontribusi sekitar 70% 
penurunan kasus stunting (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 




khusus pada ibu hamil dan balita pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 
Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif terdiri atas: 
1) menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih; 
2) menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi; 
3) melakukan fortifikasi bahan bangan; 
4) menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana 
(KB); 
5) menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 
6) menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal); 
7) memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua; 
8) memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universal; 
9) memberikan pendidikan gizi masyarakat; 
10) memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada 
remaja; 
11) menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan 
12) meningkatkan ketahanan pangan dan gizi (Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan, 2017:xiii). 
Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program 
berkaitan dengan kerangka sasaran Intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif untuk 
mengurangi angka prevalensi stunting. Kebijakan yang telah dikeluarkan adalah 
sebagai berikut. 
(a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 
(Pemerintah melalui program nasional ‘Akses Universal Air Minum dan 
Sanitasi Tahun 2019’); 
(b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 (target 
penurunan prevalensi stunting menjadi 20% pada tahun 2019); 
(c) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015, Bappenas, 2011; 
(d) Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Kesehatan; 





(f) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan 
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; 
(g) Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 
450/Menkes/SK/IV/2004 Tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara 
Ekslusif pada Bayi di Indonesia; 
(h) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2013 Tentang 
Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air 
Susu Ibu; 
(i) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total 
Berbasil Masyarakat (STBM); 
(j) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya 
Perbaikan Gizi; 
(k) Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Gizi dalam Rangka 
Seribu Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1.000 HPK, 2013; dan 
(l) Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1.000 HPK), 2013. 
Selain menyediakan kebijakan-kebijakan yang telah diuraikan di atas, 
Kementerian dan Lembaga (K/L) menyusun beberapa program potensial untuk 
mendukung penurunan angka prevalensi stunting. Program Intervensi Gizi Spesifik 
dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan melalui perantara Pusat Kesehatan 
Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada di setiap 
daerah. Berikut ini program Intervensi Gizi Spesifik yang dilakukan oleh 
pemerintah. 




a) Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi 
kekurangan energi dan protein kronis 
b) Program untuk mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat 
c) Program untuk mengatasi kekurangan iodium 
d) Pemberian obat cacing untuk menanggulangi kecacingan pada ibu hamil 
e) Program untuk melindungi ibu hamil dari malaria 
(2) Program Intervensi dengan Sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 Bulan 
a) Pemberian pertolongan persalinan 
b) Program mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 
c) Promosi menyusui ASI Ekslusif, Imunisasi Dasar, pantau tumbuh 
kembang rutin setiap bulan, dan penanganan bayi sakit 
(3) Program Intervensi dengan Sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 
Bulan 
a) Penyediaan obat cacing 
b) Penyediaan suplementasi zink 
c) Melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan 
d) Memberikan perlindungan dari malaria 
e) Pemberian imunisasi lengkap 
f) Pencegahan dan pengobatan diare 
(4) Program Pemberian Makanan (PMT) Balita Gizi Kurang  
a) Pembinaan Posyandu dan penyuluhan serta penyediaan makanan 





Sedangkan program yang dilakukan untuk dalam rangka Intervensi Gizi 
Sensitif oleh pemerintah melalui perantara Kementerian dan Lembaga terkait yaitu: 
1) Program Penyediaan Akses Air Bersih melalui PAMSIMAS (Penyediaan 
Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Program PAMSIMAS 
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas atau 
Kementerian PPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kementerian PUPERA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 
2) Menyediakan dan Memastikan Akses Sanitasi melalui Kebijakan Sanitasi 
Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang dilaksanakan oleh Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (Kementerian PUPERA) 
3) Melakukan Fortifikasi Bahan Pangan (Garam, Terigu, dan Minyak Goreng) 
oleh Kementerian Pertanian 
4) Penyediaan Akses Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) 
melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga (KKBPK) oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional (BKKBN) yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan 
kota, kemudian juga melalui Program Layanan dan Kesehatan Seksual serta 
Reproduksi (Kespro) oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 




5) Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) 
6) Penyediaan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal) oleh Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) 
7) Pemberian Pendidikan Pengasuhan pada Orang Tua 
8) Pemberian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universal oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemendikbud) melalui Program 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
9) Pemberian Pendidikan Gizi Masyarakat melalui Program Perbaikan Gizi 
Masyarakat oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan perantara 
Puskesmas dan Posyandu 
10) Pemberian Edukasi Kesehatan Seksual dan Reproduksi Gizi pada Remaja 
dengan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja oleh Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) melalui Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 
(PKPR) 
11) Penyediaan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin melalui 
Program Subsidi Beras Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin atau 
Rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan 
Kementerian Sosial (Kemensos) 
12) Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi dengan Program Ketahanan 
Pangan dan Gizi yang dilaksanakan Kementerian Pertanian, Kementerian 




Sekian kebijakan serta program intervensi untuk menanggulangi stunting 
tersebut diprioritaskan pada 100 kabupaten dan kota yang memiliki angka stunting 
relatif tinggi dilihat dari tingkat prevalensi atau jumlah kasus stunting yang 
ditemukan. Program Penanganan Stunting pada 100 Kabupaten dan Kota di 
Indonesia ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2017. Selain melihat angka kasus 
stunting yang ditemukan pada lokasi tersebut, program ini juga mempertimbangkan 
kondisi kemiskinan provinsi sebagai akumulasi kemiskinan pada tingkat desa 
sampai dengan kota maupun kabupaten. 
2.5.5 Kebijakan dan Program Intervensi Stunting di Kabupaten Malang  
Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah dilaksanakannya 
program intervensi stunting dari 100 kabupaten dan kota yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah pusat. Hal ini mengacu pada hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013 
yang menyajikan fakta bahwa terdapat 3 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa 
Timur yang mempunyai kasus stunting yang tinggi yaitu Jember dengan 80.359 
kasus, Malang dengan 57.372 kasus, dan Probolinggo dengan 46.576 kasus (Tim 
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017: xxiii-xxiv). Data 
Riskesdas tahun 2018  dan Dinas Kesehatan Jawa Timur tahun 2019 menyebutkan 
bahwa angka prevalensi stunting di Jawa Timur meningkat selama tahun 2017 
hingga 2019. Angka prevalensi stunting Jawa Timur pada tahun 2017 adalah 
26,7%, di tahun selanjutnya yakni 2018 angka tersebut naik menjadi 32,7%, 
peningkatan terus terjadi hingga tahun 2019 mencapai 36,81%. Berkaitan dengan 
angka prevalensi yang kian meningkat ini, ditetapkan beberapa lokasi strategis 




Bondowoso, Jember, Lamongan, Malang, Nganjuk, Pamekasan, Probolinggo, 
Sampang, Sumenep, dan Trenggalek. 
Kabupaten Malang menjadi daerah target program intervensi stunting 
disebabkan karena 90% mata pencaharian adalah buruh tani dan kuli bangunan 
dengan upah di bawah UMR yang menyebabkan keterbatasan akses keluarga ke 
ketersediaan pangan. Selain itu juga disebabkan karena pola asuh ibu terhadap bayi 
yang menghiraukan pentingnya asupan gizi spesifik (Supariasa dan Purwaningsih, 
2019). Untuk mengatasi tingkat prevalensi stunting yang tinggi serta melengkapi 
pelaksanaan program intervensi stunting di Kabupaten Malang, pemerintah daerah 
setempat menetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang 
Upaya Pencegahan Stunting. Penetapan ini bertujuan untuk meningkatkan 
komitmen dan koordinasi pemangku kepentingan antar sektor dalam memberikan 
perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan 
dan sumber daya manusia melalui intervensi pencegahan stunting secara spesifik 
dan sensitif (Pasal 3 Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang 
Upaya Pencegahan Stunting, 2018:5). 
Selain menetapkan pelaksanaan program intervensi sebagai upaya 
pencegahan stunting melalui Kerangka Gizi Sensitif dan Gizi Spesifik sesuai 
dengan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat, Peraturan Bupati Malang Nomor 
33 Tahun 2018 Tentang Upaya Pencegahan Stunting ini juga menyediakan 
pendekatan untuk mempercepat pencegahan stunting melalui Gerakan Masyarakat 




Hidup Sehat dilaksanakan untuk mensinergikan upaya promotif dan preventif 
terhadap masalah stunting serta untuk meningkatkan produktivitas masyarakat 
(Pasal 7 Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Upaya 
Pencegahan Stunting, 2018:8). Sedangkan Gerakan Seribu Hari Pertama 
Kehidupan berupaya untuk meningkatkan penggalangan partisipasi dan kepedulian 
pemangku kepentingan untuk pemenuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari 
pertama kehidupannya (Pasal 8 Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 
Tentang Upaya Pencegahan Stunting, 2018:8). Kedua gerakan tersebut 
dikoordinasikan langsung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Malang yang selanjutnya membentuk Tim Teknis Pencegahan Stunting 
yang selain melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, praktisi serta 
pelaku usaha. 
Fokus utama pemerintah dalam memberikan intervensi gizi spesifik dan gizi 
sensitif dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang terdiri dari 
beberapa indikator utama sebagai acuan terhadap kelompok sasaran intervensi. 
Adapun rangkaian indikator upaya pencegahan stunting terlampir dalam Pasal 6 
Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 sebagai berikut 
Tabel 10. Kelompok Sasaran Intervensi sesuai Peraturan Bupati Malang 













b) memberikan makanan tambahan pada ibu 
hamil untuk mengatasi kekurangan energi 
dan protein kronis; 
c) mengatasi kekurangan zat besi dan asam 
folat;  
d) suplementasi kalsium; 
e) mengatasi kekurangan iodium; 
f) menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; 
dan melindungi ibu hamil yang mengalami 
penyulitan atau risiko tinggi. 
Ibu menyusui dan 
anak dibawah usia 
23 (dua puluh tiga) 
bulan. 
a) mendorong inisiasi menyusu dini; 
b) mendorong pemberian ASI Eksklusif bagi 
anak usia 0 sampai 6 (nol sampai enam) 
bulan. 
c) promosi dan edukasi pemberian ASI lanjut 
disertai makanan pendamping ASI yang 
sesuai; 
d) penanggulangan infeksi kecacingan pada ibu 
dan anak; 
e) pemberian suplementasi zink pada anak; 
f) fortifikasi zat besi ke dalam 
makanan/suplementasi zat gizi mikro;  
g) pencegahan dan penatalaksanaan klinis pada 
ibu dan anak; 
h) pemberian imunisasi lengkap pada anak; 
i) pencegahan dan pengobatan diare pada anak; 
j) implementasi prinsip manajemen terpadu 
balita sakit; 
k) suplementasi vitamin A pada anak usia 6-59 
(enam sampai lima puluh sembilan) bulan; 
l) penatalaksanaan malnutrisi akut parah pada 







a) penyediaan akses air bersih; 
b) penyediaan akses sarana sanitasi yang layak; 
c) fortifikasi bahan pangan; 
d) pemberian tablet Fe bagi remaja putri; 
e) penyediaan akses kepada layanan kesehatan 
dan Keluarga Berencana; 
f) pengembangan Kawasan Rumah Pangan 
Lestari; 
g) pendidikan pengasuhan pada orang tua; 
h) program Pendidikan Anak Usia Dini; 
i) penguatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos 
Kesehatan Desa; 
j) program pendidikan gizi masyarakat; 
k) edukasi kesehatan seksual, reproduksi, dan 
gizi pada remaja dan lingkungan sekolah; 
l) pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi 
keluarga miskin; 
m) peningkatan ketahanan pangan dan gizi; 
n) manajemen gizi dalam bencana; 
o) diversifikasi pangan; 
p) pencegahan dan tata laksana klinis penyakit; 
q) pelayanan kesehatan jiwa bagi ibu hamil; 
r) pemberdayaan perempuan dan upaya 
perlindungan anak; 
s) konseling kesehatan dan reproduksi untuk 
remaja; dan 
t) pengembangan Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat. 
Sumber: Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Upaya 




Rangkaian indikator intervensi gizi spesifik dan gizi sentifi tersebut akan 
diwujudkan pemerintah daerah Kabupaten Malang dengan program-progam 
maupun kegiatan. Aktor pengampu intervensi tersebut adalah perangkat daerah 
yang selaras dengan sektor yang diampu. Adapun fokus penelitian ini adalah 
mengkaji intervensi gizi spesifik yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 
Malang dan bawahannya. Maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 
mengetahui apa saja bentuk implementasi intervensi gizi spesifik yang mengacu 




2.6 Kerangka Konseptual Penelitian 
 
Sumber: Diolah peneliti, 2020.  
Alur konseptual penelitian tentang implementasi kebijakan pencegahan 
stunting melalui intervensi gizi spesifik di Kabupaten Malang dimulai dengan 
beberapa tahapan. Analisis implementasi kebijakan ini mengacu pada Model of The 





Pertama, mengidentifikasi rangkaian bentuk intervensi gizi spesifik di 
Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 
Tentang upaya pencegahan stunting sebagai dokumen standar dan tujuan kebijakan. 
Kedua, identifikasi dilanjutkan dengan menganalisa aspek sumber daya pada 
implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik yang terklasifikasi menjadi tiga 
jenis, yaitu sumber daya anggaran; manusia; dan waktu.  Indikator selanjutnya 
adalah mengidentifikasi komunikasi antar organisasi dan aktifitas agen pelaksana 
kebijakan. Adapun bentuk komunikasi yang menjadi analisis dalam implementasi 
kebijakan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu komunikasi struktural dan 
komunikasi temuan kasus stunting. Tahap keempat, adalah mengidentifikasi 
karakteristik agen dan badan pelaksana kebijakan intervensi gizi spesifik. Kelima, 
adalah mengidentifikasi kondisi ekonomi, sosial, dan politik sebagai faktor 
eksternal yang menjadi pengaruh kinerja dalam implementasi kebijakan intervensi 
gizi speisifik. Keenam, mengidentifikasi dan menganalisis disposisi para pelaksana 
kebijakan. 
Agar analisis implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik sebagai upaya 
pencegahan stunting di Kabupaten Malang lebih padu, peneliti mengaitkan Model 
of The Policy Implementation oleh Van Meter dan Van Horn dengan   Control of 
Health Services yang digagas oleh Michael Hill. Adapun tahapan dilanjutkan 
dengan mengidentifikasi bentuk pengendalian yang dilakukan dalam implementasi 
intervensi gizi spesifik sebagai upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang 
mengacu pada teori Michael hill yaitu control of health services yang meliputi; (a) 




(b) pengendalian tenaga medis, sebagai analisis lebih lanjut terkait karakteristik 
agen pelaksana di lapangan; (c) pengendalian ketersediaan pelayanan, sebagai 
identifikasi lebih lanjut pada tahap analisis karakteristik badan pelaksana; dan (d) 
pengendalian administrasi dan birokrasi, sebagai tindak lanjut analisis pada 
komunikasi antar badan dan agen pelaksana. Sehingga cakupan analisis dalam 
mengkaji implementasi kebijakan dengan fokus pada model pengendalian 
kebijakan kesehatan publik dapat memperoleh hasil yang positif.  
Setelah mengetahui bagaimana implementasi intervensi gizi spesifik 
sebagai upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang maka dapat diketahui apa 
saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut. Dari alur 
tersebut tersusun kerangka analisis peneliti tentang bagaimana implementasi 
intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang 
serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan 







3.1 Gambaran Umum kabupaten Malang 
3.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Malang 
Gambar 3. Peta Kabupaten Malang 
Sumber: Peta Tematik Indonesia, 2014.  
Kabupaten Malang merupakan sebuah wilayah di Provinsi Jawa Timur 
dengan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan luas 
wilayah 3.530,65 km2. Titik koordinat Kabupaten Malang berada di 112°17ʹ, 





Selatan dan 8°26ʹ, 35, 45ʺ Lintang  Selatan. Kawasan Kabupaten Malang di sebelah 
Utara-Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah 
Timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, kemudian sebelah Selatan 
berbatasan dengan Samudera Indonesia. Untuk di sebelah Barat berbatasan dengan 
Kabupaten Blitar, dan sebelah Barat Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri 
dan Mojokerto. 
Keadaan tipografi Kabupaten Malang terdiri dari daerah dataran tinggi yang 
dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada 
ketinggian 250-500 meter di atas permukaan laut yang terletak di bagian tengah 
wilayah Kabupaten Malang. Pada daerah dataran tinggi merupakan daerah 
perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan dengan ketinggian 0-
650 meter di atas permukaan laut, kemudian daerah lereng Tengger Semeru di 
bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3.600 meter di 
atas permukaan laut dan daerah lereng Kawi Arjuno di bagian barat pada ketinggian 
500-3.300 meter di atas permukaan laut (BPS Kabupaten Malang, 2019:6). 
Keadaan topografi pegunungan dan perbukitan membuat Kabupaten 
Malang memiliki iklim yang sejuk, oleh karena itu daerah ini diminati sebagai 
tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Stasiun Klimatologi Kabupaten Malang 
yang bertempat di Karangploso menghadirkan data bahwa suhu udara rata-rata 
relatif sedang, yaitu antara 17,1˚C hingga 33,9˚C pada tahun 2019 (BPS Kabupaten 
Malang, 2019:7). Sedangkan kelembapan udara berkisar antara 23% hingga 100%, 




Tabel 11. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten 
Malang Tahun 2019 
No. Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan 
1 Donomulyo 10 
2 Kalipare 9 
3 Pagak 8 
4 Bantur 10 
5 Gedangan 8 
6 Sumbermanjing Wetan 15 
7 Dampit 12 
8 Tirtoyudo 13 
9 Ampelgading 13 
10 Poncokusumo 17 
11 Wajak 13 
12 Turen 17 
13 Bululawang 14 
14 Gondanglegi 14 
15 Pagelaran 10 
16 Kepanjen 18 
17 Sumberpucung 7 
18 Kromengan 7 
19 Ngajum 9 
20 Wonosari 8 
21 Wagir 12 
22 Pakisaji 12 
23 Tajinan 12 
24 Tumpang 15 
25 Pakis 15 
26 Jabung 15 
27 Lawang 12 
28 Singosari 17 
29 Karangploso 19 
30 Dau 10 
31 Pujon 10 
32 Ngantang 13 
33 Kasembon 6 
Jumlah 390 





3.1.2 Kondisi Demografis kabupaten Malang 
Kondisi demografis Kabupaten Malang dilihat melalui sebaran 
kependudukan. Data kependudukan berkaitan dengan dwifungsi penduduk dalam 
pembangunan. Dwifungsi penduduk tersebut terdiri dari fungsi subjek dan fungsi 
objek. Fungsi subjek penduduk mempunyai makna bahwa penduduk merupakan 
pelaku pembangunan, sedangkan fungsi objek mempunyai makna bahwa penduduk 
menjadi target dan sasaran pembangunan (BPS Kabupaten Malang, 2019:91). 
Tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang 
mencatat jumlah penduduk Kabupaten Malang sebesar 2.935.138 jiwa. 
Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Malang tahun 2019 tersebut, ditemukan 
sex ratio bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk 
perempuan, selengkapnya dapat dilihat pada data di bawah ini. 
Grafik 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Malang 
Tahun 2019 
 








3.1.3 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan kabupaten Malang 
Data kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Malang tahun 2019 (BPS Kabupaten Malang, 2019:136) menyebutkan bahwa 
jumlah penduduk yang menganut agama Islam terdiri dari 96,74% dari total 
penduduk Kabupaten Malang. Jumlah penduduk sisanya menganut agama Kristen 
dengan jumlah 2,27%, Katolik dengan 0,52%, Hindu dengan 0,37%, Budha dengan 
0,09%, dan lainnya. Di tahun yang sama, terdapat data yang mengemukakan garis 
kemiskinan Kabupaten Malang yang mencapai Rp 329.512,- yang mana meningkat 
dari tahun sebelumnya yaitu Rp 314.550,-. Hal ini berbanding terbalik dengan 
jumlah penduduk miskin yang berkurang 21.890 orang menjadi 246.600 orang 
(BPS Kabupaten Malang, 2019:136-137). Data tersebut berkaitan dengan kegiatan 




Tabel 12. Kegiatan Utama Penduduk Kabupaten Malang Bulan Agustus 
2019 
Kegiatan Utama Penduduk 
Jenis Kelamin 
Laki-Laki Perempuan Jumlah 
Angkatan Kerja 861.095 556.468 1.417.563 
Bekerja 826.650 536.807 1.363.457 
Pengangguran Terbuka 34.445 19.661 54.106 







Sekolah 70.880 60.672 131.552 
Mengurus Rumah Tangga 25.731 357.064 382.795 
Lainnya 57.581 36.741 94.322 
Jumlah 1.015.287 1.010.945 2.026.232 
Sumber: diolah oleh penulis bersumber dari data BPS Kabupaten Malang 
(2019:105). 
Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang selain dipengaruhi oleh 
kondisi sosial dan ekonomi yang telah diuraikan di atas, juga dipengaruhi oleh 




fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut. Adapun jenis 
fasilitas kesehatan yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Malang dapat 
diketahui melalui tabel berikut. 
Tabel 13. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Malang Tahun 2019 


















3.2 Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 
  
Gambar 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 
Sumber: Penulis, 2021.  
3.2.1 Gambaran umum Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang adalah Perangkat Daerah yang 
berperan sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang melaksanakan urusan pemerintah daerah pada 
bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menjalankan fungsi 
perangkat daerah sebagai perumus kebijakan dan implementer Kebijakan dan 
program pemerintah baik nasional atau daerah pada bidang kesehatan. Ketika 




rencana kegiatan pembangunan nasional maupun daerah yang sesuai dengan sektor 
yang diampu. 
3.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 
Tugas pokok, fungsi dan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kinerja) 
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Dinas Kesehatan Kabupaten 
Malang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah naungan 
pemerintah daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah.  
Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang 
kesehatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 
Adapun rangkaian fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagai perangkat 
daerah terlampir dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 
Kesehatan Kabupaten Malang sebagai berikut:  
a) Perumusan kebijakan bidang kesehatan;  
b) Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;  
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;  
d) Pelaksanaan administrasi Dinas;  




f) Pemberian perizinan dan pembinaan, pelaksanaan pelayanan kepada 
masyarakat di bidang kesehatan;  
g) Pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan di lingkungan 
Dinas; dan  
h) Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. 









Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 
Sumber: Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016, Diolah Penulis, 2021.  
Adapun rincian tugas pokok masing-masing bagian dalam struktur 
organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang diatur dalam Peraturan Bupati 





1) Kepala Dinas 
Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terlampir dalam Pasal 7 
yaitu memimpin Dinas Kesehatan dalam perumusan perencanaan kebijakan, 
pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan 
administrasi dinas, pembinaan, pengawasan, perizinan dan pengendalian teknis 
pembangunan kesehatan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
pembangunan kesehatan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
2) Sekretariat 
Tugas Sekretariat terlampir dalam Pasal 7 yaitu melaksanakan pengelolaan 
administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, 
pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas Kesehatan 
Kabupaten Malang; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan fungsi Sekretariat dijelaskan pada Pasal 
8, sebagai berikut:  
a) Perencanaan kegiatan kesekretariatan;  
b) Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan 
pendidikan pelatihan pegawai; 
c) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;  
d) Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, 




e) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;  
f) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan 
keamanan kantor; dan  
g) Pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program 
Dinas. 
Adapun berikut adalah Sub-Bagian dalam Sekertariat Dinas Kesehatan 
Kabupaten Malang dipimpin oleh masing-masing Kepala Sub-Bagian di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. 
(1) Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian 
Tugas Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian ada pada Pasal 10, yaitu:  
(a) menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian; 
(b) menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi 
kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan 
pegawai; 
(c) melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat 
menyurat, kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan; 
(d) menyelenggarakan administrasi perkantoran; 




(f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
(2) Sub-Bagian Keuangan dan Aset 
Tugas Sub-Bagian Keuangan dan Aset terlampir pada Pasal 11, yaitu:  
(a) Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian 
Keuangan Dan Aset;  
(b) Melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi 
penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta 
penyusunan perhitungan anggaran; 
(c) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban 
penyelenggaraan anggaran Dinas; 
(d) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan 
rencana strategis Dinas; 
(e) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan 
kantor serta pendataan inventaris kantor; menyusun rencana kebutuhan 
barang, peralatan dan pendistribusian; 
(f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai 






(3) Sub-Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
Tugas Sub-Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan tercantum pada 
Pasal 12, yaitu:  
(a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan; 
(b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas; 
(c) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan 
Dinas; 
(d) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan 
tahunan; 
(e) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, 
evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada 
pimpinan; 
(f) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan 
laporan akuntabilitas kinerja Dinas; 
(g) Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; 
(h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
 




Tugas Bidang Kesehatan Masyarakat dijelaskan dalam Pasal 13. Adapun 
tugas-tugas tersebut adalah menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, 
mengembangkan pedoman dan standar pelayanan, menjabarkan pedoman teknis, 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian, perizinan serta memfasilitasi program 
kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan gizi masyarakat, program promosi 
kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, program kesehatan 
lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olahraga, dan 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Malang sesuai dengan bidang dan tugasnya. Sedangkan Fungsi Bidang Kesehatan 
Masyarakat Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
tersebut tercantum dalam Pasal 14, sebagai berikut:  
a) Merumuskan dan menjabarkan kebijakan dan mengembangkan pedoman 
dan standar pelayanan kesehatan serta manajemen program kesehatan 
keluarga, dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, program 
promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, program kesehatan 
lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan 
olahraga.  
b) Menyusun perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan 
pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat termasuk kesehatan 
reproduksi, promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, 
kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja 




c) Melakukan penggerakan program kegiatan dan peningkatan mutu yang 
berkaitan dengan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat 
termasuk kesehatan reproduksi, promosi kesehatan dan pemberdayaan 
kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan 
minuman, kesehatan kerja dan olahraga. 
d) Memberikan pembinaan, melakukan pengawasan dan pengendalian serta 
evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan kesehatan 
dan perizinan kesehatan serta manajemen program kesehatan keluarga dan 
gizi masyarakat. hal tersebut meliputi aspek kesehatan reproduksi, program 
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program kesehatan 
lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan 
olahraga. 
e) Menyelenggaraan surveilans (pengamatan) kesehatan keluarga dan gizi 
masyarakat, promosi kesehatan serta upaya kesehatan bersumberdaya 
masyarakat skala daerah, kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan 
minuman, kesehatan kerja dan olahraga. 
f) Melaksanakan advokasi, koordinasi dengan lintas sektor dan institusi 
kesehatan atau lembaga swadaya masyarakat dan organisasi terkait dengan 
upaya kesehatan program kesehatan keluarga, dan gizi masyarakat. 
Termasuk kesehatan reproduksi, program promosi dan pemberdayaan 
masyarakat, program kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan 




Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari beberapa seksi yang dinaungi dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Beberapa seksi  
tersebut disebutkan dalam Pasal 15 sebagai berikut: 
(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 
Tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi terlampir dalam Pasal 16, sebagai 
berikut: 
(a) Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan dan penyediaan 
kebutuhan dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari 
kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, 
lansia, dan peningkatan gizi masyarakat; 
(b) Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka 
peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, 
kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan 
gizi masyarakat; 
(c) Menyiapkan bahan pemantauan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
serta evaluasi dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri 
dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, 
remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat; 
(d) Melaksanakan teknis kegiatan dalam rangka peningkatan kesehatan 
keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, 




(e) Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam rangka 
peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, 
kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan 
gizi masyarakat; 
(f) Melaksanakan surveilans kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu 
dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan gizi 
masyarakat; 
(g) Melaksanakan koordinasi dan jalinan kemitraan dengan lintas sektor terkait 
dalam rangka program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat termasuk 
kesehatan reproduksi; Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
teknis dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari 
kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, 
lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;  
a) Melaksanakan urusan administrasi dalam rangka peningkatan 
kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, 
kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan 
peningkatan gizi masyarakat.  
b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan 
Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. 
(2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Tugas Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ada dalam 




(a) Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan dan penyediaan 
kebutuhan dalam urusan komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, 
advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan 
pemberdayaan kesehatan masyarakat; 
(b) Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan 
komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, 
potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan 
masyarakat; 
(c) Menyiapkan bahan pemantauan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
serta evaluasi dalam urusan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, 
advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat; 
(d) Melaksanakan teknis kegiatan dalam urusan komunikasi, informasi, dan 
edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi 
kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat; 
(e) Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam urusan 
komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, 
potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan 
masyarakat; 
(f) Melaksanakan koordinasi dan jalinan kemitraan dengan lintas sektor terkait 





(g) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis dalam urusan 
komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, 
potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan 
masyarakat; 
(h) Melaksanakan urusan administrasi dalam urusan komunikasi, informasi, 
dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya 
promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat; 
(i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan 
Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya 
(3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga 
Tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga 
dijelaskan dalam Pasal 18, sebagai berikut: 
(a) Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan dalam urusan 
kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja 
dan olahraga di masyarakat; 
(b) Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan 
kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja 
dan olahraga; 
(c) Menyiapkan bahan pemantauan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
serta evaluasi dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan 




(d) Melaksanakan kegiatan dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan 
makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olahraga; 
(e) Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria serta perizinan dalam 
urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan 
kerja dan olahraga; 
(f) Melaksanakan koordinasi dan jalinan kemitraan dengan lintas sektor terkait 
dalam rangka program kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan 
minuman, kesehatan kerja dan olahraga; 
(g) Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan 
pelaporan teknis dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan 
dan minuman, kesehatan kerja dan olahraga; 
(h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan 
Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.  
 
 
4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit diampu dalam Pasal 
19, yaitu menyusun perencanaan, merumuskan kebijaksanaan teknis operasional, 
melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan 
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 




penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah, dan melaksanakan 
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 
Sedangkan rangkaian fungsi Bidang pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tersebut 
terlampir dalam Pasal 20, sebagai berikut:  
a) Pelaksanaan perencanaan program surveilans dan imunisasi, pencegahan 
dan pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengamatan, 
pemberantasan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;  
b) Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur 
tetap program surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian 
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular 
dan kesehatan jiwa;   
c) Penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit 
dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah 
dan bencana;  
d) Penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan melakukan 
tindakan darurat dibidang pencegahan pemberantasan penyakit menular, 
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;  
e) Pelaksanaan pemantauan, pembinaan pengendalian program pencegahan, 
pengamatan, pemberantasan penyakit menular,  penyakit tidak menular dan 





f) Pelaksanaan fasilitasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan 
penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;  
g) Pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi 
profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak 
swasta, program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit 
menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta penanggulangan 
masalah kesehatan akibat bencana dan wabah; dan  
h) Pelaksanaan evaluasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan 
penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta 
penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah. 
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menaungi beberapa seksi 
yang menjadi bawahannya. Seksi-seksi tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit. Adapun beberapa seksi-seksi tersebut dijelaskan dalam 
Pasal 21, sebagai berikut: 
 
(1) Seksi Surveilans dan Imunisasi 





(a) Menyiapkan bahan perencanaan program imunisasi, surveilans 
epidemiologi penyakit, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta 
kesehatan haji; 
(b) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk 
teknis serta prosedur tetap pelayanan program imunisasi, surveilans 
epidemiologi penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan bencana 
serta kesehatan haji; 
(c) Menyelenggarakan Sistem Kewaspadaan Dini terhadap penyebaran 
penyakit dan faktor resiko yeng berpotensi menimbulkan kejadian luar 
biasa/wabah, bencana, penanggulangannya serta kesehatan haji; 
(d) Melakukan penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan 
melakukan tindakan darurat di bidang pencegahan dan pemberantasan 
penyakit menular dan atau pencegahan dan pengendalian penyakit yang 
disebabkan oleh Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi serta 
kesehatan haji; 
(e) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan pengendalian program 
imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit menular, kejadian luar biasa, 
wabah dan bencana serta kesehatan haji; 
(f) Melaksanakan fasilitasi program imunisasi, surveilans epidemiologi 





(g) Menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, 
organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan 
pihak swasta, program imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit 
menular, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji; 
(h) Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan 
pelaporan program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit menular, 
kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji; 
(i) Menyiapkan bahan evaluasi program imunisasi, surveilans epidemiologi, 
penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan 
haji; dan 
(j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya. 
(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  Menular 
Tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  Menula terlampir 
dalam Pasal 23, sebagai berikut: 
(a) Menyiapkan bahan perencanaan program pemberantasan penyakit menular 
dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit; 
(b) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk 
teknis serta prosedur tetap pelayanan yang terkait dengan program 





(c) Melakukan penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan 
melakukan tindakan darurat dibidang pencegahan dan pemberantasan 
penyakit menular; 
(d) Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program 
pemberantasan penyakit menular  dan pengamatan vektor binatang 
perantara penyakit; 
(e) Melaksanakan fasilitasi program pemberantasan penyakit menular dan 
pengamatan vektor binatang perantara penyakit; 
(f) Menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, 
organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan 
pihak swasta, program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan 
vektor binatang perantara penyakit; 
(g) Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan 
pelaporan program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan 
vektor binatang perantara penyakit; 
(h) Menyiapkan bahan evaluasi program pemberantasan penyakit menular dan 
pengamatan vektor binatang perantara penyakit; 
(i) Menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyelidikan 
kejadian penyakit menular langsung; 
(j) Menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pencegahan 




(k) Menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan 
kejadian penyakit menular langsung; 
(l) Menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengendalian 
kejadian penyakit menular langsung; dan 
(m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya 
(3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 
Kesehatan Jiwa 
Tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 
Kesehatan Jiwa dipaparkan dalam Pasal 24, sebagai berikut: 
(a) Melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, 
pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan 
jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
(b) Menyiapkan bahan perencanaan program pencegahan dan pengendalian 
penyakit paru kronik, gangguan imunologi, jantung, pembuluh darah, 
kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolik, napza, 
kesehatan jiwa, gangguan indera dan fungsional; 
(c) Menyiapkan pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit 




kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolik, napza, kesehatan 
jiwa, gangguan indera dan fungsional; 
(d) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria program 
pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik, gangguan imunologi, 
jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, 
gangguan metabolic, napza, kesehatan jiwa, gangguan indera dan 
fungsional; 
(e) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, program 
pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik, gangguan imunologi, 
jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, 
gangguan metabolic, napza, kesehatan jiwa, gangguan indera dan 
fungsional; 
(f) Pemantauan, evaluasi, pelaporan program pencegahan dan pengendalian 
penyakit paru kronik, gangguan imunologi, jantung, pembuluh darah, 
kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolik, napza, 
kesehatan jiwa, gangguan indera dan fungsional; dan 
(g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya. 
 




Tugas Bidang Pelayanan Kesehatan disebutkan dalam Pasal 25. 
Diantaranya adalah menyusun dokumen perencanaan kegiatan terkait, memberikan 
kebijakan teknis operasional, mengembangkan pedoman dan standar pelayanan, 
menjabarkan pedoman teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta 
memfasilitasi program pelayanan kesehatan primer, program pelayanan kesehatan 
rujukan dan program pelayanan kesehatan tradisional; dan melaksanakan tugas lain 
yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.  
Pasal 26 menjelaskan fungsi-fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan untuk 
mewujudkan tujuan tersebut, adapun fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan adalah 
sebagai berikut:  
a) Perumusan kebijakan operasional, penjabaran dan pengembangan pedoman 
standar pelayanan kesehatan serta manajemen program pelayanan 
kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan 
tradisional;  
b) Perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan 
kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan 
tradisional;  
c) Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan 
pelaporan pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan kesehatan primer, 




d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pedoman dan 
standar pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan 
pelayanan kesehatan tradisional; 
e) Penggerakan upaya peningkatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan 
kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;  
f) Penyiapan bahan pengelolaan perizinan dan akreditasi upaya/sarana 
pelayanan kesehatan;  
g) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan primer, 
pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;  
h) Penapisan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, 
kedokteran canggih;dan 
i) Pelaksanaan advokasi, koordinasi dengan lintas sektor, institusi kesehatan 
dan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi terkait dengan upaya 
pelayanan kesehatan.  
Pasal 27 menjelaskan bahwa Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari 
beberapa seksi yang bertanggung jawab pada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, 
Seksi-seksi tersebut adalah: 
(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer 
Tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dipaparkan dalam Pasal 28 




(a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional sebagai bahan 
pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer 
serta pemanfaatan sarana dan alat kesehatan; 
(b) Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan 
kesehatan primer; 
(c) Melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait dalam rangka bimbingan, 
pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 
upaya pelayanan kesehatan primer; 
(d) Menyusun perencanaan program dan bimbingan teknis kegiatan pelayanan 
kesehatan primer; 
(e) Mengelola pemberian rekomendasi izin, sertifikasi dan akreditasi 
upaya/sarana pelayanan kesehatan primer; 
(f) Penapisan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan; 
(g) Pembinaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program 
kegiatan pelayanan kesehatan primer; dan 
(h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan 
Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya. 
(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 





(a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional sebagai bahan 
pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan 
serta pemanfaatan sarana dan alat kesehatan; 
(b) Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan 
kesehatan rujukan; 
(c) Melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait dalam rangka bimbingan, 
pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 
upaya pelayanan kesehatan rujukan; 
(d) Menyusun perencanaan program dan bimbingan teknis kegiatan pelayanan 
kesehatan rujukan; 
(e) Mengelola pemberian rekomendasi izin, sertifikasi dan akreditasi 
upaya/sarana pelayanan kesehatan rujukan; 
(f) Penapisan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, 
kedokteran canggih; 
(g) Pembinaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program 
kegiatan pelayanan kesehatan rujukan; dan 
(h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan 
Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya. 
(3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional 





(a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional sebagai bahan 
pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan 
tradisional; 
(b) Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan 
kesehatan tradisional; 
(c) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka bimbingan, 
pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan 
kesehatan tradisional; 
(d) Menyusun perencanaan program dan bimbingan teknis kegiatan pelayanan 
kesehatan tradisional;  
(e) Mengelola pemberian rekomendasi izin dan sertifikasi pelayanan kesehatan 
tradisional;  
(f) Pembinaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan sarana 
pelayanan kesehatan tradisional; dan 
(g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan 
Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 
6) Bidang Sumber Daya Kesehatan 
Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas yang diampu dalam 
Pasal 31, diantaranya adalah menyusun perencanaan, perumusan kebijakan teknis 




pedoman teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta memfasilitasi 
program kefarmasian, makanan dan minuman, alat kesehatan dan PKRT, serta 
sumber daya manusia kesehatan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 
Adapun beberapa fungsi Bidang sumber Daya Kesehatan untuk mencapai 
tujuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 32 sebagai berikut:  
a) Penyusunan kebijakan operasional dan penetapan petunjuk teknis Bidang 
Sumber Daya Kesehatan meliputi kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, 
serta sumber daya manusia kesehatan; 
b) Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan penyelenggaraan kefarmasian, 
makanan dan minuman, alat kesehatan dan PKRT, serta sumber daya 
manusia kesehatan; 
c) Penyusunan perencanaan dan pengadaan kefarmasian, alat kesehatan dan 
PKRT, serta sumber daya manusia kesehatan;  
d) Pengoordinasian baik lintas program dan lintas sektoral pelaksanaan 
kefarmasian, makanan dan minuman, alat kesehatan dan PKRT, serta 
sumber daya manusia kesehatan;  
e) Pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan administrasi program bidang 
sumber daya kesehatan; 
f) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan 




g) Pelaksanaan pengelolaan perizinan dan rekomendasi bidang sumber daya 
kesehatan.   
Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari beberapa seksi yang diatur 
dalam Pasal 33, Seksi-seksi tersebut ada dibawah naungan dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Adapun beberapa seksi tersebut 
adalah:  
(1) Seksi Kefarmasian  
Tugas Seksi Kefarmasian diatur dalam Pasal 34 sebagai berikut:  
(a) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta 
menyiapkan bahan perencanaan pengadaan obat dan pengawasan sediaan 
kefarmasian, kosmetika, makanan dan minuman; 
(b) Melaksanakan bimbingan, upaya dan promosi di bidang ketersediaan 
farmasi, kosmetika, makanan dan minuman;  
(c) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian keamanan mutu obat, 
narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya, obat tradisional, 
kosmetika, serta makanan dan minuman;  
(d) Menyiapkan bahan dan proses perizinan distribusi pelayanan obat dan 
ketersediaan kefarmasian, kosmetika, makanan dan minuman; 
(e) Pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang 




(f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sumber Daya 
Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.  
(2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 
Tugas Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 
diampu dalam Pasal 35 sebagai berikut: 
(a) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dalam hal 
perencanaan dan pengadaan, pendistribusian kebutuhan alat kesehatan dan 
PKRT pada unit pelayanan kesehatan;  
(b) Menyusun rencana pengelolaan alat kesehatan dan PKRT;  
(c) Menyusun perencanaan, pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana 
kesehatan;  
(d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana prasarana 
kesehatan;  
(e) Melaksanakan standarisasi alat kesehatan dan PKRT;  
(f) Melaksanakan inventarisasi alat kesehatan dan PKRT; 
(g) Melakukan penilaian teknis terhadap kondisi alat kesehatan dan PKRT; 
(h) Memberikan rekomendasi dan rekomendasi teknis alat kesehatan dan 
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 
(i) Melaksanakan pembinaan dalam rangka perizinan alat kesehatan dan 




(j) Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap 
alat kesehatan dan PKRT; dan 
(k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya 
Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya. 
(3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan  
Tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dipaparkan dalam Pasal 36 
sebagai berikut:  
(a) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang 
pengembangan sumber daya manusia kesehatan; 
(b) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis 
penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, 
pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu 
sesuai peraturan perundang-undangan; 
(c) Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan perijinan praktek tenaga kesehatan 
pada rumah sakit pemerintah tipe C, tipe D, rumah sakit swasta yang setara, 
praktek berkelompok, klinik umum/spesialis rumah bersalin, klinik dokter 
keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan 
tradisional serta penunjang yang setara; 
(d) Menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian angka kredit bagi jabatan 
fungsional kesehatan dan penyelenggaraan administrasi Daftar Usul 




(e) Menyiapkan bahan, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 
fungsional peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia 
kesehatan; 
(f) Melaksanakan monitoring dan pelaporan, pengendalian, pembinaan, 
pengawasan, evaluasi dan peningkatan mutu kegiatan penyelenggaraan 
pengembangan sumber daya manusia kesehatan; 
(g) Mengelola administrasi pengembangan sumber daya manusia kesehatan; 
dan  
(h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya 
Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.  
7) UPT 
UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dibentuk untuk melaksanakan 
kegiatan teknis operasional Dinas, hal itu diampu dalam Pasal 37. Serta 
pembentukan UPT dibentuk UPT juga ditetapkan oleh Peraturan Bupati. 
8) Kelompok Jabatan Fungsional 
Sesuai dengan Pasal 38, Tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah 
melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 
Kelompok Jabatan Fungsional tersebut terdiri dari sejumlah tenaga atau aparatur 
negara yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 
Adapun Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten 





3.2.4 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 
1.   Visi adalah pandangan kedepan sebuah instansi untuk mewujudkan tujuan 
yang diinginkan. Adapun visi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yaitu 
“Menjadikan Dinas Kesehatan Berkualitas dan Terpercaya”. Visi tersebut 
berimplikasi bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berusaha memberikan 
pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terpercaya bagi seluruh lapisan 
masyarakat yang ada di Kabupaten Malang. 
2.   Adapun untuk mewujudkan visi di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten 
Malang berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsinya yaitu berperan 
sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kesehatan manusia, maka 
misi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terdiri dari: 
a) Melakukan percepatan pembangunan kesehatan  guna meningkatan Indeks 
Pembangunan Manusia, dan 









4.1 Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 
Creswell (2018:41) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah 
pendekatan dalam metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna 
individu atau kelompok yang berkaitan dengan sebuah fenomena sosial yang 
terjadi. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan serangkaian pertanyaan yang 
mengacu pada sebuah prosedur. Selanjutnya data yang diperoleh akan dikumpulkan 
dan dianalisis secara induktif untuk menemukan gambaran dari tema yang diteliti 
secara komprehensif. Sehingga peneliti dapat melakukan interpretasi terhadap data 
yang telah diperoleh tersebut.  
Stake dan Yin dalam Creswell (2018:51) menjelaskan bahwa studi kasus 
adalah sebuah desain pendekatan dalam penelitian kualitatif yang dapat digunakan 
dalam berbagai bidang, baik implementasi maupun evaluasi. Pendekatan studi 
kasus menuntut peneliti mengembangkan analisis mendalam tentang suatu kasus. 
Hal ini berupa program, peristiwa, aktivitas, proses, baik yang berasal dari invididu 
atau kelompok. Kajian terhadap kasus tersebut dibatasi oleh waktu dan aktivitas, 
sehingga peneliti harus mengumpulkan data dengan prosedur selama periode waktu 
yang ditentukan. Metode studi kasus tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk 
mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 




4.2 Fokus penelitian  
Fokus penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian kualitatif. Fokus 
penelitian disusun peneliti untuk membatasi topik penelitian agar kajian penelitian 
tetap mengerucut. Fokus penelitian juga diperlukan dalam pengelolaan data dan 
informasi sehingga pembahasan yang dilakukan peneliti lebih rinci dan tidak 
melebar. Adapun fokus penelitian ini adalah:  
1. Alur analisis implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik sebagai upaya 
pencegahan stunting di Kabupaten Malang mengacu pada A Model of the 
Policy Implementation Process yang digagas oleh Van Metter dan Carl Van 
Horn (1975). Adapun analisis terhadap pengendalian yang dilakukan dalam 
implementasi intervensi gizi spesifik sebagai upaya pencegahan stunting di 
Kabupaten Malang mengacu pada Control of Health Services yang digagas 
oleh Michael Hill.  Maka fokus penelitian sebagai berikut: 
a. Standar dan tujuan intervensi gizi spesifik sebagai upaya 
pencegahan stunting di Kabupaten Malang mengacu kepada 
Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Upaya Pencegahan Stunting  
b. Sumber daya kebijakan  
1) Sumber daya Anggaran  
(a) Pengendalian biaya 
2) Sumber daya Manusia 




c. Komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan  
1) Komunikasi Struktural  
2) Komunikasi Temuan pasien stunting 
(a) Pengendalian adminsitrasi dan birokrasi 
d. Karakteristik badan pelaksana kebijakan 
(a) Pengendalian tenaga medis 
(b) Pengendalian layanan kesehatan 
e. Sikap/disposisi para pelaksana kebijakan  
f. Kondisi ekonomi, sosial, politik  
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan 
intervensi gizi spesifik sebagai upaya pencegahan stunting di Kabupaten 
Malang. 
4.3 Lokasi dan Situs Penelitian 
Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik yang 
mengacu pada Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Upaya 
Pencegahan Stunting berlokasi di Kabupaten Malang. Penentuan Kabupaten 
Malang sebagai lokasi penelitian berdasarkan fokus wilayah intervensi 
pencecgahan stunting sebagai agenda prioritas nasional. Selain kondisi geografis 
Kabupaten Malang yang beragam, prevanlensi stunting yang pasang surut juga 
menjadi salah satu alasan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk 
mengkaji fenomena stunting di Kabupaten Malang. Khususnya melalui bantuan 




lapangan. Selaras dengan hal itu, situs penelitian berada di Dinas Kesehatan 
Kabupaten Malang yang terletak di Jl. Sumedang No. 325, Cokoleo, Kecamatan 
Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sedangkan situs pada tingkat 
Puskesmas untuk wawancara dengan para petugas gizi, Bidan Desa, dan Kader 
dilakukan secara daring melalui Whatsapp dan telefon karena hambatan penelitian 
fisik saat COVID-19. Antisipasi tersebut dilakukan peneliti untuk tetap 
mendapatkan data dari narasumber pada daerah-daerah yang tidak bisa dikunjungi 
langsung.  
4.4 Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah serangkaian alat bantu penelitian untuk 
membantu peneliti dalam mengumpulkan data pada saat penelitian berlangsung. 
Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri dan seperangkat alat pendukung 
lainnya. Adapun dalam penelitian ini serangkaian instrumen penelitian yang 
digunakan dalam upaya mengumpulkan data adalah sebagai berikut:  
1) Peneliti 
Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2017:103) peneliti adalah salah 
satu instrumen penting penelitian. Peneliti dituntut memiliki kepekaan dan 
dapat tanggap dalam bereaksi terhadap segala fenomena yang berkaitan 
dengan fokus penelitian. Sehingga peneliti dapat memilah-milah makna 
data yang diperoleh pada saat penelitian berlangsung. Peneliti juga dituntut 
beradaptasi dengan fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung 
sehingga dapat mengumpulkan serangkaian data yang dapat menyumbang 




terhadap data yang diperoleh sehingga dapat melakukan analisis data yang 
diperoleh.  
2) Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara atau interveiw guide disusun peneliti sebagai acuan 
pada saat proses wawancara agar tetap pada fokus pada topik bahasan 
penelitian. Pada penelitian ini, interview guide disusun agar topik bahasan 
pada saat wawancara tetap mengacu pada kajian terhadap implementasi 
kebijakan pencegahan stunting melalui program peningkatan gizi bayi di 
Kabupaten Malang. Adapun wawancara akan dilakukan di Dinas Kesehatan 
Kabupaten Malang dengan memilih pejabat pada bidang yang berkaitan 
sebagai narasumber.   
3) Alat-Alat untuk menunjang penelitian 
Alat-alat penunjang penelitian yang digunakan peneliti dalam upaya 
mendapatkan data meliputi kamera, handphone sebagai alat perekam 
wawancara, alat tulis, laptop, dan alat penunjang lainnya. Kamera 
digunakan untuk keperluan dokumentasi wawancara yang berlokasi di 
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Hal itu diperlukan sebagai bukti 
bahwa peneliti telah melakukan penelitian dengan terjun langsung ke Dinas 
Kesehatan Kabupaten Malang. Sedangkan handphone sebagai alat perekam 
digunakan peneliti untuk merekam sesi tanya jawab dalam sesi wawancara 
dengan narasumber ketika memberikan data yang berkaitan dengan topik 
penelitian. Sedangkan alat-alat tulis berfungsi sebagai alat penunjang 




proses penelitian berlangsung agar tetap mengacu kepada fokus penelitian 
dan mencatata data-data penting. Adapun dokumen resmi sebagai alat bantu 
untuk mengkaji topik penelitian meliputi data prevalensi stunting setiap 
tahun di Kabupaten Malang dari Dinas Kesehatan, rincian anggaran yang 
disampaikan melalui wawancara, dokumen anggaran kegiatan intervensi 
gizi spesifik, dokumen rencana kerja dan rangkaian kegiatan, serta paparan 
agenda intervensi gizi spesifik yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah 
Kabuapten Malang.   
4.5 Teknik Pengumpulan Data 
Jenis data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan 
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 
narasumber yang memberikan informasi terhadap bahasan penelitian. Data primer 
diperoleh peneliti dengan turun lapangan untuk memperoleh informasi dengan 
melakukan wawancara dengan informan atau narasumber. Data primer akan 
dikumpulkan peneliti dalam bentuk tulisan, atau transkrip wawancara.  
Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh peneliti 
dari sumber lain yang relevan terhadap bahasan penelitian. Data sekunder dapat 
berupa dokumen, informasi digital, laporan, atau data-data tertulis lainnya. 
Berdasarkan jenis data yang telah diuraikan tersebut, teknik pengumpulan data yang 
dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 




Interview atau wawancara merupakan sebuah pertemuan antara dua orang 
yang dilakukan untuk bertukar informasi dan ide dengan melakukan tanya 
jawab. Sehingga dapat dilakukan rekonstruksi terhadap pembahasan sebuah 
topik tertentu, (Esterberg (2002) dalam Sugiyono 2017:114). Wawancara 
dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan fokus dan terstruktur dengan 
bantuan intervewguide sebagai acuan agar dialog antara peneliti dan 
narasumber tetap dalam ranah bahasan topik penelitian. Wawancara 
dilakukan dengan informan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 
sejumlah petugas gizi Puskesmas, dan Bidan Desa dari sejumlah lokasi 
prioritas intervensi pencegahan stunting sebagai agen pengampu 
implemetasi kebijakan intervensi gizi spesifik. Adapun rincian informan 
sebagai berikut:  
Tabel 14. Informan Penelitian 
Nomor Nama  Keterangan 
1 Bapak Gunawan 
Djoko 
Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat 
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang  
2 Ibu Anita Flora Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Malang  
3 Ibu Yunita  Staff Seksi Gizi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Malang  
4 Ibu Nanda  Staff Seksi Gizi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Malang  




6 Ibu Firda Amalia Petugas Gizi Puskesmas Gondanglegi  
7 Ibu Dianita Petugas Gizi Puskesmas Sumbermanjing 
Kulon  
8 Bidan Erlis Ike Bidan Desa Sumbermanjing Kulon 
9 Bidan Setyo Rini Bidan Desa Pandanrejo 
10 Bidan Zulahiyah Bidan Desa Sumberkerto  
11 Ibu Amanda Petugas Gizi Puskesmas Wagir  
12 Bidan Riyanik Bidan Desa Pandanlandung 
13 Bidan Lisya Bidan Desa Dalisodo 
14 Bidan Siti Bidan Desa Pandanrejo 
15 Bapak Mukit  Kepala Bagian Gizi Puskesmas Pakis  
16 Ibu Yuan  Petugas Gizi Puskesmas Pakis 
17 Bidan Fitri  Bidan Desa Kedungrejo  
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021.  
Penentuan informan pada tingkat Puskesmas dan Bidan Desa ditentukan 
melalui purpossive sampling berdasarkan social situation yang mencakup 
lokasi (place), aktor (actors), dan aktifitas (activity) interaksi secara 
sinergis, (Sugiyono:2017:91). Informan tersebut dipilih berdasarkan 
cakupan geografis dan banyaknya desa lokasi intervensi yang diampu 
dibawah zona Puskesmas yang bersangkutan. Penentuan informan pada 
lokasi yang dipilih tersebut juga menimbang kebaharuan informasi 
implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik sebelum dan sesudah 




informan pada lokasi-lokasi tersebut. Sehingga informan yang terpilih dapat 
memberikan fakta lapangan pada peneliti.  
2) Dokumentasi  
Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam bentuk 
catatan sebuah peristiwa yang telah berlalu, (Sugiyono, 2017:124). Data 
dari dokumen dalam sebuah penelitian adalah data sekunder sebagai 
pendukung data primer yang diperoleh peneliti dari wawancara. Adapun 
data sekunder yang dapat diperoleh dari teknik dokumentasi dapat berupa 
laporan, dokumen, foto, bagan, struktur organisasi, dan serangkaian catatan 
dan data tertulis yang searah dengan topik bahasan penelitian. Pengambilan 
data teknik dokumentasi dapat dilakukan dengan kamera, alat tulis, 
handphone, maupun alat pendukung penelitian yang lain. Kumpulan data 
sekunder yang didapat dalam penelitian ini mencakup dokumen terkait 
implementasi intervensi gizi spesifik sebagai upaya pencegahan stunting di 
Kabupaten Malang. 
3) Triangulasi 
Triangulasi adalah bagian dari teknik pengumpulan data untuk 
menghubungkan data yang telah diperoleh peneliti, (Sugiyono, 2017:125). 
Triangulasi dilakukan peneliti untuk menguji kredibilitas informasi yang 
diperoleh dari data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan 





4.6 Analisis Data 
Analisis data pada penelitian kualitatif adalah proses yang membutuhkan 
langkah-langkah yang berurutan dan spesifik, (Creswell, 2018:268). Analisis data 
berguna agar data yang diperoleh peneliti dilapangan dapat dijelaskan sehingga 
pembaca dapat memahami apa kajian tema yang dibahas oleh peneliti. Model 
analisis data pada penelitian ini adalah research design yang digagas oleh Creswell. 
Adapun model analisis data research design adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 6. Analisis Data Research Design milik John Creswell 
Sumber: Diolah oleh penulis dalam Creswell dan Crerswell (2018:269) 
Adapun uraian terhadap masing-masing langkah dalam model analisis data research 
design Creswell adalah sebagai berikut:  
(1) Mengatur dan mempersiapkan data yang akan dianalisis 
Validating the Accuracy of 
Information 
Interpretasi tema dan deskripsi 
Menghubungkan antara tema dan deskripsi 
Melakukan coding pada data 
Membaca seluruh data 
Mengatur dan mempersiapkan data yang akan 
dianalisis 
Tema Deskripsi 





Persiapan data yang akan dianalisis bisa meliputi transkrip wawancara, 
catatan lapangan, dokumen, atau sumber informasi lainnya yang telah 
diperoleh peneliti di lapangan. Kemudian peneliti memilah-milah dan 
mengelompokkan kumpulan data tersebut. 
(2) Membaca keseluruhan data 
Mempelajari data yang diperoleh dapat memberikan informasi dan 
pengertian pada peneliti. Sehingga peneliti akan bisa merefleksikan data 
yang telah diperoleh secara menyeluruh.  
(3) Mulai melakukan coding pada semua data 
Coding adalah proses pengorganisasian data dengan melakukan 
pengelompokan data dengan mengurung potongan atau segmen teks 
maupun gambar, dan menulis kategori dengan batasannya, (Rosman dan 
Rallis dalam Creswell, 2018:269). Coding dilakukan peneliti untuk 
mengelompokkan data dengan kode berdasarkan klasifikasi tentang 
bahasan atau tema. 
(4) Buat deskripsi dan tema 
Pengkodean berguna untuk menghasilkan kualifikasi tema dengan deskripsi 
yang diberikan oleh data yang diperoleh. Deskripsi dilakukan untuk 
memberikan penyajian detail informasi atau data (tempat, peristiwa, aktor, 
fenomena) yang telah didapatkan oleh peneliti. Pengelompokan terhadap 
deskripsi tersebut dilakuan peneliti dengan pengkodean untuk setiap 




tahap pengkodean harus menampilkan berbagai perspektif dari data yang 
diperoleh secara spesifik dan terstruktur. 
(5) Interpretasi deskripsi dan tema 
Interpretasi deskripsi dan tema dalam model penelitian kualitatif berbentuk 
naratif. Pembahasan populer dalam model penelitian kualitatif seringkali 
menggunakan penyampaian secara naratif unuk menjelaskan temuan 
penelitian. Hal ini bisa berupa kronologi, pembahasan rinci terhadap tema 
yang dikaji, ilustrasi, atau diskusi. Namun peneliti kualitatif juga tidak 
jarang menggunakan visualisasi dengan gambar, tabel, atau grafik dalam 
memperjelas penyampaiannya. 
4.7 Uji Keabsahan Data 
Keabsahan data merupakan elemen penting yang harus menjadi dasar 
penulisan karya ilmiah. Oleh sebab itu pengujian keabsahan data perlu dilakukan 
untuk memeriksa tingkat validitas data yang didapatkan oleh peneliti. Untuk 
menguji keabsahan data perlu dilakukan triangulasi data, Wiersma (1986) 
mengemukakan dalam Sugiyono (2013:273) bahwa “triangulation is qualitative 
cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the 
convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures”. 
Ketiga jenis triangulasi data tersebut dadalah sebagai berikut. 
1) Triangulasi Sumber 
Teknik ini dimulai dengan melakukan pengecekan kebenaran informasi 




menghasilkan kesimpulan kesepakatan (member check) kepada sumber-
sumber data yang terlibat (Sugiyono, 2013:274). 
2) Triangulasi Teknik 
Data dicari kredibilitasnya dengan cara melakukan konfirmasi kembali 
kepada sumber-sumber yang sama namun dengan menggunakan teknik 
yang berbeda (Sugiyono, 2013:274). 
3) Triangulasi Waktu 
Kredibilitas data dianggap memiliki kaitan yang erat dengan waktu, oleh 
sebab itu peneliti perlu melakukan pengecekan data ulang pada waktu dan 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
5.1 Hasil Penelitian 
5.1.1 Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya 
Pencegahan Stunting di Kabupaten Malang 
5.1.1.1 Pelaksanaan intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting 
di Kabupaten Malang 
Pelaksanaan intervensi gizi spesifik sebagai upaya pencegahan stunting di 
Kabupaten Malang adalah tindak lanjut pemerintah daerah Kabupaten Malang pada 
Agenda Nasional terhadap urgensi penyelesaian persoalan stunting di Indonesia. 
Upaya perlindungan anak terhadap stunting diwujudkan pemerintah dengan 
terbitnya Peraturan presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional 
Percepatan perbaikan Gizi. Kebijakan ini menggarisbawahi urgensi persoalan gizi 
bayi dan balita pada 1000 HPK dengan partisipasi masyarakat dan organisasi untuk 
turut menyelesaikan persoalan tersebut. Selaras dengan hal itu, pada 2017 
pemerintah menerbitkan 100 lokasi prioritas intervensi pencegahan dan 
penanganan stunting yang tersebar di Indonesia. Adapun rangkaian intervensi 
dalam upaya penyelesaian tersebut terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu 
intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik diampu sektor 
kesehatan menekankan produk-produk medis untuk mencegah dan menangani 
stunting. Sedangkan intervensi gizi sensitif diampu oleh sektor-sektor yang 




Kabupaten Malang sebagai salah satu lokasi prioritas yang ditetapkan oleh 
pemerintah dalam agenda kebijakan pencegahan dan penanganan masalah stunting 
melakukan tidak lanjut terhadap agenda nasional tersebut. Tahun 2018, Pemerintah 
Daerah Kabupaten Malang menerbitkan Peraturan Bupati nomor 33 tahun 2018 
tentang upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang. Peraturan Bupati Nomor 
33 Tahun 2018 tersebut terbit sebagai produk legal regulasi pada tingkat daerah di 
Kabupaten Malang untuk pencegahan stunting. Pelaksanaan intervensi gizi spesifik 
sebagai upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang terhitung satu tahun 
setelah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018, yaitu tahun 2019. 
Adapun intervensi gizi spesifik sebagai salah satu aspek penting dalam pencegahan 
stunting di Kabupaten Malang diampu oleh Dinas Kesehatan sebagai OPD 
penanggungjawab. Dalam pelaksanaannya Dinas Kesehatan juga didampingi oleh 
Petugas Gizi Puskesmas, serta Bidan desa, dan Kader.   
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mewujudkan agenda pencegahan 
stunting melalui serangkaian kegiatan interevensi gizi spesifik. Adapun kegiatan 
intervensi gizi spesifik yang telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Malang 
sebagai upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang adalah berikut: 
Tabel 15. Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik di Kabupaten Malang 





ANC (Ante Natal Care) 
terpadu 






Balita yang mengalami masalah 
Gizi dan Ibu hamil yang 
mengalami KEK (kekurangan 
energi kronis) di Seluruh 







Seluruh wilayah kerja 
puskesmas dengan capaian 




Remaja putri, Ibu hamil di 
Seluruh wilayah kerja 
puskesmas 
6 
Orientasi / Pelatihan 
Pemberian Makanan 
Bayi dan Anak 
(PMBA) 
24 Puskesmas terpilih 
7 
Promosi pemberian ASI 
Eksklusif 
Seluruh wilayah kerja 
puskesmas didukung dengan 
adanya 53 kelompok Pendukung 
ASI (KP-ASI) di Kabupaten 
Malang 
8 Kelas Ibu 





10 Desa Lokus Stunting tahun 
2019 
10 
Omah Sadar Gizi 
(OSAGI) 






11 Pemberian Vitamin A 
Bayi, balita, ibu nifas di Seluruh 
wilayah kerja puskesmas 
Sumber: Olahan penulis berpedoman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 
2021. 
Tabel di atas menjelaskan upaya pencegahan stunting melalui intervensi gizi 
spesifik di Kabupaten Malang. Rangkaian kegiatan intervensi gizi spesifik tersebut 
dilaksanakan secara menyeluruh saat kegiatan posyandu rutin setiap bulan pada 39 
puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang. Selain rangkaian kegiatan 
intervensi gizi spesifik yang dilaksanakan secara menyeluruh tersebut, ada 




adalah lokasi prioritas intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting di 
Kabupaten Malang.  
Lokasi prioritas ini mulai terbit di tahun 2019 berdasarkan rekomendasi Riset 
Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Kementerian Kesehatan. Tabel di bawah ini 
menyajikan lokasi prioritas intervensi gizi spesifik dalam upaya penanganan 
stunting pada tahun 2019. 
Tabel 16. Lokasi Prioritas Intervensi Gizi Spesifik pencegahan Stunting di 
Kabupaten Malang Tahun 2019 







1 Pujon Pujon Kidul 38,5 36,79 26,86 
2 Wajak Wonoayu 38,24 14,49 1,9 
3 Dampit Baturetno 33,82 38,33 37,68 
4 Pujon Wiyurejo 32,8 41,27 51,38 
5 Pagelaran Brongkal 16,29 18,05 11,15 
6 Kasembon Pait 16.16 17,28 4,64 
7 Tajinan Purwosekar 14,98 13,99 15,64 
8 Bantur Wonorejo 9,2 10,39 28,86 
9 Ampelgading Mulyoasri 3,03 1,98 0,6 
10 Sumbermanjing Tambakrejo 1,31 5,81 2,43 
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (2021) olahan penulis. 
Pada tahun 2018, prevalensi stunting di Kabupaten Malang sebelum adanya 
intervensi gizi spesifik menunjukkan angka yang cukup tinggi di beberapa wilayah. 
Satu tahun selanjutnya yaitu di bulan Agustus 2019, terdapat penurunan angka 
prevalensi stunting seperti di Desa Pujon Kidul, Desa Wonoayu, Desa Purwosekar 
dan Desa Mulyoasri. Hal ini merupakan hasil dari kegiatan intervensi gizi spesifik 
penanganan stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pengukuran angka 
prevalensi stunting di tahun 2020 menampilkan beberapa wilayah yang secara stabil 




Fenomena lonjakan prevalensi pada wilayah Desa Baturetno, Desa Wiyurejo, Desa 
Brongkal, Desa Pait, Desa Wonorejo, dan  Desa Tambakrejo disebabkan oleh 
kurangnya perhatian masyarakat terhadap permasalahan stunting. Kurangnya 
perhatian tersebut karena lokasi-lokasi tersebut adalah periode awal pelaksanaan 
agenda intervensi gizi spesifik pencegahan stunting, sehingga masyarakat masih 
belum teredukasi dan tersosialisasi secara optimal.  
Lebih lanjut hal ini dijelaskan oleh Bapak Gunawan Djoko selaku kepala 
Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagai 
berikut. 
“Untuk tahun pertama intervensi gizi spesifik ini lokasinya memang dari 
riskesdas. Jadi kita menekankan pemberdayaan dan edukasi kepada 
masyarakat terutama kelompok sasaran juga agar mengerti tentang persoalan 
stunting ini. Sehingga nanti di masa mendatang sudah bisa tanggap kalau ada 
temuan stunting di tempatnya” 
Maka dari itu agenda intervensi gizi spesifik pencegahan stunting di tahun 2019 
menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat di lokasi prioritas yang 
tersebar. Adapun kegiatan intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting 
pada lokasi prioritas tersebut adalah: (1) PMT Ibu hamil KEK; (2) Pemberian TTD 
pada Ibu hamil; (3) PMT pemulihan balita kurus; (4) Pemberian Vitamin A pada 
balita; dan (5) Pemberian TTD Rematri. Pemberdayaan masyarakat ini bertujuan 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan stunting. 
Selanjutnya untuk lokasi prioritas intervensi gizi spesifik pencegahan 
stunting di tahun 2020 terdapat penambahan lokasi berjumlah 12 lokasi, sehingga 
total lokasi prioritas menjadi 22 lokasi di Kabupaten Malang. Penentuan lokasi ini 




dengan BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan 
Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pengendalian Penduduk, dan 
Keluarga Berencana. Adapun dari 20 indikator tersebut yang termasuk dalam 
indikator intervensi gizi spesifik meliputi: 
Tabel 17. Tabel Indikator Penentuan Lokasi Prioritas Intervensi Gizi 
Spesifik di Kabupaten Malang 
No Indikator 
1.  Cakupan bumil KEK yang mendapat PMT pemulihan 
2.  Cakupan Bumil mendapat IFA (TTD/Tablet Tambah Darah) minimal 90 
tablet selama kehamilan 
3.  Cakupan balita kurus yang mendapatkan PMT (Pemberian Makanan 
Tambahan) 
4.  Cakupan kehadiran di posyandu (rasio yang hadir terhadap total sasaran) 
5.  Cakupan ibu hamil-k4 
6.  Cakupan anak 6-59 bulan yang memperoleh Vitamin A 
7.  Cakupan anak 0-11 bulan yang telah diimunisasi dasar secara lengkap 
8.  Cakupan balita diare yang memperoleh suplementasi zinc 
9.  Cakupan remaja putri  yang mendapatkan TTD (Tablet Tambah Darah) 
10.  Cakupan layanan Ibu Nifas 
11.  Cakupan kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan) 
12.  Cakupan rumah tangga peserta JKN / Jamkesda 
13.  Cakupan KPM PKH yang mendapat FDS gizi dan kesehatan 
Sumber: Olahan penulis berpedoman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 
2021. 
 
Ketiga belas indikator di atas adalah penentu lokasi prioritas intervensi gizi 
spesifik di Kabupaten Malang. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menyusun 
indikator tersebut untuk menjamin seluruh kelompok sasaran mendapatkan 
intervensi gizi spesifik sebagai upaya pencegahan stunting. Indikator tersebut terbit 
sebagai bentuk tindak lanjut terhadap kelompok sasaran di lokasi tertentu yang 





Penetapan lokasi khusus tersebut terwujud melalui Surat Keputusan Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor 
050/2671/KEP/35.07.202/2019 Tentang Penetapan Desa Prioritas Percepatan 
Pencegahan Stunting Kabupaten Malang Tahun 2020. Lokasi prioritas intervensi 
gizi spesifik pencegahan stunting di tahun 2020 terdiri dari: 
Tabel 18. Lokasi Prioritas Intervensi Gizi Spesifik Pencegahan Stunting di 
Kabupaten Malang Tahun 2020 





1 Kepanjen Dilem 10,62 31,51 
2 Wagir Pandanrejo 4,82 16,48 
3 Pagak Sumbermanjing Kulon 16,79 10,49 
4 Bululawang Pringu 7,41 15,81 
5 Pagak Pandanrejo 4,82 5,44 
6 Kepanjen Sukoraharjo 24,46 20,31 
7 Pagak Sumberkerto 12,5 4,25 
8 Wajak Codo 14,9 6,81 
9 Wajak Dadapan 2,9 - 
10 Singosari Wonorejo 10,39 28,86 
11 Donomulyo Mentaraman 1,55 12,77 
12 Bantur Karangsari 21,59 18,77 
13 Wajak Bringin 22,8 - 
14 Tajinan Jambearjo 31,55 26.41 
15 Pakis Kedungrejo 3,71 2,71 
16 Bululawang Wandanpuro 21,91 7,77 
17 Pujon Madiredo 29,53 24,24 
18 Singosari Tamanharjo 4,43 5,02 
19 Wagir Pandanlandung 1,94 3,2 
20 Wagir Dalisodo 6,18 0,26 
21 Bantur Rejosari 31,03 17,01 
22 Gondanglegi Gondanglegi Kulon 35,85 29,45 
Sumber: Olahan penulis berpedoman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 
2021. 
Adapun agenda intervensi gizi spesifik pada lokasi prioritas tahun 2020 




sektor. Upaya ini dilakukan untuk mendukung agenda rutin intervensi gizi spesifik 
yang telah terlaksana dalam kegiatan posyandu dan pelayanan puskesmas agar bisa 
berjalan dengan lancar. Kegiatan khusus yang terlaksana pada lokasi prioritas tahun 
2020 meliputi (1) Program OSAGI (Omah Sadar Gizi); (2) Orientasi kelas ibu; (3) 
Orientasi buku KIA; (4) Pemantauan pelaksanaan sweeping sasaran imunisasi dasar 
dan lanjutan; (5) Kampanye program ASI eksklusif; (6) Pendampingan bumil; dan 
(7) Orientasi skrining hipotiroid kongenital.  
Intervensi gizi spesifik pada lokasi prioritas tahun 2020 melalui penekanan 
pada keterlibatan lintas sektor OPD terwujud dengan program OSAGI. Program 
OSAGI merupakan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang bersama 
perangkat daerah lintas sektor terkait mengadakan pemberian makanan setiap 
minggu di desa lokasi prioritas. Kegiatan pemberian makanan ini memberi edukasi 
kepada masyarakat setempat untuk mengolah hasil pangan wilayah mereka secara 
maksimal untuk mendapatkan gizi kebutuan tubuh yang optimal.  
“Jadi kalau OSAGI itu ada acara, nanti akan ada sesi makan besar, dimana itu 
bisa di Balai, Gazebo, atau di rumah warga yang luas dan bisa untuk 
berkumpul. Nanti semua anak-anak kecil akan dikumpulkan disitu dan diberi 
makanan dari hasil tani setempat yang sudah diolah dengan enak. Setelah 
makanan itu disajikan untuk anak-anak itu, nanti mereka bisa makan bareng 
sama temen-temennya. Bisa juga panitia iseng-iseng bikin balapan makan 
juga, agar anak-anak tersebut lahap makan. Sehingga terjadi kompetensi antar 
anak dan temannya untuk makan banyak”  
Penjelasan di atas menggambarkan pelaksanaan kegiatan OSAGI. Namun 
kegiatan OSAGI harus terhenti sementara mulai bulan Maret 2020 hingga saat ini 




stunting pun banyak yang terhenti akibat relokasi anggaran untuk pencegahan 
COVID-19 di Kabupaten Malang. 
Meski pandemi COVID-19 masih berlangsung, Pemerintah Daerah 
Kabupaten Malang tetap menerbitkan lokasi prioritas intervensi dalam upaya 
pencegahan stunting untuk tahun 2021. Adapun mayoritas lokasi prioritas periode 
tahun 2021 merupakan lokasi prioritas tahun 2020 yang pelaksanaannya terhambat 
akibat pandemi. Penentuan lokasi prioritas tahun 2021 tetap merujuk pada 20 
indikator utama dan terbit melalui Surat Keputusan Kepala Bappeda Kab. Malang 
No: 050/8102/KEP/35.07.202/2020 Tentang Penetapan Desa Prioritas Percepatan 
Pencegahan tunting Kabupaten Malang Tahun 2021. Adapun lokasi prioritas 
intervensi pencegahan gizi spesifik tahun 2021 meliputi: 
Tabel 19. Lokasi Prioritas Intervensi Gizi Spesifik pencegahan Stunting di 
Kabupaten Malang Tahun 2021 





1 Kepanjen Dilem 10,62 31,51 





4 Bululawang Pringu 7,41 15,81 
5 Pagak Pandanrejo 4,82 5,44 
6 Kepanjen Sukoharjo 24,46 20,31 
7 Pagak Sumberkerto 12,5 4,25 
8 wajak Codo 14,9 6,81 
9 wajak Dadapan 2,9 - 
10 singosari Wonorejo 10,39 28,86 
11 Donomulyo Mentaraman 1,55 12,77 
12 Bantur Karangsari 21,59 18,77 
13 Wajak Bringin 22,8 - 
14 Tajinan Jambearjo 31,55 26.41 




16 Bululawang Wandanpuro 21,91 7,77 
17 Pujon Madiredo 29,53 24,24 
18 SIngosari Tamanharjo 4,43 5,02 
19 Wagir Pandanlandung 1,94 3,2 
20 Wagir Dalisodo 6,18 26 





23 Pujon Wiyurejo 41,27 51,38 
24 Singosari Baturetno 16,42 5,8 
25 Ampelgading Tirtomoyo 37,12 0,95 
26 Karangploso Tawangargo 35,92 17,04 
27 Ngantang Sumberagung 35,42 8,59 
28 Pujon Tawangsari 34,52 10,54 
29 Dampit Sukodono 33,62 12,84 





32 Pujon Pandesari 31,19 25,54 
Sumber: Olahan penulis bersumber pada SK Kepala Bappeda Kabupaten Malang, 
2021. 
Namun, tahap perencanaan kegiatan untuk lokasi prioritas tahun 2021 
belum mencapai tahap final karena relokasi kegiatan sektor kesehatan sedang fokus 
pada pencegahan COVID-19. Selain kegiatan intervensi gizi spesifik rutin yang 
terselenggara di 39 puskesmas Kabupaten Malang, agenda program intervensi gizi 
spesifik untuk lokasi prioritas tahun 2021 belum terbit hingga penelitian ini 
berlangsung. 
Tabel 20. Penurunan Prevalensi Stunting Kabupaten Malang 
Tahun  Prevalensi  Sumber Data 
2017 28,3% Pemantauan Status Gizi (PSG) 
2018 18,5% Bulan Timbang 




2020 11,41% Bulan Timbang 
Sumber: Diolah Peneliti, Bersumber dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten Malang, 2021. 
Adapun pencapaian intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting 
terhitung mulai dari tahun 2017 (28,3%), 2018 (18,5%), 2019 (12,8%), dan 2020 
(11,41%), yang menunjukkan penurunan angka prevalensi stunting mulai terlihat 
secara berkala. 
5.1.1.2 Standar dan Tujuan 
Langkah awal pembahasan implementasi kebijakan sesuai A Model of The 
Policy Implementation Process oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn adalah 
dengan menganalisis standar dan tujuan komprehensif pelaksanaan kebijakan 
intervensi gizi spesifik di Kabupaten Malang. Tujuan ini terkait dengan realisasi 
kebijakan dalam dokumen legislatif yang menjadi landasan program dan kegiatan 
intervensi gizi spesifik yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 33 Tahun 
2018 Tentang Upaya Pencegahan Stunting di Kabupaten Malang beserta 
nomenklatur pendukung lainnya. Regulasi utama sebagai dasar implementasi 
intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang 
adalah Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Upaya 
Pencegahan Stunting. Hal ini sesuai hasil wawancara penulis dengan Ibu Anita 
selaku Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagai berikut. 
“Regulasi utama intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting di 
Kabupaten Malang adalah Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang 
Upaya Pencegahan Stunting. Adapun sasaran intervensi gizi spesifik 
tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1 Perbup tersebut terdiri dari remaja putri, 
wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui dan anak di bawah usia 23 bulan, 
serta anak usia 24-59 bulan”  
Penjelasan Ibu Anita di atas menekankan pada dua hal yaitu Peraturan Bupati 




pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan kelompok sasaran yang terdiri dari remaja 
putri, wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah usia 23 bulan, 
serta anak usia 24 hingga 59 bulan. Penetapan kelompok sasaran ini disampaikan 
lebih lanjut oleh Bapak Tomie Herwanto selaku Kepala Bappeda Kabupaten 
Malang dalam dokumen paparan agenda kebijakan daerah terkait percepatan 
pencegahan stunting di Kabupaten Malang. Dokumen paparan tersebut 
menyelaraskan kelompok sasaran terpilih sesuai dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi 
Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil. Permenkes tersebut menetapkan remaja putri, 
wanita usia subur dan ibu hamil sebagai fokus pemberian Tablet Tambah Darah 
(TTD) juga sebagai faktor determinan kejadian balita stunting pada lingkup gizi 
spesifik berdasarkan pertimbangan bahwa (1) Remaja putri, wanita usia subur, dan 
ibu hamil adalah kelompok rentan terkena kekurangan zat gisi besi; dan (2) 
Kekurangan zat gisi besi pada remaja putri, wanita usia subur, dan ibu hamil dapat 
berujung pada kekurangan darah, kurang gizi kronis, hingga pendarahan saat 
persalinan pada ibu hamil. 
Implementasi intervensi gizi spesifik di Kabupaten Malang dengan fokus 
kelompok sasaran ibu hamil termuat dalam Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Bupati 
Kabupaten Malang Tahun 2018. Aktivitas intervensi gizi spesifik bagi ibu hamil 
mengacu pada Pasal 6 Ayat 1 terlaksana melalui:  
a) Pemeriksaan kehamilan sesuai standar;  
b) Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi 
kekurangan energi dan protein kronis;  
c) Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;  




e) Mengatasi kekurangan iodium;  
f) Menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan  
g) Melindungi ibu hamil yang mengalami penyulitan atau risiko tinggi. 
 
Kegiatan intervensi tersebut terbagi dalam tiga jenis yaitu intervensi prioritas, 
intervensi pendukung, dan intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu (Bappenas, 
2018:6). Adapun aktivitas intervensi gizi spesifik sesuai jenisnya adalah sebagai 
berikut. 










Kelompok Sasaran 1000 HPK 
Ibu Hamil 
1. Pemberian makanan 

















Sumber: Olahan penulis berpedoman dari Bappenas, 2018:6. 
Intervensi prioritas gizi spesifik bagi ibu hamil sebagai kelompok sentral 
terkait dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil baik yang tercantum 
dalam Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 33 Tahun 2018 dan dokumen 
Bappenas di atas, selaras dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 




Indonesia. Permenkes ini merinci dengan detail AKG pada tingkat konsumsi energi, 
protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air harian ibu hamil berdasarkan berat badan 
dan tinggi badan. Sedangkan intervensi prioritas suplementasi tablet tambah darah 
(TTD) menetapkan ibu hamil sebagai salah satu kelompok rawan gizi yang berhak 
mendapatkan pelayanan gizi khususnya pemberian TTD dan kapsul Vitamin A 
seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Upaya Perbaikan Gizi. 
Pemilihan kelompok sasaran ibu menyusui merupakan penyesuaian dari 
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu 
Eksklusif (Herwanto, 2019). Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa “Air Susu Ibu 
Eksklusif atau ASI Eksklusif diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 
bulan, tanpa menambahkan/mengganti dengan makanan atau minuman lain”. 
Selanjutnya di Pasal 2 Ayat 1 menyinggung pengaturan pemberian ASI Eksklusif 
sebagai jaminan pemenuhan hak bayi sejak lahir hingga 6 bulan, serta di Ayat 3 
menghimbau peningkatan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah 
Daerah, dan Pusat dalam pemberian ASI Eksklusif. Mengacu kepada peraturan 
tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malang melalui Dinas Kesehatan 
Kabupaten Malang sebagai pengampu peran promotif dan preventif kesehatan di 
daerah menjadikan kelompok ibu hamil sebagai target intervensi gizi spesifik 
pencegahan stunting.  
Adapun intervensi gizi spesifik bagi ibu menyusui dan anak di bawah usia 23 
bulan pada Pasal 6 ayat 2 Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 33 Tahun 




a) mendorong inisiasi menyusu dini; 
b) mendorong pemberian ASI Eksklusif bagi anak usia 0 sampai 6 bulan; 
c) promosi dan edukasi pemberian ASI lanjut disertai makanan pendamping 
ASI yang sesuai; 
d) penanggulangan infeksi kecacingan pada ibu dan anak; 
e) pemberian suplementasi zinc pada anak; 
f) fortifikasi zat besi ke dalam makanan/suplementasi zat gizi mikro; 
g) pencegahan dan penatalaksanaan klinis pada ibu dan anak; 
h) pemberian imunisasi lengkap pada anak; 
i) pencegahan dan pengobatan diare pada anak; 
j) implementasi prinsip manajemen terpadu balita sakit; 
k) suplementasi vitamin A pada anak usia 6-59 bulan; 
l) penatalaksanaan malnutrisi akut parah pada anak; dan 
m) pemantauan tumbuh kembang anak. 
 
Sekian kegiatan intervensi gizi spesifik bagi ibu menyusui dan anak di bawah 
usia 23 bulan di Kabupaten Malang memiliki kesesuaian dengan beberapa 
peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 
2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi, Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Standar Kapsul bagi Bayi, Anak Balita, 
dan Ibu Nifas, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang 
Standar Produk Suplementasi Gizi. Masing-masing pedoman ini terlaksana oleh 
unit-unit penyandang fungsi promotif dan preventif kesehatan di Kabupaten 
Malang yaitu Dinas Kesehatan, serta unit-unit pengampu peran kuratif dan 
rehabilitatif seperti rumah sakit, puskesmas, dan posyandu melalui bidan dan 
perawat serta KPM. Adapun kegiatan intervensi gizi spesifik untuk ibu menyusui 





Tabel 22. Intervensi Gizi Spesifik Kelompok Sasaran Ibu Menyusui dan 















1. Promosi konseling 
menyusui 
2. Promosi konseling 
pemberian makan bayi 
dan anak (PMBA) 
3. Tata laksana gizi buruk 
4. Pemberian makanan 
tambahan pemulihan bagi 
anak kurus 















Sumber: Olahan penulis berpedoman dari Bappenas, 2018:6. 
Kelompok sasaran berikutnya adalah bayi usia 0 sampai dengan 24 bulan 
sebagai pengejawantahan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang 
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Perpres ini secara konkret 
menetapkan tujuan umum Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi bagi 
masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK). Kehidupan 
anak sejak dalam kandungan ibu hingga usia dua tahun atau dalam lingkup 1000 
HPK adalah periode kritis pertumbuhan dan perkembangan anak (Bappenas, 
2018:3). Oleh karena itu, upaya mengoptimalkan kondisi tumbuh kembang anak 
pada 1000 HPK perlu integrasi baik dari level pusat hingga regional. Pemerintah 
Daerah Kabupaten Malang melalui Dinas Kesehatan sebagai pemangku 




meningkatkan kemampuan serta koordinasi maupun implementasi program 
perbaikan gizi salah satunya dengan kegiatan intervensi gizi spesifik.  
Selain kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-23 bulan 
yang merupakan target intervensi gizi spesifik pada masa 1000 HPK. Terdapat 
kelompok sasaran lainnya yaitu remaja putri, wanita usia subur atau produktif, serta 
anak usia 24-59 bulan. Ketiganya masih tergolong sebagai kelompok rentan 
terpapar gizi buruk yang dapat mengarah pada kejadian anak stunting. Untuk lebih 
jelas tabel di bawah ini mendetailkan jenis intervensi gizi spesifik bagi remaja putri, 
wanita usia produktif, dan anak usia 24-59 bulan yang menjadi acuan pelaksanaan 
di Kabupaten Malang. 
Tabel 23. Intervensi Gizi Spesifik Kelompok Sasaran Remaja Putri, Wanita 





























1. Suplementasi kapsul 
vitamin A 
2. Suplementasi taburia 
3. Suplementasi zinc untuk 
pengobatan diare 










Sumber: Olahan penulis berpedoman dari Bappenas, 2018:6. 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, tabel dibawah ini 
memaparkan pelaksanaan serangkaian kegiatan intervensi gizi spesifik untuk 
masing-masing kelompok sasaran pencegahan stunting dengan mengacu pada 
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018. 
Tabel 24. Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik yang Telah Dilaksanakan dengan 
Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 
Intervensi Gizi Spesifik dalam 
Peraturan Bupati Kabupaten Malang 














a) pemeriksaan kehamilan 
sesuai standar; 
b) memberikan makanan 
tambahan pada ibu hamil 
untuk mengatasi 
kekurangan energi dan 
protein kronis; 
c) mengatasi kekurangan 
zat besi dan asam folat; 
d) suplementasi kalsium;  
e) mengatasi kekurangan 
iodium; 
f) menanggulangi 
kecacingan pada ibu 
hamil; dan  
g) melindungi ibu hamil 
yang mengalami 
penyulitan atau risiko 
tinggi 
1) ANC (Ante Natal 
Care) terpadu 





Ibu Hamil KEK 
4) Pemberian Tablet 














a) mendorong inisiasi 
menyusu dini;  
b) mendorong pemberian 
ASI Eksklusif bagi anak 
usia 0 sampai 6 (nol 
sampai enam) bulan; 
c)  promosi dan edukasi 
pemberian ASI lanjut 
disertai makanan 
pendamping ASI yang 
sesuai; 
d) penanggulangan infeksi 
kecacingan pada ibu dan 
anak; 
e) pemberian suplementasi 
zink pada anak; 




g) pencegahan dan 
penatalaksanaan klinis 
pada ibu dan anak; 
h) pemberian imunisasi 
lengkap pada anak;  
i) pencegahan dan 
pengobatan diare pada 
anak; 
j) implementasi prinsip 
manajemen terpadu balita 
sakit;  
k) suplementasi vitamin A 
pada anak usia 6-59 (enam 
sampai  
lima puluh sembilan) 
bulan;  
l)  penatalaksanaan 
malnutrisi akut parah pada 
anak; dan 





2) Kelas Ibu 
3) Pemberian 
Makanan Bayi dan 
Anak (PMBA) 
4) Orientasi / 
Pelatihan 
Pemberian 
Makanan Bayi dan 
Anak (PMBA) 


























a) pemberian tablet Fe 
bagi remaja putri 









Kelompok sasaran dalam intervensi gizi spesifik yang terampu dalam 
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 meliputi ibu hamil, ibu menyusui dan anak 
usia di bawah 23 (dua puluh tiga bulan), serta remaja putri. Kegiatan intervensi gizi 
spesifik yang telah diamanatkan oleh Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 telah 
terlaksana di Kabupaten Malang melalui beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut 
terdiri dari Ante Natal Care (ANC) terpadu, pemberian PMT, Pendampingan ibu 
hamil KEK, dan Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk ibu hamil. Promosi 
pemberian ASI Ekslusif,  kelas ibu, pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), 
imunisasi dasar lengkap, pemberian vitamin A bagi ibu menyusui dan anak di 
bawah 23 (dua puluh tiga) bulan. Sedangkan untuk remaja putri terlaksana melalui 
kegiatan pemberian tablet tambah darah. 
Sebagai bentuk pembaharuan rangkaian kegiatan intervensi gizi spesifik 
dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang untuk tahun-tahun 
selanjutnya, pemerintah daerah Kabupaten Malang melalui wewenang Dinas 
Kesehatan sebagai OPD pengampu intervensi gizi spesifik menerbitkan sejumlah 
lokasi-lokasi prioritas pada setiap tahun secara berkala. Penerbitan lokasi prioritas 
tersebut itu mengacu pada 13 indikator penentuan intervensi gizi spesifik yang 
disusun oleh Dinas Kesehatan dengan merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 33 
Tahun 2018. Adapun lokasi prioritas pada setiap tahun tersebut secara resmi terbit 
melalui:   
1) Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 




Penetapan Desa Prioritas Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten 
Malang Tahun 2020.  
2) Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Malang Nomor 
050/8102/KEP/35.07.202/2020 Tentang Penetapan Desa Prioritas 
Percepatan Pencegahan tunting Kabupaten Malang Tahun 2021.  
Penajaman sasaran wilayah pencegahan stunting di Kabupaten Malang 
mengacu pada pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018. Hal itu dilakukan 
untuk penajaman sasaran intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting 
agar mengerucut pada lokasi yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. 
Adapun lokasi yang menjadi perhatian lebih tersebut adalah lokasi dengan 
prevalensi stunting yang lebih tinggi dari lokasi pada umumnya. Sehingga 
pemerintah dan agen pelaksana kebijakan bisa lebih fokus pada kelompok sasaran 
untuk menekan angka stunting secara terkendali.  
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya 
implementasi kebijakan pencegahan stunting melalui serangkaian bentuk intervensi 
gizi spesifik yang telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Malang mengacu 
pada tujuan utama yang terkandung dalam pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 33 
Tahun 2018. Pasal 2 mengampu tujuan kebijakan yang terkandung dalam Peraturan 
Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tersebut menjelaskan bahwa upaya pencegahan 
stunting dimaksudkan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, kualitas sumber 
daya manusia, dan lingkungan dengan melibatkan semua unsur pemerintah daerah, 




diampu dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Nomor 33 tahun 2018 juga 
disampaikan oleh Bu Anita sebagai berikut:  
“Kalau secara spesifik tujuan utamanya meningkatkan status gizi balita, 
kemudian mencegah balita lebih jauh jatuh kepada keadaan stunting, 
kemudian tentunya secara umum menurunkan angka stunting di wilayah 
Kabupaten Malang”.  
Penjelasan narasumber diatas didukung dengan data prevalensi stunting 
yang menurun secara periodik setiap tahun pada Kabupaten Malang. Penurunan 
prevalensi tersebut mulai dari tahun 2017 (28,3%), 2018 (18,5%), 2019 (12,8%), 
dan 2020 (11,41%). Pengukuran prevalensi stunting pada tahun 2017 sebelum 
terbitnya Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Nomor 33 tahun 2018 
menunjukkan tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Malang melebihi 
prevalensi provinsi Jawa Timur yaitu 26,7%. Sedangkan pada tahun tahun 
berikutnya, penurunan secara berkala mulai terlihat. Hal itu menjelaskan kepaduan 
seluruh aktor pengampu kebijakan intervensi gizi spesifik dalam pencegahan 
stunting dalam mewujudkan tujuan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018.  
5.1.2.3 Sumber Daya Kebijakan 
Indikator kedua pembahasan implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik 
dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang mengacu kepada A Model 
of The Policy Implementation Process oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn 
yaitu dengan menganalisis sumber daya kebijakan. Sumber daya kebijakan terdiri 
dari sumber daya anggaran, sumber daya manusia, dan sumber daya waktu. Sumber 
daya anggaran adalah alokasi dana yang digunakan dalam implementasi kebijakan 




Sedangkan sumber daya manusia terdiri dari aktor sebagai agen pelaksana 
kebijakan. Sedangkan sumber daya waktu meliputi periode implementasi kebijakan 
hingga pecapaiannya dapat dilakukan pengukuran. 
a) Sumber Daya Anggaran  
Hasil penelitian penulis di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang memperoleh 
data bahwa sumber daya anggaran dalam implementasi kebijakan intervensi gizi 
spesifik dalam pencegahan stunting mendapatkan anggaran dari beberapa sumber. 
Sumber daya anggaran ini berasal dari APBD, DAK (Dana Alokasi Khusus) non-
fisik, dan BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) untuk tingkat puskesmas. Adapun 
rangkaian dokumen pendanaan telah tersaji dalam Dokumen RKPD Dinas 
Kesehatan Kabupaten Malang. Terkait dengan sumber daya anggaran tersebut, 
Bapak Gunawan Djoko selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Ibu Anita 
selaku Kepala Seksi Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 
Kabupaten Malang menjelaskan lebih lanjut pada sesi wawancara dengan penulis. 
Bu Anita dalam sesi wawancara menyampaikan bahwa:  
“Pendanaan untuk kegiatan pencegahan stunting setiap tahun didanai oleh 
APBD dan itu sangat mencukupi untuk seluruh kegiatan bagi 390 desa di 
seluruh Kabupaten Malang, untuk tahun 2019 terlampir di RKPD.  Selain itu 
juga ada dana dari DAK non-fisik, dan BOK  yang diberikan untuk 
puskesmas” 
“Bahkan untuk tahun 2020 BAPPEDA mengajukan semacam coba telaah 
agenda pencegahan stunting. Mengkaji tentang kebutuan untuk kabupaten 
malang dari berbagai sektor dari sisi kesehatan, kita temukan sekitar 18 
juta/anak selama setahun. Tapi kita menghitung bukan hanya anak stunting, 
melainkan seluruhnya balita/anak. Angka itu disetujui untuk diberikan 
kepada kita, jadi ada sekitar total anggaran 11 milyar. Kita mendapat 6 milyar, 
sedangkan sisanya diberikan kepada OPD lain yang terkait. Karena meskipun 




“Tapi ada covid pada 2020, harusnya februari kami action, tapi stop, karena 
ada relokasi untuk biaya tidak terduga pencegahan penanggulangan covid.  
Dan tidak boleh kumpul-kumpul, sedangkan rangkain kegiatan itu pasti 
memerlukan kumpul-kumpul di desa lokasi prioritas untuk mengumpulkan 
masyarakat. Jadi tidak mungkin bisa dilaksanakan program itu, jadi kita skip”  
“Tapi upaya pemerintahan kabupaten luar biasa lho, kita nggak ngajukan tapi 
dia minta, “silahkan kamu untuk menurunkan angka stunting kira-kira 
kegiatannya apa, butuh biaya berapa”, dan diberikan”  
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa 
sumber daya anggaran implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik di 
Kabupaten Malang sangat tercukupi. Selain itu, agenda pencgahan stunting ini juga 
mendapat dukungan dari dari pemerintah daerah Kabupaten Malang melalui 
BAPPEDA. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang selaku perangkat daerah 
pengampu kegiatan merinci kegiatan intervensi pencegahan stunting secara detail. 
Hal ini terwujud melalui terbitnya program intervensi, sasaran intervensi, dan lokasi 
intervensi yang selalu diperbaharui setiap tahunnya.   
Sementara itu, sebagai bentuk tanggung jawab, Dinas Kesehatan Kabupaten 
Malang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap anggaran tersebut. 
Pengendalian dan pengawasan ini terlaksana mulai dari proses penyusunan, 
pelaksanaan, dan evaluasi capaian alokasi anggaran. Berikut ini hasil wawancara 
penulis dengan Ibu Anita terkait dengan pengendalian dan pengawasan anggaran  
“Bentuk pengendalian juga kita lakukan dari awal dalam merencanakan 
anggaran tersebut. setelah itu kita mengawal apa yang sudah kita rencanakan, 
agar jangan ada yang ter-scrup dengan satu lain hal sehingga ada rencana 
yang tidak ada di anggaran. Pengawalan itu sampai di RAK, DAK, sehingga 
kita bisa laksanakan apa yang telah kita rencanakan. Hal itu perlu dilakukan 
karena dinas tau apa prioritas untuk sekarang jadi kita juga sesuaikan. Bahkan 
sebenarnya meskipun tidak kita lakukan pengawalan atau pengendalian 
anggaranpun, kita juga sesuaikan dengan bidang yang lain. Adapun pada saat 




puskemas setiap bulannya, sehingga komunikasi terkait alokasi anggaran itu 
jelas” 
Selain bersumber dari APBN, sumber pendanaan intervensi pencegahan 
stunting juga berasal Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah sumber pendanaan 
dari APBN namun untuk lokasi tertentu yang mengampu agenda prioritas nasional. 
Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten 
Malang, dapat diketahui bahwa agenda intervensi pencegahan stunting bukan hanya 
dipandang sebagai isu di tingkat daerah melainkan sudah menjadi permasalahan 
nasional. Oleh karena itu, upaya pencegahan stunting adalah agenda prioritas 
nasional yang menuntut seluruh daerah sasaran terpilih memiliki agenda khusus 
untuk pencegahan stunting.  
Sumber daya anggaran untuk level puskesmas termasuk dalam Bantuan 
Operasional Kesehatan (BOK). BOK adalah subsidi pemerintah daerah pada sektor 
kesehatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Adapun 
fungsi BOK yaitu untuk menunjang pelayanan kolektif di puskesmas, agar tidak 
tidak terjadi kesenjangan pelayanan pada tingkat kecamatan dan kelurahan. 
Pemanfaatan BOK terwujud dalam pembiayaan petugas kesehatan, bidan, dan 
kader kesehatan untuk melalukan upaya promotif dan preventif di luar gedung 
puskesmas.  
Kemudian, BOK memiliki kegunaan sebagai pembiayaan belanja barang 
yang mendukung pelaksanaan kegiatan kesehatan pada wilayah puskesmas yang 
bersangkutan. Pemanfaatan tersebut terwujud dalam pembelian PMT beserta 




penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan intervensi gizi spesifik dalam upaya 
pencegahan stunting dalam pemanfaatan BOK dilakukan dengan pemberian PMT 
kepada kelompok sasaran dan sweeping pasien terindikasi stunting dengan landasan 
laporan rutin bulanan yang diterima oleh puskesmas. Selanjutnya, kegiatan 
sweeping rutin setiap bulan ini dilakukan saat penyelenggaraan posyandu untuk 
menjangkau pasien stunting yang lebih luas. Berikut ini adalah sajian data sumber 
daya anggaran dalam implementasi kegiatan intervensi gizi spesifik pencegahan 
stunting di Kabupaten Malang. 
Tabel 25. Sumber Daya Anggaran Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik 
pencegahan Stunting di Kabupaten Malang Tahun 2019 
Program/Kegiatan 
Intervensi Gizi Spesifik 
Sumber Pendanaan Anggaran 
Pemberian Makanan 
Tambahan (PMT) 









pemulihan balita kurus 
APBD 
Pemberian kapsul 
Vitamin A balita 
APBN 
Pemberian TTD 
remaja putri (rematri) 
APBN 
Peningkatan imunisasi 
sesuai jumlah kegiatan 
yang dilaksanakan 










dengan jumlah validasi 
puskesmas 




APBD Rp 26.100.000,00 
Sumber: Olahan penulis bersumber pada dokumen Dinas Kesehatan Kabupaten 
Malang, 2020. 
 
Tabel di atas merepresentasikan anggaran pendanaan program/kegiatan 
intervensi gizi spesifik pencegahan stunting di Kabupaten Malang tahun 2019. 
Sumber daya anggaran ini berasal dari beberapa sumber pendanaan yaitu APBN, 
APBD, dan BOK. Sumber pendanaan program/kegiatan intervensi gizi spesifik 
tersebut tercantum dalam RKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun 2019. 
 
Tabel 26. Sumber Daya Anggaran Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik 
pencegahan Stunting di Kabupaten Malang Tahun 2020 
Kegiatan Intervensi 
Gizi Spesifik 
Sumber Pendanaan Anggaran 
Pemberian PMT ibu 
hamil KEK APBN Rp 7.273.350.000,00 
Pemberian PMT balita 
APBN Rp 12.829.950.000,00 
Pemberian TTD ibu 
hamil APBN Rp 1.469.513.826,00 
Pemberian TTD 
remaja putri APBN Rp 3.474.694.080,00 
Osagi 
APBD Rp 6.137.619.150,00 
Orientasi kelas ibu 




Orientasi buku KIA 
APBD Rp 127.342.000,00 
Orientasi 
penanggulangan 
anemia remaja putri 
APBD Rp 234.483.500,00 
Pendampingan 
kepatuhan minum zinc 
bagi balita diare 
APBD Rp 21.645.000,00 
Penggandaan/cetak 
form kepatuhan 
minum zinc bagi balita 
diare 
APBD Rp 195.000.000,00 
Kampanye program 
ASI ekslusif 
APBD Rp 54.600.000,00 
Pendampingan ibu 
hamil untuk mencegah 
stunting 
APBD Rp 472.500.000,00 
Sumber: Olahan penulis bersumber pada dokumen Dinas Kesehatan Kabupaten 
Malang, 2020. 
 
Tabel di atas menyajikan paparan kegiatan intervensi gizi spesifik di tahun 
2020 beserta sumber daya anggarannya. Sebagian kegiatan intervensi gizi spesifik 
yang berlangsung memiliki persamaan dengan kegiatan di tahun sebelumnya. 
Namun, terdapat penambahan beberapa kegiatan intervensi gizi spesifik di lokasi 
prioritas tahun 2020. Kegiatan tersebut meliputi Osagi, orientasi kelas ibu, orientasi 
buku KIA, orientasi penanggulangan anemia rematri, kampanye program ASI 
Ekslusif, dan pendampingan ibu hamil untuk pencegahan stunting. Pada tahun 
2020, sumber anggaran lebih banyak bersumber pada APBD dan APBN. 
b) Sumber Daya Manusia  
Sumber daya manusia pada kegiatan intervensi gizi spesifik adalah faktor 




33 Tahun 2018 Tentang Upaya Pencegahan Stunting di Kabupaten Malang. Aktor 
yang terlibat mulai dari level pemerintah daerah hingga grassroot berperan mulai 
dari proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kegiatan. Paragraf di bawah 
ini akan menguraikan aktor yang terlibat beserta tugas-tugas yang menjadi 
tanggungjawabnya.  
Sumber daya manusia sebagai tim teknis pelaksana intervensi gizi spesifik 
tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 
188.45/181/KEP/35.07.13/2019 Tentang Tim Teknis Pencegahan Stunting 
Kabupaten Malang. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menjadi kepala 
koordinator dari Tim Teknis Pencegahan Stunting ini. Adapun susunan 
keanggotaan Tim Teknis Pencegahan Stunting Kabupaten Malang meliputi:  
a) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Malang 
b) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Malang 
c) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Malang 
d) Kepada Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 
e) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Malang 
f) Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Malang 
Penjelasan lebih lanjut mengenai Tim Teknis Pencegahan Stunting 
Kabupaten Malang ini sempat disinggung dalam wawancara. Adapun Bapak 
Gunawan Djoko selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 




“Memang untuk intervensi gizi spesifik dalam pencegahan stunting ini 
diampu oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya, baik level puskesmas dan 
posyandu melalui bidan dan kader lapangan”  
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis memperoleh kesimpulan 
bahwa pemilihan aktor dalam intervensi gizi spesifik pada upaya pencegahan 
stunting di Kabupaten Malang dilaksanakan oleh penyelenggara sektor kesehatan 
di lokasi prioritas intervensi. Selanjutnya, tugas Tim Teknis Pencegahan Stunting 
Kabupaten Malang terjabarkan sebagai berikut.  
1) melakukan koordinas dan komunikasi efektif lintas program dan lintas 
sektor dalam upaya pencegahan stunting; 
2) mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting; 
3) merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan 
stunting; 
4) melaksanakan pemetaan peran linstas sektor terkait dengan pencegahan 
stunting; 
5) melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan stunting yang 
berkelanjutan; 
6) monitoring dan evaluasi program penccegahan stunting; 
7) memberikan rekomendasi kepada Bupati Malang terkait perencanaan dan 
pelaksanaan upaya pencegahan stunting; dan 
8) melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim teknis kepada Bupati Malang 
melalui sekertaris Daerah Kabupaten Malang. 
Selain dari Tim Teknis Pencegahan Stunting Kabupaten Malang, Dinas 
Kesehatan Kabupaten Malang mendapatkan bantuan dari Puskesmas, Bidan, 
Perawat, Dokter, dan Kader. Aktor-aktor ini merupakan tenaga kesehatan teknis 
lapangan yang berperan untuk menjangkau masyarakat dan kelompok sasaran 
interevensi secara langsung.  
Puskesmas sebagai institusi kesehatan di wilayah kecamatan berada di bawah 




pemantauan pertumbuhan balita di wilayahnya melalui koordinasi dengan bidan 
dan perawat di tingkat desa. Koordinasi ini terjalin melalui kegiatan posyandu 
setiap bulan. Selain itu, puskesmas juga menyediakan layanan lebih lanjut terhadap 
temuan pasien stunting yang telah teridentifikasi oleh bidan dan kader di tingkat 
desa. Puskesmas berperan dalam memberikan kepastian layanan dan produk 
intervensi gizi spesifik bagi seluruh penyelenggaraan yang dilakukan agen pelaksa 
pada level dibawahnya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, diperoleh penjelasan 
sebagai berikut:   
(1) Puskesmas melakukan intervensi gizi spesifik dalam bentuk  
(2) konseling gizi,  
(3) pemberian sirup zinc,  
(4) kelas ibu hamil dengan Anti Natal Care terpadu,   
(5) Kelas edukasi ASI Eksklusif 
(6) Pemantauan Kesehatan Bumil bagi balita BGK 
(7) Pemberian PMT 
(8) Pemberian Tablet Fe pada remaja putri dan Ibu Hamil 
(9) Pemberian Vitamin A 
Aktor lapangan pada tingkat desa adalah bidan dan perawat sebagai 
perpanjangan tangan dari level puskesmas. Peran bidan dalam upaya intervensi 
dalam pencegahan stunting sangat penting karena berhadapan langsung dengan 
masyarakat kelompok sasaran intervensi. Pada saat penyelenggaraan posyandu, 
bidan akan melakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan pada bayi dan 
balita untuk mendapatkan data berat badan dan tinggi badan bayi dan balita, 
sehingga akan teridentifikasi balita stunting untuk kemudian dilakukan kontrol dan 
pencegahan lebih lanjut. 
Rangkaian kegiatan tersebut adalah agenda rutin intervensi gizi spesfik yang 




kader adalah garda terdepan sebagai aktor yang berhadapan dengan masyarakat. 
Namun puskesmas tetap hadir pada kegiatan-kegiatan edukatif intervensi gizi 
spesifik seperti konseling gizi, kelas ibu hamil dengan Anti Natal Care terpadu, dan 
kelas edukasi ASI Eksklusif.  
Bidan dan perawat sebagai agen penerus dari level puskesmas berada di level 
desa dalam penyelenggaraan posyandu yang mencakup rangkaian kegiatan 
intervensi gizi spesifik tersebut. Peran bidan pada upaya intervensi dalam 
pencegahan stunting sangat penting karena berhadapan langsung dengan 
masyarakat sebagai kelompok sasaran intervensi. Saat penyelenggaraan posyandu 
bidan akan melakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan pada bayi dan 
balita untuk mendapatkan data berat badan dan tinggi badan bayi dan balita. 
Sehingga dari agenda timbang tersebut identifikasi terhadap temuan balita stunting 
bisa terkontrol sehingga jika ada temuan stunting bisa mendapatkan penaganan 
medis lebih lanjut.  
Bidan desa didampingi oleh kader. Kader adalah warga sekitar yang terpilih 
guna membantu bidan dalam pelaksanaan kegaitan posyandu rutin setiap bulannya. 
Pemilihan kader dilakukan melalui forum musyawarah antara kepala desa serta 
bidan desa. Tujuan dibentuknya kader dalam pelaksanaan intervensi gizi spesifik 
pada upaya pencegahan stunting adalah menjamin kelompok sasaran mendapatkan 
pelayanan secara terintegrasi. Kader desa memiliki tugas umum sebagai aktor 
pendukung yang bertanggung jawab kepada bidan dalam implementasi intervensi 
gizi spesifik pada kegiatan posyandu, dan sweeping balita jika ada yang tidak hadir 




desa diupayakan dapat terwujud dengan kesinambungan pegiat lokal sebagai aktor 
pendukung dalam pemberian layanan kolektif yang dilaksanakan secara rutin.  
Berdasarkan hasil penelitian penulis, diperoleh informasi terkait serangkaian 
tugas dari kader sebagai berikut: 
1. Mensosialisasikan kebijakan integrasi pencegahan dan penurunan stunting 
kepada masyarakat desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 
stunting melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai deteksi 
dini stunting.  
2. Pendataan dan identifikasi sasaran rumah tangga 1.000 HPK melalui peta 
sosial desa dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD).  
3. Memantau layanan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi 
terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran 
mendapatkan layanan yang berkualitas.  
4. Menfasilitasi dan melakukan advokasi peningkatan belanja APBDes 
utamanya yang bersumber dari Dana Desa untuk membiayai upaya 
penurunan stunting terintegrasi, baik intervensi gizi spesifik maupun 
sensitif.  
5. Memfasilitasi suami, bapak serta keluarga dari anak usia 0-23 bulan untuk 
mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak.  
6. Memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam 
perencanaan, pelaksaaan, dan pengawasan program atau kegiatan 




7. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan para pihak yang berperan 
serta dalam pelayanan pencegahan dan penurunan stunting, seperti bidan 
desa, petugas puskesmas (tenaga gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau 
perangkat desa.  
c) Sumber Daya Waktu  
Sumber daya waktu dalam intervensi gizi spesifik pencegahan stunting 
meliputi jangka waktu kegiatan intervensi tersebut. Jangka waktu kegiatan 
intervensi gizi spesifik di Kabupaten Malang sesuai dengan timeline tahapan aksi 
integrasi. Berikut adalah timeline tahapan aksi integrasi tersebut. 





































































































  Aksi #8 Reviu Kinerja Tahunan 
  
Sumber: Olahan penulis bersumber pada hasil wawancara dan Bappenas, 2018. 
 
Tabel di atas menampilkan rancangan timeline tahapan aksi integrasi 




bersama perangkat daeran bersangkutan. Terdapat 8 (delapan) tahapan aksi yang 
dilakukan meliputi (1) Analisis situasi; (2) Rencana kegiatan; (3) Rembuk stunting; 
(4) Penyusunan Perbup/Perwali tentang peran desa; (5) Pembinaan kader KPM; (6) 
Sistem manajemen data stunting ; (7) Pengukuran dan publikasi data stunting; dan 
(8) Reviu kinerja tahunan penanganan stunting. Hasil keluaran (output) dari 
timeline kegiatan intervensi stunting ini terwujud dengan adanya laporan timbang. 
Laporan timbang merupakan himpunan dari data serahan bidan dan perawat 
melalui kegiatan posyandu. Kemudian puskesmas akan menyerahkan hasil laporan 
timbang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Sementara itu, pengukuran 
pencapaian intervensi dalam upaya penanganan stunting terukur melalui 2 kali 
kegiatan timbang dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Jarak 
antara Februari dan Agustus atau enam bulan diantaranya merupakan tolok ukur 
pencapaian intervensi yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian, pada akhir tahun 
terdapat reviu kinerja keseluruhan perangkat daerah yang terlibat dalam intervensi 
penanganan stunting selama satu tahun. 
5.1.2.4 Komunikasi antar ogranisasi pelaksana kebijakan 
Tahapan ketiga pada bahasan implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik 
pada pencegahan stunting di Kabupaten Malang berdasarkan A Model of The Policy 
Implementation Process oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn adalah 
menganalisis komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan. Bagian ini akan 
menjelaskan bentuk komunikasi dan koordinasi antar pelaksana dalam 
implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Upaya Pencegahan 




pencegahan stunting di Kabupaten Malang terbentuk mulai dari proses 
perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Hasil penelitian penulis menemukan 
bahwa mekanisme komunikasi antar organisasi pelaksana dalam perencanaan 
intervensi gizi spesifik pencegahan stunting adalah sebagai berikut. 
A. Komunikasi Struktural  
1) Analisis Situasi 
Analisis situasi mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting dalam wilayah 
kabupaten/kota, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan yang 
ada, untuk memahami permasalahan rendahnya integrasi intervensi gizi prioritas 
pada sasaran prioritas (rumah tangga intervensi 1.000 HPK) (Bappenas, 2018:22). 
Penanggung jawab dari aksi analisis situasi ini adalah Bappeda Kabupaten Malang 
beserta perangkat daerah pengampu kegiatan intervensi Tahapan ini 
mengidentifikasi sebaran kasus stunting berdasarkan data lapangan. Adapun 
tahapan pelaksanaan analisis situasi terdiri dari: 
(a) perancangan tujuan pelaksanaan analisis situasi; 
(b) reviu hasil analisis sebelumnya yang dianggap relevan; 
(c) pelaksanaan analisis situasi, melalui kegiatan: 
(1) pertemuan awal (kick-off) analisis situasi; 
(2) analisis sebaran prevalensi stunting; 
(3) analisis ketersediaan program dan kesenjangan cakupan layanan; 
(4) pemetaan program dan pendanaan; 
(5) identifikasi kesenjangan program untuk integrasi layanan; 
(6) analisis kesenjangan cakupan layanan dan kebutuhan program; 
(7) rekomendasi lokasi fokus dan realokasi atau penambahan alokasi 
program; 
(d) analisis situasi penyampaian layanan pada rumah tangga prioritas 1.000 
HPK; 
(e) analisis kebutuhan penguatan koordinasi antar program dan antar 




Output lain dari tahapan ini terdiri dari (1) Rekomendasi kebutuhan 
program/kegiatan yang akan direkomendasikan perbaikan alokasinya melalui 
realokasi maupun penambahan alokasi program; (2) Rekomendasi tindakan 
perbaikan penyampaian layanan yang perlu diprioritaskan; dan (3) rekomendasi 
kebutuhan kegiatan untuk penguatan koordinasi, baik koordinasi antar perangkat 
daerah melalui sinkronisasi program/kegiatan, maupun koordinasi antar 
kabupaten/kota dan desa melalui dukungan kecamatan (Bappenas, 2018:22). 
2) Rencana Kegiatan 
Tahapan rencana kegiatan merupakan rencana tindak lanjut kabupaten/kota 
dalam merealisasikan rekomendasi hasil analisis situasi (Bappenas, 2018:25). 
Seperti yang telah disinggung pada tahap sebelumnya, di tahap ini Dinas Kesehatan 
Kabupaten Malang bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Malang untuk 
menyusun rencana program/kegiatan peningkatan cakupan dan integrasi intervensi 
gizi spesifik pada tahun anggaran selanjutnya. Prosedur penyusunan rencana 
kegiatan meliputi: 
(a) penyusunan rancangan rencana kegiatan yang terdiri dari: 
(1) reviu rekomendasi hasil analisis situasi; 
(2) reviu dokumen perencanaan penganggaran yang bersangkutan; 
(3) reviu hasil musrenbang desa dan musrenbang kecamatan; 
(4) pemetaan opsi sumber pendanaan; 
(5) pembahasan dan konsolidasi rancangan rencana kegiatan; 
(b) diskusi rancangan rencana kegiatan dengan DPRD; 
(c) pemaparan rancangan rencangan rencana kegiatan pada rembuk stunting 
kabupaten/kota; 
(d) finasilasi rancangan rencana kegiatan (Bappenas, 2018:25-26). 




Tahapan rembuk stuting merupakan langkah untuk melakukan konfirmasi, 
sinkronisasi, dan sinergi hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan dari 
perangkat daerah penanggung jawab intervensi pencegahan stunting di 
kabupaten/kota (Bappenas, 2018:28). Output yang dihasilkan dari rembuk stunting 
adalah komitmen penurunan stunting yang ditandatangani oleh bupati/walikota, 
perwakilan DPRD, kepala desa, pimpinan perangkat daerah terkait, serta 
perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat. Kemudian tahap ini juga 
menghadirkan rencana kegiatan intervensi gizi yang lebih terintegrasi. Perangkat 
daerah penanggung jawab kegiatan rembuk stunting adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Malang dan Bappeda Kabupaten Malang melalui pembentukan Tim 
Pelaksanan Kegiatan (TPK) Rembuk Stunting. Prosedur pelaksanaan rembuk 
stunting adalah sebagai berikut. 
(a) merancang agenda pelaksanaan rembuk stunting; 
(b) menyiapkan dokumen pendukung; dan 
(c) sosialisasi dan diseminasi komitmen aksi integrasi penurunan stunting 
(Bappenas, 2018:28-29). 
4) Peraturan Bupati Tentang Peran Desa  
Tahapan ini bertujuan untuk menerbitkan peraturan baru atau merevisi 
peraturan yang ada dan dinilai relevan dengan agenda pelaksanaan intervensi 
penurunan stunting. Peraturan ini diharapkan dapat menjelaskan peran dan 
kewenangan desa sebagai orientasi perencanaan dan pengalokasian anggaran 
APBDes (Bappenas, 2018:34). Perangkat daerah penanggung jawab intervensi gizi 
pencegahan stunting terintegrasi di tingkat desa adalah Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (BPMD) atau perangkat daerah yang berkaitan dengan peran 




(a) penyusunan rancangan peraturan bupati; 
(b) pembahasan rancangan peraturan bupati; dan 
(c) menetapkan dan mensosialisasikan peraturan bupati (Bappenas, 2018:35). 
5) Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) 
KPM memiliki peran sebagai pembantu desa dalam memfasilitasi pelaksnaan 
integrasi intervensi penurunan stunting di tingkat desa (Bappenas, 2018:36). 
Kehadiran tahapan ini memastikan mobilisasi kinerja kader di seluruh desa berjaln 
dengan baik. Perangkat daerah penanggung jawab urusan ini adalah BPMD atau 
perangkat daerah bersangkutan lainnya. Prosedur pembinaan KPM meliputi: 
(a) memahami tugas KPM; 
(b) mengidentifikasi ketersediaan sumber daya dan pembiayaan KPM; 
(c) mengembangkan dukungan sistem untuk mengoptimalkan kinerja KPM; 
dan 
(d) mensinergikan kinerja KPM dengan program perangkat daerah terkait 
(Bappenas, 2018:37-38). 
 
6) Sistem Manajemen Data 
Manajemen data stunting merupakan upaya mengelola data di tingkat 
kabupaten/kota hingga desa yang selanjutnya digunakan untuk mendukung 
pelaksanaan aksi-aksi integrasi lainnya. Pengadaan sistem manajemen data adalah 
bagian dari manajemen sumber daya informasi dari identifikasi kebutuhan data, 
pengumpulan data, sampai pemanfaatan data (Bappenas, 2018:39). Perangkat 
daerah penyedia sistem manajemen data stunting adalah Bappeda Kabupaten 
Malang. Prosedur pelaksanaan manajemen data stunting di Kabupaten Malang 
adalah sebagai berikut. 
(a) identifikasi kebutuhan dan kesenjangan data; 
(b) identifikasi sistem manajemen data yang tersedia; 




(d) reviu terhadap perbaikan dan pemanfaatan sistem data (Bappenas, 2018:41-
42). 
7) Pengukuran dan Publikasi Stunting 
Pengukuran dan publikasi stunting adalah upaya untuk memperoleh data 
prevalensi stunting secara up to date pada level puskesmas, kecamatan, dan desa 
(Bappenas, 2018:42). Perangkat daerah pengampu kegiatan pengukuran dan 
publikasi data stunting adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Platform 
pelaksanaan pengukuran stunting melalui posyandu, bulan penimbangan balita dan 
pemberian vitamin A (bulan Februari dan Agustus), serta survei gizi kabupaten 
kota. Prosedur pengukuran dan publikasi data stunting meliputi: 
(a) mempersiapkan rencana jadwal pengukuran tumbuh kembang anak balita; 
(b) pelaksanaan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita; 
(c) pengelolaan penyimpanan data pengukuran pertumbuhan dan 
perkembangan anak balita; 
(d) pemanfaatan data hasil pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak 
balita; dan 
(e) diseminasi dan publikasi hasil pengukuran pertumbuhan dan perkembangan 
anak balita (Bappenas, 2018:44-45). 
8) Reviu Kinerja Tahunan 
Tahapan ini terlaksana di akhir tahun anggaran sebagai bentuk evaluasi 
kegiatan intervensi. Pelaksanaan reviu ini membandingkan (1) Rencana dan 
realisasi capaian output (target kinerja), capaian outcome, penyerapan anggaran, 
dan kerangka waktu penyelesaian; (2) Mengidentifikasi faktor penghambat 
pencapaian target kinerja output dan outcome; serta (3) Merumuskan tindak lanjut 
perbaikan agar target kinerja dapat dicapai di tahun berikutnya (Bappenas, 




Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dan Bappeda Kabupaten Malang. Adapun 
prosedur reviu meliputi: 
(a) identifikasi sumber data dan pengumpulan data kinerja program/kegiatan; 
(b) pelaksanaan reviu kinerja tahunan penurunan stunting terintegrasi; dan 
(c) menyusun dokumen hasil reviu kinerja tahunan (Bappenas, 2018:47-48). 
Mengacu pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 
lembaga pelaksana intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting 
terlaksana untuk meningkatkan integrasi. Komunikasi antar lembaga dilakukan 
mulai dari tahap penentuan lokasi prioritas, perencanaan kegiatan, koordinasi 
dengan perangkat daerah di level bawah, penyusunan dasar legitimasi berupa 
peraturan yang menguatkan wewenang level desa, pembinaan aktor non-formal 
sebagai agen pendukung lapangan, sistem pendataan bayi dan balita, publikasi data 
stunting, serta reviu kinerja tahunan.  
B. Komunikasi temuan Kasus Stunting  
Hasil penelitian penulis terhadap proses kumunikasi antar agen pelaksana 
dalam upaya pencegahn stunting juga mencakup proses pelaksanaan intervensi. 
Komunikasi apabila teridentifikasi balita stunting pada kegiatan posyandu, atau ada 
laporan dari tingkat desa, maka balita tersebut akan diatasi secara medis dengan 
intervensi gizi spesifik yang sesuai oleh bidan desa. Jika pasien dapat ditangani 
maka akan dipantau secara berkala pada level bidan desa. Namun jika kondisi 
pasien perlu penanganan lebih lanjut maka akan di tindak lanjut ke level Puskesmas 
untuk ditangani. Jika kondisi pasien semakin parah, dan perlu intervensi mendalam 
maka akan di rujuk ke Dinas Kesehatan kabupaten dan selanjutnya akan diserahkan 




Fakta tersebut penulis dapatkan dari hasil wawancara dari sejumlah 
Puskesmas dan bidan desa dari lokasi prioritas intervensi. Puskesmas Ardimulyo 
melalui Bu Tri Hermin selaku Kepala Bagian Gizi menjelaskan bahwa: 
“Penanganan pertama stunting itu lewat bidan desa dan perawat desa, jadi di 
setiap desa ada sepaket untuk intervensi penanganan itu. Kalau di puskesmas 
untuk pelayanan secara khususnya tidak ada, penanganan khususnya di bidan. 
Kalau misalnya dia sunting dan bermasalah, kalau ditangani bidan desa bisa, 
ya bidan, kalau tidak bisa baru dirujuk ke puskesmas, kalau tidak bisa baru 
dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi”  
Hal serupa dalam komunikasi penanganan stunting juga dijelaskan oleh  Pak Mukit 
selaku selaku Kepala Bagian gizi Puskesmas Pakis bahwa: 
“Jadi gini, stunting saat ini lagi booming. Jadi kita ini sebagai garda 
ditingkat awal. Mitra kerja kita adalah kader posyandu yaitu bidan dan 
kader. Karena stunting, maka ada program gizi untuk umur 1-5 tahun. Tapi 
kita hanya lihat dari hasil posyandu tiap bulan. Di kader, kader ke bidan, 
bidan atau perawat ke kita. Terus kita ke dinas, program gizi disana. Kalau 
memang stunting kita segera tangani, tapi kita lihat apa penyebabnya, apa 
pola makan, daya beli, atau penyakit penyerta. Kalau penyakit penyerta kita 
merujuk ke RS rujukan, lalu setelah sembu, kita yang menangani pola 
makan”  
Komunikasi antar agen pelaksana intervensi gizi spesifik dapat disimpulkan 
bahwa penanganan stunting sudah diberikan pada level desa melalui rangkaian 
kegiatan dan produk yang disediakan oleh bidan dan kader. Namun apabila melalui 
rangkaian intervensi tersebut pasien tidak kunjung sembuh maka akan dirujuk ke 
tingkat puskesmas. Puskesmas sendiri mengidentifikasi akar permasalahan dari 
kondisi akut pasien stunting tersebut untuk menentukan intervensi yang tepat untuk 
pasien. Koordinasi Puskesmas dilakukan bersama Dinas Kesehatan sehingga bisa 
ada penanganan lebih lanjut terhadap pasien. Adapun jika penanganan tersebut 
masih butuh tindak lanjut lagi maka akan diserahkan pada Rumah Sakit Daerah 




Selain koordinasi pada saat pelaksanaan intervensi penanganan stunting, kontrol 
terintegrasi juga dilakukan terhadap pendataan balita pada level tingkat desa sampai 
tingkat pemerintah daerah. Koordinasi tersebut dilakukan secara 
berkesinambungan mulai dari bidan, puskesmas, dan Dinas Kesehatan melalui 
laporan timbang bayi terintegrasi setiap bulannya. Fakta tersebut dijelaskan oleh 
sejumlah narasumber dari tingkat bidan desa pada lokasi prioritas intervensi 
stunting. Adapun proses komunikasi tersebut dilakukan serentak oleh seluruh bidan 
setelah posyandu dengan pelaporan status gizi balita setiap bulan dengan petugas 
gizi Puskesmas yang selanjutnya di serahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Malang. 
5.1.2.5 Karakteristik badan pelaksana kebijakan 
 Tahapan keempat pada pembahasan implementasi kebijakan intervensi gizi 
spesifik dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang dengan A Model 
of The Policy Implementation Process yang digagas Donald Van Metter dan Carl 
Van Horn adalah menganalisis karakteristik badan pelaksana sebagai aktor dalam 
implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting 
di Kabupaten Malang. Karakteristik badan pelaksana kebijakan adalah salah satu 
faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan. Hal ini penting karena tercapainya 
kebijakan dipengaruhi oleh kerja sama yang padu antar agen pelaksana dan tujuan 
kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun agen pelaksana intervensi gizi spesifik 
dalam penanganan stunting terdiri dari organisasi formal dan informal yaitu Dinas 




Hasil penelitian membuktikan bahwa karakteristik Dinas Kesehatan 
Kabupaten cukup demokratis dalam memberikan kewenangan kepada Puskesmas. 
Penjelasan tersebut disampaikan oleh Ibu Anita dan Pak Gunawan selaku pihak dari 
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang bahwa Hal itu menimbang bahwa puskesmas 
berpedoman pada regulasi pelaksanaan penanganan stunting dari tingkat daerah dan 
nasional. Pelimpahan wewenang dalam penanganan stunting tersebut sudah 
dilakukan sebelum pandemi COVID-19 seperti yang tercantum di dalam Peraturan 
Bupati Nomor 33 Tahun 2018.  
Adapun saat pandemi COVID-19 acuan regulasi pelaksanaan kegiatan 
kesehatan di lapangan berlandaskan kepada Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12763/2020 Tentang Panduan 
Operasional Upaya Kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu Dalam Adaptasi 
Kebiasaan Baru Untuk Penerapan Masyarakat Produktif Dan Aman COVID-19. 
Upaya tersebut dilakukan pemerintah sehingga puskesmas, bidan, dan KPM bisa 
lebih leluasa dalam implementasi intervensi penanganan stunting dengan 
menyesuaikan dinamika kondisi yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian 
selanjutnya menjelasan karakteristik beberapa puskesmas yang konservatif namun 
adaptif dalam implementasi kegiatan intervensi gizi spesifik dalam upaya 
penanganan stunting di Kabupaten Malang. Salah satunya dijelaskan oleh Ibu Tri 
Hermin selaku Kepala Bagian Gizi Puskesmas Ardimulyo sebagai berikut:  
“Pelayanan pada anak stunting itu tetap ada meski pandemi dimulai pada 
pertengahan maret 2020. Kalau lewat posyandu sampai pertengahan maret 
2020 kita masih buka, setelah itu kedepannya kan ditutup tergantung zona. 
Memang turun kunjungan ke posyandu bahkan ada posyandu yang tutup 




“Jadi jumlah balita yang ada di puskesmas ardimulyo, total 8 desa itu ya itu 
5000 sekian, sedangkan yang hadir di penimbangan sekitar 3 sampai 4 ribu, 
bahkan saat pandemi yang hadir hanya 500. Memang posyandu sendiri tidak 
mewajibkan, karena masyarakat sendiri takut berkerumun, dan pelayanan 
sendiri hanya imunisasi. Seiring berjalannya waktu jumlah kunjungan naik 
jadi 600, 1000, 1200 orang, dan sekarang sudah normal” 
Selain itu, juga diperoleh penjelasan dari Ibu Dianita selaku narasumber dari 
Bagian Gizi Puskesmas Sumbermanjing Kulon bahwa pemantauan pertumbuhan 
balita di posyandu tetap dilakukan dengan memenuhi protokol kesehatan yang 
meliputi pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, kelas balita, dan pemberian PMT. 
Jika ada balita yang tidak hadir kegiatan posyandu akan dilakukan kunjungan 
rumah bersama kader kesehatan yang memenuhi protokol kesehatan dengan 
memakai masker dan APD.  
Namun, di sisi lain terdapat beberapa puskesmas lokasi prioritas intervensi 
pencegahan stunting yang terhambat pelaksanaan agenda rutinnya karena pandemi. 
Salah satu diantaranya seperti yang dialami oleh Puskesmas Gondanglegi. Berikut 
penjelasan Ibu Firda Amalia selaku narasumber Puskesmas Gondanglegi sebagai 
berikut:  
“Selama pandemi ini kita sebagai petugas gizi PKM sedikit kesulitan karena 
kita hanya bisa berkoordinasi penanganan stunting ini dengan bidan desa 
terkait, adapun penanganan di lapangan saat ini masih sulit untuk melakukan 
posyandu karena berkaitan dengan zona COVID-19. Untuk mengatasi hal itu 
ahli gizi melakukan koordinasi dengan bidan desa melalui bantuan kader, 
juga akhirnya banyak balita yang di rujuk ke PKM untuk dilakukan validasi 
pengukuran karena di wilayah gondanglegi sebagian masyarakat masih takut 
jika diselenggarakan posyandu dan di kunjungi petugas puskesmas di masa 
pandemi ini” 
Hambatan dalam pelaksanaan posyandu rutin sebagai upaya intervensi gizi 
spesifik untuk penanganan stunting dialami oleh Puskesmas Wagir sebagaimana 




“Selama pandemi tentunya pelayanan tidak bisa maksimal. Sejak bulan maret 
hanya melayani imunisasi saja, itupun dengan kunjungan rumah. Kegiatan di 
desa-desa tertentu juga banyak yang terhenti pada awal pandemi. Tapi 
sekarang sudah berjalan lagi.  
Jadi yang dilakukan pada saat posyandu itu hanya ANC terpadu, konseling 
gizi yang termasuk penanganan stunting. Jadi tidak semua, karena ada yang 
masih tidak bisa dilakukan dan harus ditunda. Untuk menangani itu dan tetap 
menjangkau balita stunting maka kita mengatasi dengan melakukan sweeping 
penimbangan untuk balita sakit dengan masalah gizi serta konseling PMBA 
dengan kunjungan rumah” 
Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan intervensi gizi 
spesifik di sejumlah lokasi prioritas intervensi mengalami hambatan karena 
pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kunjungan pasien berkurang pada saat 
agenda rutin kolektif posyandu. Namun, PKM tetap berupaya menjangkau pasien 
tersebut dengan sweeping dan kunjungan rumah meskipun tidak semua kegiatan 
intervensi diberikan. Hal yang sama juga terjadi pada Puskesmas Pakis 
sebagaimana dijelaskan oleh Bu Yuan selaku petugas PKM Bagian Gizi di bawah 
ini. 
“Selama pandemi seluruh kegiatan posyandu disini dan desa lokasi prioritas 
terhenti total. Jadi diganti kunjungan rumah oleh bidan. Kegiatan yang 
diberikan juga terbatas, seperti pemberian Vitamin A di bulan februari rutin 
setiap tahun itu. Dalam kunjungan itu juga memprioritaskan kelompok 
sasaran intervensi stunting yaitu balita, ibu hamil, menyusui, nifas, yang 
tentunya dilaksanakan oleh bidan” 
Berdasarkan hasil penelitian pada sejumlah lokasi prioritas intervensi 
pencegahan stunting dapat disimpulkan bahwa mayoritas kegiatan intervensi rutin 
pada saat pandemi ini terhambat karena zona dan kunjungan pasien yang menurun 
akibat COVID-19. Maka dari itu, petugas PKM mengganti posyandu dengan 




membuktikan bahwa meskipun pelaksanaannya terhambat, PKM tetap melakukan 
upaya untuk menjangkau kelompok sasaran.  
Sedangkan di level desa, penanganan stunting ditengah pandemi terlaksana 
melalui bidan dan kader berupaya tetap adaptif dan persuasif untuk menyesuaikan 
kondisi yang mereka hadapi. Seperti sejumlah desa yang tetap menyelenggarakan 
puskesmas meskipun tidak ada yang hadir karena bentuk komitmen pelayanan. 
Terdapat pelayanan yang jam kegiatannya dibatasi, ada yang sweeping pasien, 
bahkan ada yang terhenti karena zona COVID-19. Adapun penjelasan lebih lanjut 
terkait pelaksanaan kegiatan intervensi di tingkat desa telah disampaikan beberapa 
bidan desa sebagai narasumber sebagai berikut: 
“Selama ini kunjungan stunting jarang, kecuali kedapatan waktu posyandu 
rutin setiap bulan. Kalau sudah teridentifikasi stunting langsung mendapatkan 
sirup zinc secara rutin selama 6 bulan, PMT tambahan dari desa berupa susu, 
biskuit, dan multivitamin. Bahkan saat pandemi ini jumlah kunjungan 
posyandu sudah jarang, maka untuk mengatasi itu kita sweeping kerumahnya 
untuk mengukur Bb dan Tbnya” (Wawancara dengan Ibu Setyorini selaku 
Bidan Desa Pandanrejo). 
“Saat pandemi ini pelaksanaan posyandu tetap berjalan, hanya saja ditambah 
dengan protokol kesehatan. Jika ada yang terindentifikasi stunting saat 
posyandu maka akan mendapatkan PMT berkelanjutan setelah kunjungan 
tersebut” (Wawancara dengan Ibu Zulahiyah selaku Bidan Desa 
Sumberkerto). 
“Saat pandemi ini penyelenggaraan posyandu hanya mengkhususkan untuk 
kelompok sasaran stunting saja. Selain itu kader juga mengunjungi yang tidak 
hadir dan sweeping intervensi dan untuk memberi Vitamin A” (Wawancara 
dengan Ibu Riyanik selaku Bidan Desa Pandanlandung). 
“Posyandu tetap berjalan, dan jika ditemukan gizi buruk dan stunting maka 
akan terus dipantau dengan kunjungan rumah meskipun mereka tidak datang 
waktu posyandu. Waktu awal pandemi dulu yang datang cuman yang 
imunisasi saja, namun sekarang sudah seperti biasanya. Itupun karena saat 
posyandu sudah melaksanakan protokol kesehatan” (Wawancara dengan Ibu 




Berdasarkan rangkaian hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis 
menyimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana dalam implementasi intervensi 
gizi spesifik tergolong adaptif. Hal itu terwujud mulai dari level Dinas Kesehatan 
Kabuapaten Malang, Puskesmas, dan Bidan beserta KPM dalam melaksanakan 
kegiatan rutin kolektif pencegahan stunting di lokasi prioritas intervensi. 
Karakteristik Dinas Kesehatan Kabupaten Malang cenderung demokratis dengan 
memberikan wewenang lapangan dalam implementasi intervensi ada di tingkat 
PKM dan bidan desa karena mereka yang mengerti kondisi lapangan. Pada sisi lain 
PKM cenderung konservatif namun tidak menutup seluruh pintu pelayanan 
kesehatan pada gizi bayi dan pasien stunting. Sedangkan karakter bidan desa 
cenderung persuasif, hal itu terbukti dengan serangkaian upaya yang dilakukan 
untuk menjangkau balita dan pasien yang tidak hadir pada saat penimbangan di 
posyandu dengan sweeping dan kunjungan rumah.  
5.1.2.6 Disposisi para pelaksana kebijakan 
Poin pembahasan selanjutnya pada implementasi kebijakan intervensi gizi 
spesifik dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang dengan A Model 
of The Policy Implementation Process yang oleh Donald Van Metter dan Carl Van 
Horn adalah disposisi para pelaksana kebijakan. Poin ini mengarah pada 
kecenderungan sikap agen pelaksana kebijakan. Sebagaimana pelaksanaan 
pencegahan stunting oleh seorang agen pelaksana memerlukan pemahaman dan 
keselarasan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2018 Tentang Upaya 




Pemerintah Daerah Kabupaten Malang mendukung upaya pencegahan 
stunting dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2018 Tentang Upaya 
pencegahan Stunting di Kabupaten Malang. Selain itu, pemerintah daerah melalui 
BAPPEDA Kabupaten Malang sangat mendukung pencegahan stunting dengan 
memberikan perhatian terhadap sumberdaya anggaran. Selain itu, dukungan berupa 
sumber daya manusia terwujud melalui pembentukan tim teknis pelaksana 
penanganan stunting. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, agenda intervensi 
gizi spesifik dalam upaya penanganan stunting diampu oleh bagian Kesehatan 
Masyarakat dan bawahannya. Adapun bentuk disposisi berupa dukungan 
disampaikan oleh Bapak Gunawan Djoko selaku Kepala Bagian Kesehatan 
Masyarakat sebagai berikut.  
“Setuju saya, karena itu kebijakan nasional sebagai bentuk intervensi gizi 
untuk penanganan stunting, baik yang sensitif maupun spesifik. apalagi yang 
spesifik. kalau yang spesifik kan sudah menjadi kebijakan kementerian, harus 
kita support. Termasuk bagaimana pendapat tentang yang sensitif, untuk 
peningkatan itu karena juga sudah dilakukan kajian dan menurut 
pertimbangan kita juga masih ada korelasinya, juga akan kita dukung dan kita 
juga harus lebih aktif mengadvokasi peran dari beberapa pihak yang terlibat” 
Bentuk dukungan juga disampaikan oleh Ibu Anita selaku Kepala Seksi Gizi 
sebagai berikut:  
“Kalau saya sih sudah tepat, spesifik karena kami dari segi kesehatan, 
tentunya itu berkaitan dengan hak-hak dasar seluruh masyarakat indonesia, 
terutama balita dan ibu hamil. Kalau itu tidak terpenui maka akan 
menyebabkan kerugian negara ini di masa yang akan datang. Karena akan 
mempengaruhi intelektualitas dan daya saing di waktu-waktu mendatang. 
Jadi kalau secara spesifik maka itu harus dipenuhi oleh pemerintah adalah 
suatu gerakan yang luar biasa, jadi saya bisa dikatakan sangat mendukung 
dengan adanya intervensi gizi spesifik ini” 
Selain itu, Bu Yunita dan Bu Nanda selaku staf seksi Gizi di Dinas keseharan 




intervensi gizi spesifik dalam upaya penanganan stunting. Fakta tersebut 
membuktikan seluruh agen pelaksana kegiatan intervensi gizi spesifik pada Dinas 
Kesehatan tersebut sangat mendukung dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 33 
tahun 2018 tentang upaya pencegahan stunting melalui intervensi gizi spesifik yang 
diberikan.  
Level puskesmas juga menunjukkan dukungan terhadap implementasi 
pencegahan stunting di lokasi prioritas intervensi. Dukungan itu terwujud melalui 
intervensi gizi spesifik yang diberikan pada wilayah desa prioritas dibawah 
naungannya. Fakta tersebut dijelaskan oleh sejumlah narasumber dari petugas 
bagian gizi Puskesmas lokasi prioritas intervensi penanganan stunting. Adapun 
narasumber tersebut adalah  Bu Trihemrni selaku kepala bagian gizi pada PKM 
Ardimulyo, Bu Firda Amalia selaku petugas gizi PKM Gondanglegi, Bu Dianita 
selaku petugas gizi PKM Sumbermanjing Kulon, Bu Amanda selaku petugas gizi 
PKM Wagir, serta Pak Mukit selaku kepala bagian gizi PKM Pakis.  
Selain itu dukungan para agen pelaskana upaya pencegahan stunting pada 
tingkat desa juga disampaikan oleh bidan dan kader desa melalui wawancara yang 
telah dilakukan oleh peneliti. Dukungan tersebut disampaikan oleh sejumlah bidan 
pada sejumlah lokasi prioritas penangan stunting. Adapun fakta berupa dukungan 
terhadap upaya penangan tersebut disampaikan oleh sejumlah Bidan desa di 
wilayah prioritas intervensi penangan stunting diantaranya adalah Bidan desa 
Sumbermanjing Kulon Bu Erlis Ike, Bidan desa Pandanrejo Sumbermajing Kulon 




Bu Riyanik, Bidan desa Dalisodo Bu Lisya, Bidan desa Pandanrejo Wagir Bu Siti, 
dan Bu Fitri selaku Bidan desa Kedungrejo.  
Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa seluruh 
agen pelaksana mendukung kebijakan upaya pencegahan stunting yang terbit 
melalui Peraturan Bupati nomor 33 tahun 2018. Dukungan tersebut diberikan mulai 
dari tingkat pemerintah daerah melalui sumberdaya anggaran dan terbentuknya tim 
teknis pelakana pencegahan stunting. Selanjutnya pada Dinas Kesehatan juga 
memberikan dukungan dengan menyusun rangkaian kegaitan intervensi gizi 
spesifik sebagai upaya penanganan stunting serta kontrol terhadap pendataan balita 
stunting. Sedangkan pada tingkat puskesmas dukungan diberikan dengan 
ketersediaan layanan dan intervensi tindaklanjut pada pasien teridentifikasi stunting 
di desa yang berada dibawah naungannya. Bidan desa dan kader juga memberikan 
dukungan dalam pelaksanaan kegiatan rutin kolektif posyandu dalam upaya 
pencegahan stunting melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, dan pemberian 
intervensi gizi spesifik.  
5.1.2.7 Kondisi ekonomi, sosial, dan politik 
Tahapan keenam pembahasan implementasi kebijakan intervensi gizi 
spesifik upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang sesuai dengan A Model 
of The Policy Implementation Process oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn 
adalah kondisi ekonomi, sosial, serta politik. Adapun kondisi ekonomi, sosial, dan 
politik menentukan sejauh mana faktor-faktor eksternal dapat mempengarui 
keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi ekonomi yang mempengaruhi 




stunting di Kabupaten Malang terbagi menjadi dua aspek. Aspek pertama yaitu 
kecukupan sumber daya anggaran dalam implementasi kebijakan. 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber dari Dinas 
Kesehatan, penulis memperoleh data terkait kecukupan sumber daya anggaran 
dalam implementasi kebijakan penangnan stunting. Meskipun pada tahun 2020 dan 
tahun 2021 ini terjadi relokasi anggaran tidak terduga untuk mengatasi pandemi 
COVID-19. Adapun penjelasan tersebut disampaikan oleh Ibu Anita selaku Kepala 
Seksi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang di bawah ini. 
“Dukungan Pemda melalui Bappeda ini sangat luar biasa ya untuk 
menjamin kecukupan anggaran intervensi pencegahan stunting ini, seiring 
berjalannya waktu malah mereka yang mempersilahkan kita untuk 
menyusun rancangan anggaran intervensi penanganan stunting ini. Namun 
ya itu tadi memang karena pandemi ini kami stop karena ada relokasi untuk 
biaya tidak terduga penanganan penanggulangan covid” 
Penjelasan tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah Kabupaten 
Malang dalam bentuk kesediaan memberikan dukungan sumber daya anggaran 
untuk menjamin terlaksananya implementasi intervensi gizi spesifik dalam upaya 
pencegahan stunting di Kabupaten Malang. Namun adanya COVID-19 alokasi 
sumber daya anggaran menjadi teralihkan untuk penganan pandemi. 
Aspek selanjutnya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi 
kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting di 
Kabupaten Malang. Kondisi ekonomi kelompok sasaran adalah faktor eksternal 
dalam implementasi kebijakan yang menentukan capaian kebijakan pencegahan 
stunting. Berdasarkan hasil penelitian penulis, kondisi ekonomi kelompok sasaran 




“Jadi gini, kita kehatui sendiri bahwa kondisi ekonomi, sosial, di kabupaten 
malang kan sangat beragam, kami memang sudah memberikan edukasi 
kepada keluarga atau ibu balita untuk mengkonsumsi makanan yang beragam. 
Supaya tercukupi kebutuhan gizinya”  
“Namun jika hanya edukasi akan terkendala karena ekonomi keluarga yang 
tidak sama, sehingga golongan bawah tidak bisa melakukannya. Itu kita atasi 
dengan penyuluhan di tingkat posyandu dan kegiatan OSAGI untuk 
mendampingi kegiatan pemberian gizi spesifik rutin” 
Pernyataan narasumber menjelaskan bahwa kondisi ekonomi kelompok 
sasaran pada lokasi prioritas intervensi gizi spesifik pencegahan stunting sangat 
beragam. Namun, kejadian stunting lebih banyak terjadi pada kelompok masyarakat 
menengah ke bawah. Maka dari itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 
mengupayakan kegiatan-kegiatan dengan sosialisasi dan program OSAGI 
mendukung kondisi ekonomi masyarakat di lokasi prioritas intervensi tersebut. 
Latar belakang kondisi ekonomi dan sosial dari pasien intervensi gizi spesifik pada 
pencegahan stunting juga disampaikan oleh narasumber dari tingkat desa melalui 
Bidan di sejumlah lokasi prioritas penanganan stunting. Berikut ini telah 
dilampirkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber bidan. 
“Pasien stunting kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah” 
(Wawancara dengan Ibu Setyorini selaku Bidan Desa Pandanrejo). 
“Pasien stunting sebagian besar dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. 
Biasanya disebabkan oleh pernikahan dini dan perceraian. Selain itu juga ada 
ibu hamil KEK dan BBLR” (Wawancara dengan Ibu Zulahiyah). 
“Mayoritas pasien itu dari keluarga tidak mampu, kurang edukasi, BBLR, 
pada saat hamil tidak pernah kontrol rutin, konsumsi garam tidak berzodium 
dan sakit bawaan” (Wawancara dengan Ibu Riyanik selaku Bidan Desa 
Pandanlandung). 
“Pasien berasal dari kalangan ekonomi rendah, kurang pendidikan, sudah 
mempunyai penyakit bawaan, dan berat lahir rendah, serta lahir prematur” 





Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa bidan desa di sejumlah 
lokasi prioritas intervensi stunting, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pasien 
stunting berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, pasien juga 
berasal dari kalangan yang kurang edukasi terhadap urgensi stunting pada bayi dan 
balita. Misalnya seperti pernikahan dini, percaraian dini, lahir prematur, dan kontrol 
kehamilan tidak rutin.  Serta pasien stunting memiliki latar belakang medis yaitu 
penyakit bawaan kurang gizi, seperti penyakit bawaan dan Bayi Berat Lahir Rendah 
(BBLR). 
Adapun lingkungan sosial kelompok sasaran dalam upaya pencegahan 
stuting sangat mendukung dengan implementasi intervensi gizi spesifik yang 
diberikan. Hal itu diutarakan oleh beberapa narasumber dari sejumlah bidan desa 
lokasi prioritas intervensi pencegahan stunting. Adapun hasil wawancara penulis 
terkait kondisi lingkungan sosial di sekitar kelompok sasaran adalah sebagai 
berikut. 
“Masyarakat menerima dengan senang hati apa-apa yang kita kasih” 
(wawancara dengan Ibu Setyorini selaku Bidan Desa Pandanrejo Kecamatan 
Sumbermanjing Kulon). 
“Biasa saja, mau mereka. Pokok kita ngomongnya tidak menyinggung dan 
sambil guyon-guyon” (wawancara dengan Ibu Riyanik selaku Bidan Desa 
Pandanlandung). 
“Positif, respon masyarakat sangat positif dengan apa yang kita lakukan” 
(wawancara dengan Ibu Siti selaku Bidan Desa Pandanrejo Kecamaatan 
Wagir). 
 “Macam-macam, ada yang menginginkan semua balita diberi PMT dan zinc, 
ada juga sasaran yang menolak karena merasa malu atau terhina” (wawancara 
dengan Ibu Zulahiyah selaku Bidan Desa Sumberkerto). 
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa respon positif 




masyarakat pada umunya, maupun pasien stunting. Mesipun ada beberapa pasien 
pada sejumlah lokasi prioritas yang malu tapi tetap menerima intervensi. Hal itu 
terwujud karena bidan dan kader juga berusaha dengan pendekatan yang lebih 
humanis kepada pasien yang merasa malu karena mengalami stunting. Sehingga 
seluruh pasien stunting bisa mendapatkan intervensi gizi spesifik untuk menangani 
stunting.  
Dukungan dalam bentuk politis juga terbukti dengan terbitnya Peraturan 
Bupati Nomor 33 Tahun 2018 itu sendiri. Implementasi intervensi gizi spesifik 
sendiri merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Malang untuk 
mengatasi persoalan stunting yang terjadi di Kabupaten Malang. Sebagaimana Ibu 
Anita menyampaikan bahwa 
“Dukungan politis itu ada, dan sangat luar biasa. Ditandai dengan munculnya 
perbup itu sendiri, setiap kegiatan apa-apa terkait stunting selalu difasilitasi, 
dan ambisi bupati sendiri maunya zero stunting, dan ini leadernya bukan 
Dinas Kesehatan. Selain itu juga dari BAPPEDA, kepalanya itu Pak Tommy, 
saya sering bolak-balik dipanggil oleh beliau” 
Selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu Anita, Bapak Mukit selaku kepala 
bagian gizi Puskesmas Pakis juga menyatakan dukungan dalam hal politis yang 
pernah dilakukan oleh Bupati melalui hasil wawancara berikut.  
“Pernah beberapa kali Pak Bupati waktu mau ada pemilihan juga menggelar 
kunjungan-kunjungan di lokasi-lokasi prioritas pencegahan stunting ini untuk 
menunjukkan perhatiannya. Itu juga sudah menunjukkan perhatian beliau 
secara persoal terhadap persoalan stunting di Kabupaten Malang ini” 
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada dukungan 
politis yang positif dalam agenda pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam 




bupati sebagai upaya pencegahan stunting itu sendiri. Kemudian dalam 
implementasinya, BAPPEDA Kabupaten Malang selaku penanggung jawab 
kegiatan pemerintah daerah juga memberi perhatian baik secara formal maupun 
informal kepada Dinas Kesehatan selaku perangkat daerah pengampu kegiatan 
intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang. 
Selain itu dukungan politis juga diberikan oleh Bupati Malang dengan kunjungan-
kunjungan pada sejumlah lokasi prioritas pencegahan stunting sebagai bentuk 
perhatian dalam implementasi kebijakan tersebut. 
5.1.2 Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan 
Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Kabupaten 
Malang 
5.1.2.1 Faktor Pendukung  
Hasil wawancara yang telah berhasil terhimpun, membantu penulis untuk 
menarik kesimpulan dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat 
implementasi pencegahan stunting di Kabupaten Malang. Sebagaimana faktor 
pendukung implementasi ini disampaikan oleh Ibu Anita selaku Kepala Seksi Gizi 
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Adapun hasil wawancara yang mendukung 
faktor pendukung ini adalah sebagai berikut. 
“Kita mendapat dukungan dari seluruh pihak, tidak hanya dari dinkes saja, 
semua komponen dari masyarakat juga mendukung. Meskipun ini sektor gizi 
spesifik, karena pada dasarnya intervensi stunting ada spesifik dan sensitif, 
maka semua pihak secara tidak langsung pasti mendukung, baik pemerintah, 
masyarakat, profesi, dan perguruan tinggi” 
Narasumber menyampaikan bahwa faktor pendukung dalam implementasi 




Meskipun cakupan Dinas Kesehatan pada aspek gizi spesifik namun tetap mendapat 
dukungan dari seluruh pihak dalam gizi sensitif untuk mendukung implementasi 
medis gizi spesifik. Peran aktor medis di tingkat puskesmas dan bidan desa sebagai 
bawahan Dinas Kesehatan juga mendukung implementasi intervensi gizi spesifik 
di lapangan. 
Sedangkan pada tingkat puskesmas, faktor pendukung dalam implementasi 
kebijakan intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting disampaikan 
oleh sejumlah petugas gizi puskesmas di lokasi intervensi pencegahan stunting 
sebagai berikut: 
“Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan intervensi gizi spesifik 
terwujud dengan peran bidan dan kader yang sangat kooperatif terhadap 
masyarakat” (Wawancara dengan Ibu Firda Amalia selaku petugas bagian 
gizi PKM Gondanglegi). 
 “Dukungan dalam pelaksanaan ini terwujud dengan kerjasama lintas sektor 
dengan beragam program, seperti program KIA, dan Promosi kesehatan” 
(wawancara dengan Ibu Dianita selaku petugas gizi PKM Sumbermanjing 
Kulon).  
“Kegiatan untuk penanganan stunting itu memang banyak, kita melihat 
tergantung kondisinya itu akan ditangani dengan yang mana. Jadi kita selalu 
mengupayakan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat maupun 
pasien yang datang saat posyandu, atau saat sweeping” (wawancara dengan 
Ibu Amanda selaku petugas gizi PKM Wagir). 
“Kita kan lintas program, kader, dan desa, kades, masyarakat, semua 
koordinasi, gizi, KIA, promkes, kesehatan lingkungan. Sampai ada dukungan 
politis dari bupati, untuk memperoleh dukungan politik. Disisi lain kita sudah 
melakukan koordinasi dengan lintas OPD, namun terpotong karena pandemi 
dan akhirnya buyar semua. Tapi untuk berikutnya direncanakan bukan hanya 
lokus, tapi seluruh kecamatan dan puskesmas” (wawancara dengan Bapak 
Mukit selaku Kepala Bagian Gizi PKM Pakis) 
Serangkaian penjelasan tersebut diperoleh dari narasumber pada tingkat 
Puskesmas di sejumlah lokasi prioritas intervensi penangan stunting. Berdasarkan 




mempengaruhi keberhasilan implementasi intervensi gizi spesifik dalam upaya 
pencegahan stunting terwujud melalui beberapa hal yaitu:  
1) Kerja sama lintas sektor di seluruh tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten 
Malang yang terwujud melalui serangkaian agenda dan program rutin 
pencegahan stunting melalui intervensi gizi spesifik seperti program KIA 
dan Promosi kesehatan; 
2) Kegiatan intervensi gizi spesifik yang rinci untuk menyesuaikan bentuk 
penanganan terhadap pasien teridentifikasi stunting yang datang dari latang 
belakang yang beragam; 
3) Peran bidan dan kader yang koperatif terhadap masyarakat untuk 
memberikan intervensi medis bagi yang teridentifikasi stunting; 
4) Peran bidan desa dan kader yang adaptif untuk menjangkau masyarakat dan 
pasien teridentifikasi stunting, mespikun di masa pandemi COVID-19. 
Selain itu, faktor pendukung dalam implementasi intervensi gizi spesifik 
sebagai upaya pencegahan stunting juga diperoleh dengan penelitian pada tingkat 
bidan desa dan kader di sejumlah lokasi prioritas intervensi pencegahan stunting di 
Kabupaten Malang melalui hasil wawancara di bawah ini. 
“Di lapangan faktor pendukung juga nampak dari keaktifan orang tua untuk 
melakukan pemantauan kesehatan bayi dan balitanya secara teratur untuk 
memenuhi kebutuhan gizi bayi atau balitanya. Selain itu lingkungan 
masyarakat melalui kader akhirnya juga mendukung jadi masyarakat juga 
banyak yang peka terhadap stunting ini”  (wawancara dengan Ibu Setyorini 
selaku Bidan Pandanrejo Kecamatan Sumbermanjing kulon).  
“Semuanya mendukung, terus juga ada pendanaan dari dana BOK puskesmas 
juga yang sangat membantu. Tapi memang dana itu terbatas ya” (wawancara 




“KIE saat setiap kegiatan waktu posyandu itu sangat mendukung, kemudian 
juga kerjasama dengan petugas gizi dari Puskesmas. Kita juga mengupayakan 
untuk kunjungan rumah. Juga ada serangkaian yang sudah didanai dari pusat 
yang sangat membantu seperti kelas bumil, ANC terpadu, pemberian Fe pada 
bumil dan remaja putri, pemberian obat cacing pada balita dan anak sekolah, 
juga ada pemeriksaan bumil yang berkualitas” (wawancara dengan Ibu 
Riyanik selaku Bidan Pandanlandung). 
Berdasarkan penjelasan pada tingkat bidan desa di sejumlah lokasi prioritas 
intervensi penanganan stunting tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor 
pendukung dalam implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik dalam upaya 
pencegahan stunting meliputi:  
1) Perhatian orang tua terhadap pentingnya pemantauan gizi bayi atau balita 
secara teratur; 
2) Keaktifan orang tua untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi atau balita; 
3) Dukungan dari lingkungan masyarakat sebagai bentuk perhatian terhadap 
persoalan stunting yang terwujud dari sosialiasi yang terus dilakukan oleh 
bidan desa dan kader; 
4) Pendanaan untuk serangkaian kegiatan intervensi gizi spesifik melalui BOK 
Puskesmas; 
5) Penyuluhan dan edukasi melalui KIE untuk meningkatkan pengetahuan dan 
perhatian masyarakat demi  mewujudkan gizi bayi berkualitas; 
6) Upaya bidan dan kader melakukan kunjungan rumah untuk menjangkau 
masyarakat atau pasien yang tidak hadir saat posyandu; 
7) Pemberian serangkaian interevensi gizi spesifik seperti kelas bumil, ANC 
terpadu, pemberian Fe pada bumil dan remtri, pemberian obat cacing pada 





5.1.2.2 Faktor Penghambat 
Faktor penghambat pada implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik 
dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang disampaikan oleh beberapa 
narasumber melalui proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Narasumber 
terebut dari level Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Bidan desa di sejumlah lokasi 
prioritas intervensi pencegahan stunting di Kabupaten Malang. Adapun hasil 
wawancara yang menjadi temuan faktor penghambat pencegahan stunting 
disampaikan oleh Bapak Gunawan Djoko selaku Kepala Bidang Kesehatan 
Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang: 
“Kendala implementasi kebijakan kita atasi dengan kunjungan rumah dan 
sebagainya. Kalau tentang intervensi gizi era pandemi ini kita tidak boleh 
mengurangi porsi dari intervensi yang kita berikan, hanya saja bentuknya 
yang berbeda. Kita melakukan beberapa penyesuaian dalam bentuk 
intervensi. Yang biasanya dilakukan dengan layanan langsung, memang ada 
yang tidak terlaksana, misalnya kunjungan rumah ke semua balita, 
pemberian tablet Fe misalnya, itu semua tidak bisa dilakukan. Tapi bukan 
berarti kegiatan itu tidak kita laksanakan. Hanya mekaniskme bentuknya 
yang berbeda, jadi efektifitasnya juga pasti berbeda,  
Jadi cacatan kami, memang kalau sedang covid ini, waktu-waktu tertentu 
zona itu tidak terealisasi dan tidak bisa dilakukan, karena itu tadi zona. 
Sedangkan kalau hambatan kaitannya dengan kunjungan balita, tidak ada 
kebijakan untuk menghentikan kegiatan posyandu dan intervensi stunting. 
Karena kita sampai saat ini masih meyakini stunting sebagai salah satu hal 
yang harus diatasi dengan cara mengidentifikasi sejak dini dan memonitor 
sejak dini tentang status gizi, dan itu tidak bisa ditunda dan harus dilakukan, 
baik timbang bulan timbang dan lain-lain, itu harus dilakukan” 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Bu Anita selaku Kepala Seksi Gizi Dinas 
Kesehatan Kabupaten Malang:  
“Untuk saat ini kami sudah pasti, kondisi sekarang ini, pandemi. Jadi itu 
banyak sekali kegiatan yang ditunda, posyandu yang harusnya buka jadi 




untuk penyuluhan, jadi yang dirumah punya timbangan silahkan bisa 
ditimbang sendiri anaknya, makannya juga dirawat, nafsu makan anaknya 
dijaga. Baik juga dijangkau dengan via video call dan online yang dilakukan 
oleh bidan dan perawat untuk mengetahui kondisi anak di lapangan. 
Sehingga jika ada identifikasi stunting bisa langsung dituju di lapangan 
untuk diatasi, banyak cara yang kami lakukan, melalui kunjungan rumah, 
janji temu, misalnya mereka juga ke puskesmas juga silahkan, kalau 
misalnya di wilayah itu posyandunya buka karena zona sudah hijau maka 
silahkan bisa kesana, kalau wilayahnya masih banyak kasus, bisa dengan 
janji temu saja” 
COVID-19 sebagai faktor eksternal menyebabkan perubahan dalam kegiatan 
intervensi gizi spesifik untuk pencegahan stunting di Kabupaten Malang. Salah 
satunya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan intervensi yang memerlukan tatap 
muka seperti pemberian tablet Fe, penimbangan berat badan, dan pengukuran tinggi 
badan bayi dan balita. Namun, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berupaya untuk 
menyusun kerangka intervensi gizi spesifik sesuai dengan anjuran pemerintah 
untuk menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan situasi dan kondisi di 
lapangan. Misalnya, pada pelayanan janji temu di puskesmas serta posyandu di 
lokasi prioritas dengan status zona hijau. Secara lebih lanjut, kendala intervensi gizi 
spesifik di level puskesmas dan lokasi prioritas tergambarkan melalui hasil 
wawancara sebagai berikut. 
“Beberapa keluarga balita terutama orang tua masih awam mengenai stunting 
sehingga adanya penolakan dalam pemberian sirup zinc dan konseling gizi” 
(wawancara dengan Ibu Firda Amalia selaku Petugas Bagian Gizi PKM 
Gondanglegi). 
“Ya penghambat itu karena kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat 
dalam urgensi pencegahan stunting” (wawancara dengan Ibu Dianita selaku 
Petugas Gizi PKM Sumbermanjing Kulon).   
“Karena zona, jadi posyandu ini juga terbatas operasinya jadi tidak bisa 
mengumpulkan orang banyak-banyak” (wawancara dengan Ibu Amanda 




“Posyandu terhambat, karena pakis ini masih rawan. Karena hampir setiap 
hari ada yang meninggal karena positif. Kader juga sering minta izin banyak 
wilayah yang posyandunya tertunda karena zona. Karena kita yang 
menganjurkan prokes ketat. Dan kunjungan juga sangat turun, meskipun 
posyandu buka. Jadi kalau ada pemberian vitamin, yang nggak bisa, mau 
nggak mau kita anter kerumahnya” (wawancara dengan Bapak Mukit selaku 
Kepala Bagian Gizi PKM Pakis) 
Pada pelaksanaan posyandu, hambatan yang terjadi adalah kurangnya 
pemberian intervensi gizi spesifik yang kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh 
status zona penyebaran COVID-19 yang membatasi pelaksanaan intervensi gizi 
spesifik sehingga tidak dapat mengumpulkan banyak orang. Selain itu, sebagian 
kelompok masyarakat masih kurang teredukasi mengenai urgensi intervensi gizi 
yang menyebabkan penolakan dari pihak keluarga. Dsisi lain, salah satu akar 
hambatan pada pelaksanaan rangkaian kegiatan tersebut terjadi karena tidak ada 
regulasi adaptif dari daerah yang mengapu keharusan terlaksananya agenda 
intervensi gizi spesifik rutin.  
Kemudian pada level bidan yang menjadi pelaksana intervensi gizi spesifik 
di beberapa lokasi prioritas terhimpun hasil wawancara sebagai berikut. 
“Terdapat kesadaran orang tua yang kurang tentang pentingnya pemenuhan 
gizi seimbang pada bayi atau balitanya” (wawancara dengan Ibu Setyorini 
selaku Bidan Pandanrejo Sumbermanjing Kulon). 
“Adanya dana terbatas, sedangkan dana dari desa terkait pencegahan stunting 
tidak terealisasi karena lebih fokus terhadap pendanaan terkait penanganan 
dan pendanaan posko covid” (wawancara dengan Ibu Zulahiyah selaku Bidan 
Sumberkerto). 
“Hambatan di masyarakat yang masih kurang peka sama stunting ini, sama 
keadaan sekarang ini pandemi jadi terhambat mau apa-apa, pendanaan juga 
pas-pasan, dan KIE yang muluk-muluk” (wawancara dengan Ibu Riyanik 
selaku Bidan Pandanlandung). 
Kendala yang sering ditemui oleh bidan pelaksana intervensi gizi spesifik 




internal karena keterbatasan dana akibat re-focusing beberapa program dan 
kegiatan, serta hambatan akibat COVID-19 yang mengurangi pemberian intervensi 
tersebut. Adapun secara keseluruhan faktor pengambat implementasi intervensi gizi 
spesifik pencegahan stunting di Kabupaten Malang terdiri dari: 
1) Kurangnya pemberian intervensi gizi spesifik yang disebabkan oleh 
COVID-19 meliputi pelaksanaan puskesmas dan posyandu yang kini 
terbatas; 
2) Minimnya kesadaran masyarakat atas pentingnya intervensi gizi spesifik 
untuk penanggulangan dan pencegahan stunting; dan 
3) Keterbatasan dana akibat re-focusing program dan kegiatan pada urusan 
kesehatan. 
4) Tidak ada acuan regulasi yang mengharuskan agen pelaksana lapangan yang 
bertemu langsung dengan kelompok sasaran untuk tetap pelakukan 
rengkaian kegiatan inti dalam intervensi gizi spesifik pada upaya 
pencegahan stunting di Kabupaten Malang.  
5.2 Pembahasan 
5.2.1 Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya 
Pencegahan Stunting di Kabupaten Malang 
5.2.1.2 Standar dan Tujuan 
A Model of The Policy Implementation Process  sebagai model analisis 
implementasi kebijakan yang digagas oleh Van Meter dan Van Horn menekankan 
bahwa proses implementasi akan dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan 




mengubungkan antara isu yang diampu dalam kebijakan dengan implementasi yang 
telah dilaksanakan, (Wahab, 2014:164). Standar dan tujuan menjelaskan tujuan 
secara menyeluruh dari bentuk kebijakan yang telah diterbitkan, (Van Meter dan 
Van Horn, 1975:464). Legalitas standar dan tujuan kebijakan itu terbit melalui 
dokumen legislatif spesifik yang mencakup tujuannya secara konkret.  
Adapun standar dan tujuan kebijakan intervensi gizi spesifik dalam upaya 
pencegahan stunting terbit melalui Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2018 Tentang 
Upaya pencegahan Stunting di Kabupaten Malang. Peraturan Bupati Nomor 33 
tahun 2018 terbit sebagai bentuk realisasi terhadap upaya pencegahan stunting di 
Kabupaten Malang yang mencakup kegiatan intervensi gizi spesifik. Cakupan 
intervensi gizi spesfik sebagai salah satu aspek dalam upaya pencegahan stunting 
diampu pada pasal 5 ayat 1 Pebup Nomor 33 tahun 2018. Selain itu kelompok 
sasaran beserta rangkaian kegiatan intervensi gizi spesifik dijabarkan pada pasal 6 
ayat 1, 2, dan 3. 
Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa untuk mencapai 
keberhasilan dalam implementasi kebijakan maka standar dan tujuan harus 
mencakup apa yang akan dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, dan capaian yang 
diinginkan. Mencagu kepada rangkaian kegiatan intervensi gizi spesfik yang 
diampu dalam Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2018, kesinambungan seluruh 
elemen yang terlibat dalam upaya pencegahan stunting telah terwujud dengan 
terbitnya Peraturan Bupati itu sendiri. Fakta itu dibuktikan dengan keterlibatan 
stakeholders dari BAPPEDA selaku perwakilan dari pemerintah daerah Kabupaten 




spesifik serta jajaran agen pelaksana dibawah naungannya yang meliputi 
Puskesmas, Bidan desa, dan Kader. Hal itu membuktikan bahwa seluruh jajaran 
stakeholders di Kabupaten Malang dan jajaran agen pelaksana dibawahnya 
memiliki tujuan yang padu untuk menangani persoalan stunting di Kabupaten 
Malang.  
Selain itu keterpaduan cakupan kebijakan terhadap sasaran intervensi gizi 
spesifik dan upaya untuk menangani stunting juga terwujud dengan detailnya 
rincian kelompok sasaran dan rangkaian kegiatan yang terfokus pada masing-
masing kelompok sasaran dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang. 
Berdasarkan hasil penelitian, penentuan kelompok sasaran dan jenis kegiatan 
intervensi gizi spesifik yang diampu dalam Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2018 
menimbang nomenklatur skala nasional terdahulu seperti Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi 
Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 
2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG) Yang Dianjurkan Bagi Bangsa 
Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya 
Perbaikan Gizi, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian 
Air Susu Ibu Eksklusif, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Upaya Perbaikan Gizi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 
2015 Tentang Standar Kapsul bagi Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas, Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Standar Produk Suplementasi 
Gizi, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional 




Penurunan Stunting Terintegrasi di Tingkat Kabupaten / Kota Tahun 2018. Hal itu 
membuktikan cakupan kelompok sasaran dan rangkaian kegiatan intervensi gizi 
spesifik yang diampu dalam Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2018 sudah sesuai 
dengan rangkaian regulasi pencegahan stunting melalui intervensi gizi spesifik 
terdahulu untuk menjamin integrasi kebijakan dari skala nasional hingga tingkat 
kabupaten.  
Analisis implementasi kebijakan ini menjelaskan bahwa capaian standar 
dan tujuan kebijakan dapat dikembangkan dan diukur jika ada tolak ukur untuk 
menilai pencapaiannya (Van Meter dan Van Horn, 1975:464). Berdasarkan hasil 
penelitian, implementasi rangkaian kegiatan intervensi gizi spesifik dalam upaya 
pencegahan stunting di Kabupaten Malang sudah selaras dengan rangkaian kegiatan 
yang diampu pada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018. Selain itu, sebagai 
bentuk tindak lanjut pemerintah daerah Kabupaten Malang terhadap Peraturan 
Bupati Nomor 33 Tahun 2018 dalam upaya pencegahan stunting diwujudkan 
dengan terbitnya lokasi-lokasi prioritas intervensi secara periodik setiap tahunnya. 
Perihal penerbitan lokasi prioritas tersebut diampu dalam pasal 11 Peraturan Bupati 
Nomor 33 Tahun 2018 sebagai bentuk penajaman sasaran wilayah pencegahan 
stunting. Penerbitan lokasi prioritas untuk tahun-tahun selanjunya tersebut 
membuktikan ada evaluasi pelaksanaan implementasi intervensi gizi spesifik di 
tahun sebelumnya untuk implementasi kebijakan pada tahun-tahun selanjutnya. Hal 
itu membuktikan bahwa penyempurnaan terhadap implementasi kebijakan 




dan agen pelaksana intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting di 
Kabupaten Malang di tahun-tahun berikutnya.  
Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa standar dan tujuan 
kebijakan dapat dikembangkan oleh pembuat kebijakan untuk memberikan dampak 
yang lebih positif dari pihak yang bertanggung jawab terhadap implementasi 
kebijakan tersebut. Rangkaian dinamika implementasi kebijakan tersebut dilakukan 
untuk mencapai tujuan kebijakan yang diampu dalam Peraturan Bupati Nomor 33 
Tahun 2018 sebagai upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang. Bahwa 
tujuan utama kebijakan intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting 
adalah meningkatkan status gizi balita dengan melibatkan seluruh agen pelaksana 
yang meliputi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat. Terbitnya 
Peraturan Bupati ini juga berharap dapat mencegah balita lebih jauh jatuh kepada 
keadaan stunting, dan menurunkan prevalensi stunting di kabupaten malang.   
Uraian di atas membuktikan bahwa seluruh elemen stakeholders dari tingkat 
pemerintah daerah sampai agen pelaksana dibawahnya paham terhadap tujuan yang 
akan dicapai melalui terbitnya kebijakan tersebut. Maka seluruh agen-agen 
pelaksana kebijakan bisa serentak menggapai tujuan yang telah dicanangkan. 
Terwujudnya tujuan bersama itu datang dari sinkronisasi seluruh pihak yang 
berkaitan sebagai bentuk tanggung jawab kepada kelompok sasaran dan 
masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa Tujuan yang diampu dalam peraturan 
Bupati itu dapat dipahami dan terlaksana dengan baik melalui kegiatan yang terukur 
dan dipersiapkan oleh agen yang kompeten di bidangnya dan ditindak lanjuti 




Secara global capaian implementasi intervensi gizi spesifik dengan 
mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 dalam upaya penaganan 
stunting di Kabupaten Malang dapat dibuktikan melalui angka prevalensi stuting 
yang kian menurun. Penurunan angka prevalensi stunting tersebut mulai nampak 
dari tahun 2018, 2019, 2020. Namun angka tersebut tidak bisa mewakili 
keberhasilan intervensi di lokasi-lokasi prioritas dengan tingkat keragaman yang 
tinggi. Oleh karena itu pemerintah daerah dan agen-agen pelaksana sebagai 
penangung jawab implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten 
Malang terus melakukan evaluasi dan mengupayakan pembaharuan-pembaharuan 
untuk menambah jangkauan kebijakan meskipun hingga saat ini tertunda karena 
COVID-19.  
5.2.1.3 Sumber Daya Kebijakan 
a) Sumber Daya Anggaran  
Van Meter dan Van Horn (1975:165) menjelaskan sumber daya finansial 
adalah sumber daya yang memfasilitasi administrasi implementasi kebijakan. 
Kebijakan intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten 
malang memiliki beberapa sumber pendanaan yang memfasilitasi implementasi 
kebijakan tersebut. Sumber daya finansial ini meliputi APBD, DAK (Dana Alokasi 
Khusus) non-fisik, dan BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) untuk tingkat 
puskesmas. Pendanaan tersebut fokus kepada rangkaian agenda kegiatan intervensi 
gizi spesifik yang akan dilakukan secara periodik setiap tahun dalam upaya 




Sumber daya anggaran kebijakan juga mecakup pendanaan berupa insentif 
atau pendanaan lain yang dapat mendorong implementasi kebijakan (Van Meter 
dan Van Horn, 1975:165). Selain sumber daya finansial tetap, upaya pendanaan 
nampak diberikan oleh pemerintah daerah untuk mendorong optimalisasi 
implementasi intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting. Hal itu 
ditunjukkan dengan keterbukaan BAPPEDA yang melakukan diskusi dengan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Malang terkait besaran kebutuhan anggaran untuk kegiatan 
intervensi gizi spesifik. Sehingga dengan menjalin koordinasi terkait pendanaan 
yang sedemikian rupa akan tercapai rincian kegiatan intervensi secara detail. Hal 
itu terwujud dengan disetujuinya pendanaan terhadap serangkaian program 
intervensi gizi spesifik yang dihimpun berdasarkan kelompok sasaran intervensi, 
dan terbitnya lokasi-lokasi prioritas untuk tahun mendatang sebagai hasil dari telaah 
implementasi tahun yang lalu.  
Pendanaan berupa insentif juga terwujud melalui BOK untuk para agen 
pelaksana intervensi gizi spesifik pada level puskesmas dan posyandu. Hakekatnya 
BOK sendiri merupakan subsidi yang diberikan pemerintah daerah untuk 
menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan yang memadai. Namun, selain untuk 
pendanaan operasional pelayanan, BOK juga melegalkan pemanfaatan anggaran 
untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan yang prima. Pemanfaatan 
tersebut dapat berupa pembiayaan petugas kesehatan, bidan, dan upah bagi kader 
dalam menjalankan aktifitas pencegahan stunting baik dalam kegiatan puskesmas, 




Uraian di atas menjelaskan bahwa sumber daya anggaran untuk 
implementasi intervensi gizi spsifik dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten 
Malang sudah tercukupi. Mengacu pada cakupan jenis alokasi sumberdaya 
anggaran yang digagas oleh Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan bahwa 
alokasi pendanaan dalam implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik dalam 
upaya pencegahan stunting sudah tersegmentasi alokasinya. Adapun alokasi terbagi 
pada penyusunan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan tujuan kebijakan, 
implementasi kebijakan, kontrol dan pengembangan dalam implementasi kebijakan 
untuk mencapai tujuan, serta pendanaan sebagai bentuk dukungan dan upaya 
preventif untuk menjaga kinerja agen pelaskana dalam melaksanakan tugasya untuk 
mencapai tujuan kebijakan.  
a.1. Pengendalian Biaya 
Pendengalian dalam aspek penganggaran kebijakan intervensi gizi spesifik 
pada upaya pencegahan stunting sudah dilakukan oleh Dinas Kesehaatan 
Kabupaten Malang sebagai OPD pengampu kegiatan. Pengendalian dilakukan 
mulai dari proses perencanaan, implementasi kebijakan, dan pada evaluasi capaian 
alokasi anggaran.  Pengendalian itu dilakukan untuk menjamin tepatnya intervensi 
yang diberikan kepada kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan. Selain itu 
pengendalian juga dilakukan dalam upaya menunjang kinerja agen pelaksana dalam 
memberikan pelayanan kesehatan kepada kelompok sasaran dan masyarakat secara 
prima.  Bentuk-bentuk pengendalian tersebut selaras dengan apa yang disampaikan 




impelementasi kebijakan kesehatan dialokasikan untuk obat-obatan, teknologi, dan 
remunerasi tenaga medis atau profesional.  
Ketersediaan sumber daya anggaran pada implementasi kebijakan 
intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang 
sangat tercukupi. Pengendalian anggaran juga sudah dilakukan oleh Dinas 
Kesehatan selaku OPD pengampu kegiatan pada seluruh lini kegiatan, baik pada 
rincian program, maupun dukungan insentif agen pelaksana di lapangan dalam 
melaksanakan tugasnya. Namun karena pandemi COVID-19 sepanjang dua tahun 
ini, alokasi anggaran untuk pencegahan stunting mengalami relokasi untuk 
anggaran tidak terduga. Sehingga menunda rangkaian agenda pencegahan stunting 
melalui kegiatan intervensi gizi spesifik mulai periode 2020, dan 2021. Fakta 
tersebut juga didukung dengan belum terbitnya rincian agenda kegiatan untuk 
lokasi prioritas intervensi pencegahan stunting tahun 2021. Fakta tersebut selaras 
dengan apa yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn, (1975:165) bahwa 
terbatasnya pasokan sumber daya anggaran dalam suatu implementasi kebijakan 
adalah salah satu gagal atau tertundanya kebijakan.  
b) Sumber Daya Manusia  
Aspek sumber daya manusia menurut Van Meter dan Van Horn menuntut 
kompetensi dari aktor-aktor yang terlibat, jika tidak terpenuhi maka kinerja 
implementasi kebijakan publik akan terhambat dan berpotensi gagal. Maka 
sumberdaya manusia sangat ditekankan agar kompeten dan kapabel, (Agustino, 
2006:161). Sumber daya manusia sebagai agen pelaksana intervensi gizi spesifik 




Bupati Malang Nomor 188.45/181/KEP/35.07.13/2019 Tentang Tim Teknis 
Pencegahan Stunting Kabupaten Malang. Adapun koordinator agen pelaksana pada 
aspek intervensi gizi speifik dipimpin oleh Bapak Gunawan Djoko selaku Kepala 
Bidang Kesehatan Masyarakat.  
Terbitnya SK Bupati tentang Tim Teknis pencegahan stunting tersebut 
menunjukkan upaya implementasi kebijakan dengan penempatan agen pelaksana 
kebijakan yang kompeten dan kapabel. Selain pada jajaran stakeholders di tingkat 
daerah, ada juga petugas gizi Puskesmas untuk level kecamatan, Bidan Desa untuk 
level desa, dan Kader atau KPM sebagai pendamping. Agen-agen tersebut juga 
merupakan sumber daya manusia pelaksana intervensi gizi spesifik yang dinaungi 
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Setiap agen di level-level tersebut telah 
memiliki tugas dan fungsi dalam upaya penaganan stunting di wilayah yang 
diampu.   
c) Sumber Daya Waktu 
Selain sumber daya anggaran dan manusia yang sudah terpenuhi maka 
penentuan waktu implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan juga harus 
ditentukan. Jika kedua sumberdaya terdahulu itu terpenuhi namun sumberdaya 
waktu terbatas maka akan terjadi benturan yang mengakibatkan implementasi 
kebijakan terhambat, (Agustino, 2006:162). Bentuk sumberdaya waktu dalam 
implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting 
di Kabupaten Malang terwujud dalam timeline tahapan aksi terintegrasi.  
Timeline kegiatan tersebut terurai secara periodik untuk kurun waktu 1 




terurai setiap bulan pelaksanaanya, meliputi: (1) Analisis situasi; (2) Rencana 
kegiatan; (3) Rembuk stunting; (4) Penyusunan Perbup/Perwali tentang peran desa; 
(5) Pembinaan kader KPM; (6) Sistem manajemen data stunting ; (7) Pengukuran 
dan publikasi data stunting; dan (8) Reviu kinerja tahunan pencegahan stunting. 
Hasil keluaran (output) dari timeline kegiatan intervensi stunting ini terwujud 
dengan adanya laporan timbang. Pengukuran capaian dari alokasi sumber daya 
waktu dalam proses implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik pada 
penganangan stunting dapat diniliai capaiannya pada tahapan ke-7 dan 8. Kedua 
tahapan itu menyajikan publikasi data kelompok sasaran setelah intervensi gizi 
spesifik diberikan. Selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah 
dilakukan oleh agen pelaksana kebijakan sebagai output untuk menentukan 
pembaharuan kebijakan di tahun selanjutnya.  
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya 
waktu dalam implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik pada upaya 
pencegahan stunting di Kabupaten Malang sudah mencukupi. Pembagian alokasi 
sumber daya waktu dilakukan secara tersegmen untuk setiap rangkain kegiatan 
dengan pembagian setiap bulan. Sumber daya waktu dalam timeline tahapan aksi 
terintegrasi juga telah menjabarkan jenis-jenis kegiatan yang diampu didalamnya. 
Sehingga seluruh agen pelaksana dapat memahami timeline waktu dimana tahapan 
kegaitan yang sedang dilaksanakan itu berada.  
5.2.1.4 Komunikasi antar ogranisasi pelaksana kebijakan 
Implementasi kebijakan yang efektif dapat dicapai dengan komunikasi 




(Van Meter dan Van Horn, 1975, 466). Komunikasi secara akurat terhadap teknis 
implementasi kebijakan terwujud dalam mentransmisikan komando dari level 
tertinggi hingga level paling rendah sehingga dapat menjamin integrasi seluruh 
aktor dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan uraian komunikasi antar 
organisasi yang telah disajikan pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
koordinasi seluruh elemen pelaksana implementasi kebijakan telah terjalin mulai 
dari proses perencanaan, penyusunan kegiatan, pembinaan agen pelaksana dan 
sistem manajemen data, koordinasi  publikasi data pengukuran stunting terkait 
capaian intervensi yang telah dilakukan, serta evaluasi terhadap implementasi 
kebijakan.  
Koordinasi dalam implementasi kebijakan juga terwujud dengan 
mekanisme dan prosedur secara kelembagaan terhadap persoalan yang sedang 
diselesaikan. Dimana otoritas yang lebih tinggi dapat memberikan perhatian kepada 
bawahannya terkait tindakan yang harus dilakukan, (Van Meter dan Van Horn, 
1975, 466). Pada implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik dalam pencegahan 
stunting hal itu terwujud dalam koordinasi teknis jika terjadi temuan pasien 
teridentifikasi stunting. Pada hasil penelitian telah dijelaskan bagaimana langkah 
tindak lanjut pencegahan stunting yang dilakukan mulai dari level bidan desa 
hingga Dinas Kesehatan.  
Komunikasi antar agen pelaksana intervensi gizi spesifik pada pencegahan 
stunting pada level desa melalui melalui bidan desa dan kader diberikan dengan 
rangkaian kegiatan dan produk medis. Namun jika pasien tidak kunjung sembuh 




penanganan yang tepat. Koordinasi tersebut dlakukan Puskesmas bersama Dinas 
Kesehatan. Adapun jika penanganan pasien teridentifikasi masih butuh tindak 
lanjut, maka akan diserahkan pada Rumah Sakit Daerah untuk perawatan lebih 
lanjut.  
Fakta tersebut menjelaskan adanya proses mekanisme koordinasi dalam 
pencegahan pasien teridentifikasi stunting di lokasi prioritas penangann stunting di 
Kabupaten Malang. Dalam konteks koordinasi, komunikasi antar organisasi dalam 
melakukan tindak lanjut adalah proses yang penting dalam implementasi kebijakan, 
(Van Meter dan Van Horn, 1975:467). Penjelasan tersebut selaras dengan apa yang 
telah dilakukan oleh para agen pelaksana kebijakan intervensi gizi spesifik. Para 
agen pelaksana di level puskesmas, dan Dinas Kesehatan selalu memberikan ruang 
untuk penanganan pasien stunting yang tidak bisa diatasi oleh Bidan dan Kader 
pada level desa. Komunikasi tersebut terwujud baik berupa arahan, perintah, 
bahkan fasilitas untuk menangani persoalan stunting itu sendiri.  
Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi para agen pelaksana, 
stakeholders selalu melakukan koordinasi dalam bentuk pengawasan dan 
pendampingan. Serta didukung kesedian untuk turut membantu proses penanganan 
pasien stunting yang tidak dapat diatasi oleh bawahannya. Hal itu mewujudkan 
loyalitas seluruh agen pelaksana dalam upaya bersama untuk menangani stunting 
dengan intervensi gizi spesifik secara tuntas. Hal itu merupakan bentuk partisipasi 
seluruh elemen sampai tingkat stakeholders dalam upaya terintegrasi untuk 




a. Pengendalian administrasi dan Birokrasi 
Pentingnya bentuk komunikasi pada implementasi kebijakan kesehatan juga 
disampaikan oleh Michaell Hill (1996:123) bahwa komunikasi dilakukan sebagai 
bentuk pengendalian administratif dan birokrasi antar lembaga pengampu 
implementasi kebijakan kesehatan sebagai bentuk akuntabilitas setiap tindakannya 
kepada masyakarat luas. Komunikasi struktural yang dilakukan secara 
berkesinambungan oleh lintas sektor agen dan badan pemerintahan dalam agenda 
intervensi gizi spesifik menunjukkan koordinasi secara birokrasi yang terjalin 
didalamnya. Sedangkan bentuk komunikasi pada saat ada temuan stunting adalah 
koordinasi secara admnisitratif yang terjalin antara kelompok sasaran, agen 
pelaksana dari Bidan desa, petugas gizi, hingga Dinas Kesehatan untuk mengawal 
tindak lanjut terhadap pasien.  
5.2.1.5 Karakteristik badan pelaksana kebijakan 
Menurut Van Meter dan Van Horn, (1975:470) Karakteristik badan atau 
agen pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh struktur birokrasi, norma, dan pola 
hubungan antar individu dalam implementasi kebijakan. Pada implementasi 
kebijakan intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten 
Malang ada beberapa badan dan agen pelaksana inti yang terlibat didalamnya. 
Agen-agen tersebut meliputi Bidang Kesehatan Masyarakat dan Seksi Gizi Dinas 
Kesehatan Kabupaten Malang, Petugas gizi Puskesmas lokasi prioritas intervensi 
pencegahan stunting, serta Bidan dan Kader di tingkat desa yang bertugas 
menjangkau pasien melalui posyandu maupun kunjungan. Adapun tugas utama dari 




intervensi gizi spesifik terhadap kelompok sasaran dalam upaya penanganan 
stunting secara terintegrasi.  
Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab tertinggi implementasi 
kebijakan ini tidak memberikan penekanan regulasi teknis yang detail kepada 
bawahan-bawahannya dalam penyelenggaran intervensi gizi spesifik. Kelonggaran 
tersebut menimbang bahwa rincian petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan intervensi 
gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting pada level Puskesmas dan Poyandu 
mengacu pada instruksi nasional. Hal itu mempertimbangkan beragamnya kondisi 
lapangan lokasi prioritas interveni penanganan stunting di Kabupaten Malang. 
Sehingga Dinas Kesehatan berperan memberikan kontrol dengan koordinasi rutin 
terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut agar tidak lepas dari regulasi 
yang telah ditetapkan.  
Meskipun legitimasi kebijakan intervensi gizi spesifik dalam upaya 
pencegahan sunting di Kabupaten Malang terbit dengan Peraturan Bupati Nomor 
33 Tahun 2018, namun rangkaian penyelenggaraan teknis tetap mengacu kepada 
instruksi nasional. Hal itu dilandasi persoalan stunting adalah agenda nasional yang 
menuntut tindak lanjut sampai pada level grassroot, dan pemerintah pusat sudah 
memberikan petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatannya. Adapun saat 
pandemi, acuan pelaksanaan kegiatan medis di lapangan dalam upaya pencegahan 
stunting mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor HK.01.07/MENKES/12763/2020 Tentang panduan Operasional Upaya 
Kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk 




terbit secara top-down tersebut sebagai kontrol pemerintah pusat terhadap 
ketersediaan pelayanan dan menjaga pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 33 
Tahun 2018. Sehingga pemerintah daerah berperan menjalankan komando terebut 
dengan melakukan koordinasi dengan para agen pelaksana pada kegiatan posyandu 
yaitu petugas gizi, bidan, dan kader. Selaras dengan hal itu maka pemerintah daerah 
atau Dinas Kesehatan tidak memberikan tambahan regulasi yang mengatur 
pelaksanaan kegiatan di lapangan saat pandemi COVID-19.   
a. Pengendalian Layanan Kesehatan  
Menurut Michael Hill (1996 : 122) yang menjelaskan bahwa implementasi 
kebijakan kesehatan harus memungkinkan pasien atau kelompok sasaran kebijakan 
untuk menggunakan layanan kesehatan. Selaras dengan teori tersebut, karakteristik 
sejumlah puskemas sebagai badan pelaksana kegiatan di level kecamatan pada 
beberapa lokasi intervensi pencegahan stunting cenderung konservatif dalam 
pelaksanaan implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik saat pandemi ini. 
Meskipun perbedaan kondisi geografis di sejumlah lokasi prioritas, namun sudah 
menjadi kewajiban Puskesmas untuk memastikan bahwa setiap pengguna layanan 
kesehatan dapat mendapatkan pelayanan publik. Fakta lapangan membuktikan 
bahwa mayoritas kegiatan intervensi gizi spesifik rutin pada sejumlah lokasi 
prioritas pencegahan stunting memang terhambat pelaksanaannya. Nanum sebagai 
solusi, sejumlah Puskesmas di lokasi prioritas tersebut tetap berusaha menjangkau 






b. Pengendalian Tenaga Medis  
Pengendalian tenaga medis dilakukan pemerintah dengan menempatkan 
aktor-aktor profesional sesuai latar belakang pada tempatnya, (Hill, 1996:121). 
Teori terebut selaras dengan fakta lapangan bahwa dengan menempatkan aktor 
yang tepat maka permasalahan dalam impelemtasi kebijakan dapat ditangani, 
sehingga meskipun caranya berbeda tapi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 
pemerintah.  Bidan desa dan kader adalah aktor utama pelaksana kebijakan yang 
melakukan kontak langsung dengan kelompok sasaran baik pada kegiatan 
posyandu, sweeping, maupun janji temu. Dalam menjalankan tugasnya, karakter 
bidan desa yang ditemani kader sudah adaptif dalam menjangkau pasien sasaran 
intervensi gizi spesifik pada sejumlah lokasi priotiras pencegahan stunting. Hasil 
penelitian juga membuktikan bahwa bidan dan kader bisa lebih adaptif dalam 
menentukan aksi karena tidak terikat regulasi khusus dari level puskesmas dan 
Dinas Kesehata dalam teknis pelaksanaan kegiatan lapangan. 
 
5.2.1.6 Disposisi para pelaksana kebijakan 
Disposisi pelaksana kebijakan implementasi intervensi gizi spesik 
menjelaskan tentang pemahaman dan sikap para agen pelaksana terhadap substansi 
kebijakan yang diampu, (Van Meter dan Van Horn, 1975:472). Disposisi yang 
dimaksudkan adalah kesinambungan dan integrasi pemahaman dari seluruh agen 




Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018. Sehingga para agen pelaksana tersebut 
dapat memiliki tujuan yang sepaham dari seluruh level yang bertanggung jawab 
dalam implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik. Adapun bentuk pemahaman 
dari agen-agen pelaksana kebijakan diperoleh peneliti dengan wawacara dengan 
sejumlah narasumber dari tingkat Dinas Kesehatan, petugas gizi puskesmas, dan 
bidan desa di lokasi prioritas pencegahan stunting di Kabupaten Malang.  
Berdasarkan hasil penelitian terkait disposisi para agen pelaksana 
implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting, 
dapat disimpulkan bahwa seluruh level agen pelaksana dari tingkat pemerintah 
daerah hingga bidan desa sudah memiliki pemahaman yang padu terhadap urgensi 
intervensi gizi spesifik sebagai salah satu upaya penting dalam pencegahan stunting 
di Kabupaten Malang. Para agen pelaskana dari seluruh lini sepakat terhadap upaya 
pencegahan stunting yang terbit melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018. 
Adapun dengan konteks intervensi gizi spesifik yang diberikan, seluruh agen 
pelaksana juga mendukung intervensi tersebut yang diamppu dalam Peraturan 
Bupati Nomor 33 Tahun 2018. Mayoritas jawaban tersebut disampaikan secara 
seragam dan sama dari pejabat di Dinas Kesehatan, petugas gizi puskesmas, dan 
bidan desa dari sejumlah lokasi intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan 
stunting di Kabupaten Malang.  
Hal itu membuktikan bahwa pemahaman para agen pelaksana terhadap 
standar dan tujuan dari Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 dalam upaya 
pencegahan stunting melalui intervensi gizi spesifik sudah padu. Hal itu dibuktikan 




implementasi kebijakan tersebut dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten 
Malang. Meskipun bentuk produk kebijakan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 
2018 terbit secara top-down sebagai turunan dari agenda nasional negara Indonesia, 
kesepahaman seluruh agen pelaksana dari tingkat pemerintah daerah hingga 
grassroot terbukti telah menyetujui implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik 
dalam upaya pencegahan stunting.  
5.2.1.7 Kondisi ekonomi, sosial, dan politik 
Kondisi ekonomi, sosial, dan politik dalam implementasi kebijakan adalah 
faktor eksternal yang berpotensi memiliki pengaruh besar terhadap proses 
implementasi kebijakan tersebut, (Van Meter dan Van Horn, 1975:471). Mengacu 
pada uraian yang dijelaskan teori tersebut, ada beberapa analisis yang menjadi 
perhatian peneliti pada sejumlah kondisi eksternal yang memberikan pengaruh 
terhadap implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan 
stunting di Kabupaten Malang.  
Aspek kondisi ekonomi yang pertama adalah pendanaan yang diberikan 
untuk mewujudkan implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik pencegahan 
stunting di Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 
bahwa pendanaan kebijakan sudah mencukupi setiap tahunnya, namun saat ini 
harus terhenti karena pengalihan anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-
19 di Kabupaten Malang. Fakta pendanaan sebagai pondasi ekonomi implementasi 
kebijakan pencegahan stunting tersebut dasarnya sudah membuktikan dukungan 
materiil yang lebih dari cukup dari pemerintah daerah. Namun karena pandemi 




pencegahan stunting di Kabupaten Malang menjadi terhambat bahkan tertunda di 
beberapa lokasi prioirtas intervensi.  
Selanjutnya kondisi ekonomi kelompok sasaran yang mempengaruhi 
kinerja implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan 
stunting di Kabupaten Malang. Fakta lapangan yang menunjukkan bahwa 
mayoritas kelompok sasaran berasal dari lingkup masyarakat dengan kondisi 
ekonomi menengah ke bawah. Sehingga seringkali pasien abai terhadap urgensi 
persoalan stunting yang menjangkit anak-anak mereka. Kondisi ekonomi rendah 
tersebut adalah akar dari latar belakang kondisi keluarga pasien stunting seperti 
pernikahan dini, percaraian dini, lahir prematur, dan kontrol kehamilan tidak rutin.   
Berikutnya adalah kondisi sosial masyarakat dan kelompok sasaran 
pencegahan stunting yang mempengaruhi implementasi kebijakan intervensi gizi 
spesifik di Kabupaten Malang. Aspek sosial kelompok sasaran dan masyarakat 
sangat positif terkait implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik. upaya positif 
tersebut diberikan bidan dan kader dalam upaya pencegahan stunting di sejumlah 
lokasi prioritas. Dukungan sosial tersebut bisa terwujud karena peran bidan dan 
kader yang terus berusaha menjangkau kelompok sasaran dan pasien yang 
teridentifikasi stunting. Meskipun seringkali ada beberapa pasien yang malu, bidan 
dan kader terus melakukan pendekatan-pendekatan  yang merangkul agar pasien 
tersebut mau untuk diberikan intervensi gizi spesifik mengingat urgensi stunting 
yang dialami. Sehingga dapat terbentuk interaksi yang padu antara bidan, kader, 




untuk mengentaskan angka prevalensi stunting di Kabuapten Malang, terutama 
pada lokasi-lokasi prioritas intervensi gizi spesifik.  
Terbitnya Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang pencegahan 
stunting di Kabupaten Malang adalah salah satu bentuk dukungan politis yang 
diberikan. Upaya tersebut sebagai bentuk legitimasi kebijakan yang terbit dalam 
regulasi untuk pencegahan stunting di Kabupaten Malang, yang didalamnya 
mengampu intervensi gizi spesifik sebagai salah satu upaya penting dalam 
pencegahan stunting. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa seringkali Bupati 
melakukan kontrol langsung kepada sejumlah lokasi-lokasi prioritas pencegahan 
stunting. Dukungan itu dapat dikatakan sebagai bentuk keseriusan politis pemimpin 
daerah dan perangkatnya sebagai bentuk perhatian terhadap implementasi 
kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Malang.  
Fakta lapangan menjelaskan bahwa kondisi ekonomi, sosial dan politik 
sebagai faktor eksternal dapat memberikan pengaruh pada keberhasilan proses 
implementasi kebijakan.  Hasil penelitian yang telah diuraikan diatas menjelaskan 
teori Van Meter dan Van Horn benar adanya, bahwa faktor eksternal tersebut sangat 
mempengaruhi implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan karena serangkaian 
faktor tersebut menyangkut kondisi kelompok sasaran kebijakan.  
Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
kondisi ekonomi, sosial, dan politik dalam implementasi kebijakan intervensi gizi 
spesifik pencegahan stunting di Kabupaten Malang, khususnya lokasi-lokasi 




membuktikan bahwa kelompok sasaran yang diampu dalam kebijakan sudah tepat 
untuk target intervensi. Hal itu didukung dengan bukti latar belakang ekonomi dari 
sebagian pasien stunting yang disampaikan oleh bidan. Selain itu, dukungan sosial 
juga terus diupayakan oleh bidan dan kader dalam implementasi kebijakan untuk 
mewujudkan pencegahan stunting. Hal itu terwujud dari upaya-upaya kekeluargaan 
yang terus dilakukan bidan desa dan kader untuk menjangkau kelompok sasaran. 
Bentuk dukungan politis juga hadir melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 
itu sendiri dan kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Bupati dan perangkat 
daerah meningat urgensi penyelesaian stunting di Kabupaten Malang.   
5.2.2 Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan 
Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Kabupaten 
Malang 
Sajian hasil penelitian terkait faktor pendukung dan faktor penghambat pada 
implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting 
di Kabupaten Malang mengacu pada A Model of The Policy Implementation 
Process yang digagas oleh Van Meter dan Van Horn. Adapun serangkaian faktor-
faktor pendukung dan penghambat meliputi masing-masing variabel yang diampu 
oleh model tersebut. Uraian pembahasan pada faktor pendukung dan penghambat 
juga diuraikan penulis dengan mengurutkan tingkatan agen pelaksana kebijakan 
intervensi gizi spesifik, mulai dari Dinas Kesehatan, Petugas Gizi Puskesmas, dan 




5.2.2.1 Faktor Pendukung  
Serangkaian faktor pendukung pada implementasi kebijakan intervensi gizi 
spesifik yang diampu dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 terwujud 
dengan keterlibatan seluruh pihak untuk mewujudkan tujuan kebijakan intervensi 
gizi spesifik sebagai upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang. Keterlibatan 
itu hadir dari stakeholders pada tingkat pemerintah daerah dengan terbitnya 
Peraturan Bupati itu sendiri, dukungan anggaran, dan serangkaian bentuk 
komunikasi dan koordinasi untuk mengawal implementasi kebijakan intervensi gizi 
spesifik. Selain itu, para agen profesional pada level Dinas Kesehatan khususnya 
para pejabat pada Bagian Kesehatan Masyarakat dan Seksi Gizi turut memberi 
dukungan dengan mewujudkan rincian kegiatan dan kelompok sasaran untuk 
menjamin tepatnya intervensi yang diberikan.  
Pada tingkat puskesmas, kerjasama multilevel sektor medis di seluruh 
tingkat pemerintah daerah Kabupaten Malang terwujud melalui serangkaian agenda 
dan program rutin pencegahan stunting melalui intervensi gizi spesifik, seperti 
prograrm KIA dan Promosi kesehatan yang dilakukan oleh petugas gizi. Adapun 
pendanaan untuk serangkaian kegiatan intervensi gizi spesifik tersebut dan 
selainnya melalui BOK Puskesmas untuk mendukung rangkaian kegiatan 
pencegahan stunting di lokasi yang diampu. Hal itu menimbang karena stunting 
adalah persoalan nasioanl yang mendapatkan dana alokasi khusus untuk 
mendukung pelaksanaannya sampai tingkat agen pelaksana paling rendah. Selain 
itu, upaya untuk menjaga ketersediaan pelayanan Puskesmas di lokasi-lokasi 




gizi yang terwujud dengan upaya memberikan layanan, kontrol serta senantiasa 
koordinasi perdataan dengan bidan. 
Dukungan dari tingkat bidan dan kader sebagai aktor penyelenggara 
posyandu nampak melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan pada kelompok 
sasaran di lapangan. Sebagai langkah preventif, bidan dan kader melakukan 
penyuluhan dan edukasi melalui KIE untuk meningkatkan pengetahuan dan 
perhatian masyarakat demi  mewujudkan gizi bayi berkualitas. Juga ada pemberian 
serangkaian interevensi gizi spesifik seperti kelas bumil, ANC terpadu, pemberian 
Fe pada bumil dan remtri, pemberian obat cacing pada bayi, balita dan anak sekolah, 
dan pemeriksaan bumil berkualitas. Selain itu, bidan dan kader sangat kooperatif 
terhadap masyarakat untuk memberikan intervensi medis bagi yang teridentifikasi 
stunting. Hal itu juga dilakukan dengan beragam upaya untuk menjangkau pasien 
atau kelompok sasaran yang tidak hadir saat posyandu atau bulan timbang. Peran 
bidan desa dan kader yang adaptif untuk menjangkau masyarakat dan pasien 
teridentifikasi stunting, mespikun di masa pandemi COVID-19.  Adapun upaya-
upaya bidan dan kader untuk menjangkau masyarakat atau pasien yang tidak hadir 
saat posyandu dilakukan dengan kunjungan rumah dan janji temu. 
Faktor pendukung juga nampak dari kalangan masyarakat di sejumlah 
lokasi-lokasi prioritas intervensi pencegahan stunting di Kabupaten Malang. 
Dukungan dari lingkungan masyarakat yang nampak melalui perhatian terhadap 
persoalan stunting, terwujud dari sosialiasi yang terus dilakukan oleh bidan desa 
dan kader. Hal itu membuktikan bahwa sosialisasi yang terus menerus dilakukan 




pentingnya pemantauan gizi bayi atau balita secara teratur serta keaktifan orang tua 
untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi atau balita. Bahkan jika sosialisasi dan 
edukasi kepada seluruh masyarakat terus dilakukan, maka kelak akan dapat 
terwujud kepedulian dari seluruh kalangan masyarakat tentang pentingnya 
pencegahan stunting.  
5.2.2.2 Faktor Penghambat 
Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik 
dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang mulai nampak saat terjadi 
pandemi COVID-19. Hambatan tersebut nampak dengan serangkaian agenda 
posyandu dan kunjungan puskesmas yang terhenti untuk kurun waktu yang belum 
bisa ditentukan karena maraknya zona merah pada mayoritas lokasi prioritas 
intervensi pencegahan stunting. Sedangkan posyandu dan Puskesmas adalah 
pelayanan publik rutin utama yang sebelumnya diberikan sebagai bentuk intervensi 
gizi spesifik pada persoalan stunting. Disisi lain,  solusi penyelenggaraan intervensi 
yang diberikan saat pandemi seperti janji temu dan kunjungan rumah juga tidak bisa 
menjamin pelayanan dan intervensi medis yang sama dibandingan dengan 
posyandu.  
Hambatan juga terjadi pada siklus penganggaran. Hal itu tentunya menjadi 
salah satu penghambat implementas kebijakan, memingat saat ini juga sedang ada 
pandemi COVID-19. Dampak pandemi tersebut menyebabkan relokasi anggaran 
pencegahan stunting dialihkan untuk posko-posko penanganan COVID-19 di 
sejumlah lokasi-lokasi prioritas intervensi stunting di Kabupaten Malang. Hal itu 




dan bermasalah, sehingga terjadi kekurangan dana. Sehingga intervensi medis yang 
butuh biaya mengalami penundaan.  
Hambatan juga nampak dari kalangan masyarakat, bahwa masih ada 
beberapa kalangan masyarakat yang memandang abai urgensi upaya pencegahan 
stunting di lokasi-lokasi prioritas. Hal itu menjadi koreksi kepada bidan dan kader 
untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan-
pendekatan yang lebih humanis dan terus-menerus kepada masyarakat yang kurang 
perhatian bisa dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan pemahaman 
masyarakat tentang pentingnya intervensi gizi spesifik sebagai bentuk pencegahan 
stunting di Kabupaten Malang.  
Disisi lain hambatan riset yang disebabkan oleh COVID-19 juga terlihat 
dari kegagalan peneliti untuk menjangkau kelompok sasaran secara langsung 
maupun online. Hal itu terjadi karena zona merah lokasi prioritas di Kabupaten 
Malang dan kesulitan kondisi lapangan yang sudah terlebih dialami bidan dan kader 
serta petugas gizi untuk menjangkau kelompok sasaran, terlebih peneliti. Sehingga 
itu menjadi titik lemah secara metode riset dalam konteks analisis impleementasi 
kebijakan stunting yang telah dilakukan.  
5.2.3 Implikasi Teoritis 
Implikasi teoritis menjelaskan temuan dari penelitian yang dilakukan 
dengan teori analisis untuk mengkaji fenomena di lapangan. Analisis terhadap 
Implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting 




Implementation Process  sebagai model analisis implementasi kebijakan yang 
digagas oleh Van Meter dan Van Horn, berikut sajian implikasi teoritis dari hasil 
penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi implikasi teoritis sebagai 
berikut : 
1. Hasil penelitian terkait implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik dalam 
upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang menjelaskan bahwa regulasi 
utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah Peraturan Bupati Nomor 33 
Tahun 2018. Cakupan aspek teknis intervensi gizi spesifik yang diampu dalam 
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 terlampir pada pasal 6 meliputi 
kelompok sasaran agenda intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan 
stunting beserta serangkaian kegiatan terhadap masing-masing kelompok. 
Penajaman sasaran wilayah pencegahan stunting juga diampu dalam pasal 11 
yang terbit melalui serangkaian lokasi prioritas intervensi secara periodik setiap 
tahun. Namun sebagai regulasi utama Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 
tidak mengakomodir pentingnya peran aktor teknis lapangan seperti petugas 
gizi, bidan desa, dan kader sebagai aktor yang menjadi kunci tercapainya 
kebijakan pencegahan stunting melalui intervensi gizi spesifik di Kabupaten 
Malang.  
2. Sumberdaya anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap capaian 
kinerja implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik dalam upaya penanganan 
stunting, begitu juga sebaliknya. Hal itu selaras dengan hasil penelitian yang 
menunjukkan kecukupan sumberdaya anggaran untuk implementasi kebijakan 




COVID-19 di Kabupaten Malang mengakibatkan hambatan total pada 
pelaksanaan intervensi gizi speifik di Kabupaten Malang. Meskipun ketesediaan 
sumberdaya manusia sebagai agen pelaksana teknis sudah dibentuk secara detail 
bersamaan dengan sumberdaya waktu berupa timeline kegiatan, jika sumberdaya 
anggaran terhenti maka implementasi kebijakan akan benar-benar terhambat.  
Fakta ini menjelaskan pentinya mengkaji relokasi anggaran untuk hal tidak 
terduga tanpa mengabaikan masalah prioritas yang terlebih dahulu, mengingat 
bahwa prevalensi stunting tidak terhenti ketika implementasi kebijakan sedang 
tertunda.  
3. Komunikasi antar badan dan agen pelaksana kebijakan dalam implementasi 
kebijakan intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting di 
Kabupaten Malang cukup berjalan baik melalui arahan, perintah, dan fasilitas 
untuk agenda pencegahan stunting. Koordinasi rutin dilakukan secara periodik 
antara pihak Dinas Kesehatan khususnya bagian Kesehatan Masyarakat dan 
Seksi Gizi dengan petugas gizi puskesmas, dan bidan desa serta kader berjalan 
secara rutin setiap bulan. Meskipun komunikasi terjalin secara teratur, namun 
volume komunikasi ini masih belum optimal karena hanya dilakukan dalam 
agenda rutin pengumpulan data setelah pelaksanaan kegiatan posyandu setiap 
bulan. Hal ini sebagai implikasi dari belum adanya pasal pada Peraturan Bupati 
Nomor 33 Tahun 2018 sebagai regulasi utama pencegahan stunting yang 
mengampu peran aktor teknis dilapangan. Sehingga komunikasi untuk mengkaji 





4. Karakter agen pelaksana pada implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik 
cukup beragam dan adaptif. Hal ini karena keleluasaan yang diberikan oleh 
Dinas Kesehatan pada aktor pelaksana teknis dibawahnya.  Fakta ini 
menunjukkan tidak ada langkah top-down untuk menjamin implementasi 
kebijakan tetap berjalan stabil. Hal ini adalah implikasi dari kondisi COVID-19 
dan banyaknya zona merah pada mayoritas lokasi prioritas intervensi 
pencegahan stunting di Kabupaten Malang. Sehingga masing-masing lokasi 
dipaksa harus menyesuaikan dengan kondisi di wilayahnya sendiri.  
5. Disposisi para agen pelaksana sebagai bentuk pemahaman dan kesepahaman 
untuk mencapai tujuan pencegahan stunting yang terbit melalui Peraturan Bupati 
Nomor 33 Tahun 2018 ditunjukkan oleh seluruh lapisan agen pelaksana mulai 
dari tingkat Dinas Kesehatan, petugas gizi puskesmas, serta bidan desa di lokasi 
prioritas pencegahan stunting di Kabupaten Malang. Hal ini seharusnya bisa 
memberikan implikasi agar kesepahaman tersebut dapat diikat menjadi sebuah 
komitmen detail dengan indikator pencapaian yang dapat diukur pelaksanannya. 
Sehingga selain bentuk kesepahaman, seluruh agen yang bersangkutan juga 
memiliki acuan dalam mencapain tujuan yang telah disepakati tersebut.  
6. Hasil penelitian menjelaskan Implikasi kondisi ekonomi, sosial, dan politik 
terkait implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan 
stunting di Kabupaten Malang sangat positif. Namun masih ada kalangan 
masyarakat yang butuh pendekatan lebih dalam untuk membangun kesehapaham 
tentang urgensi stunting. Hal itu mengharuskan adanya regulasi yang menutut 




kondisi dengan dampak jangka panjang yang dapat mempengaruhi kualitas 
sumberdaya manusia adalah persoalan nasional yang harus dilaksanakan upaya 
pencegahannya sampai pada tingkat daerah.  
Uraian analisis implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik sebagai 
upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang diatas menjelaskan bahwa ada 
kendala cukup besar pada cakupan Peraturan Bupati nomor 33 tahun 2018 sebagai 
standar dan tujuan. Kendala terletak pada peran sumber daya manusia pada tingkat 
grassroot yang tidak diakomodir secara regulatif sehingga tindakan di lapangan 
kurang maksimal. Disisi lain, diperlukan penggunaan komunikasi dengan kontrol 
normatif melalui dokumen standar dan tujuan kebijakan yang dapat memberikan 
penekanan secara eksplisit atas tuntutan tercapainya implementasi kebijakan 
tersebut, (Van Meter dan Van Horn, 1975).  
Kajian analisis implementasi kebijakan ini memberikan kebaharuan sebagai 
solusi secara teoritis untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Solusi dapat 
diwujudkan melalui penekanan komunikasi lintas badan dan agen pelaksana 
kebijakan dalam mentransmisikan instruksi dari level tertinggi hingga paling 
rendah sebagai suatu hal yang sangat penting. Pembaharuan terhadap cakupan 
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang peran bidan dan kader dapat 
terwujud jika hal itu diampu dalam regulasi tersebut. Dalam konteks komunikasi 
sebagai kontrol, pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan diharapkan dapat 
mengampu serangkaian indikator kinerja dan capaian petugas gizi, bidan, dan kader 
secara spesifik dalam sebuah dokumen regulasi sebagai standar utama pelaksanaan 




stakeholders dan Dinas Kesehatan selaku OPD penanggung jawab kebijakan 
intervensi gizi spesifik yang membawahi Petugas Gizi Puskesmas, Bidan desa, dan 
Kader. 
Maka dapat disimpulkan bahwa standar dan tujuan kebijakan intervensi gizi 
spesifik sebagai upaya pencegahan stunting yang terbit melalui Peraturan Bupati 
Nomor 33 Tahun 2018 harus memberikan pengaruh kepada sumber daya manusia 
dengan mengapu peran agen pelaksana secara detail. Sehingga komunikasi dapat 
dilakukan secara normatif dengan mengacu kepada sebuah pedoman kebijakan. Hal 
itu dapat mengantisipasi karakteristik yang beragam di lapangan tetap dapat di 
kontrol secara terintegrasi tanpa terpengaruh faktor eksternal yang dominan. Jika 
hal itu diwujudkan maka kinerja aktor grassroot untuk mencapai tujuan kebijakan 
dapat di monitoring secara berkala dengan detail dan terjadwal. 
Sebagai bentuk tindak lanjut, Peraturan Bupati nomor 33 tahun 2018 
sebagai regulasi utama upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang 
diharapkan mengakomodir peran bidan dan kader sebagai aktor kunci pelaksanaan 
intervensi gizi spesifik yang langsung menjangkau kelompok sasaran. Urgensi itu 
menimbang gagasan gerakan pencegahan stunting yang turun dari agenda nasional 
sebagai respon terhadap titah WHO. Adapun solusi jangka pendek yang dapat 
dilakukan adalah mencanangkan atau menambah poin regulasi teknis yang 
mengapu peran petugas gizi Puskesmas, bidan desa, dan kader sebagai aktor kunci 
dilapangan. Rekomendasi kebijakan tersebut diharapkan mengampu indikator 
kinerja dan capaian untuk petugas lapangan. Sehingga dapat terwujud sinkronisasi 




Kebaharuan tersebut juga dapat memberikan legitimasi atas komitmen 
kesepahaman seluruh agen dan badan pelaksana berupa indikator kinerja dan 
pencapaian agar pelaksanaannya dapat diukur.  
Selain itu fakta menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pencegahan 
stunting terhenti karena relokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Maka 
pemerintah diharapkan mengkaji skala prioritas agenda pencegahan stunting di 
lapangan. Mengingat bahwa persoalan stunting yang menjangkit bayi dan balita 
adalah akumulasi kondisi buruk yang berjalan dalam waktu yang panjang yaitu 
1000 HPK. Adapun persoalan tersebut berpotensi diperparah dengan pandemi 
COVID-19 saat ini. Sehingga diharapkan dengan sinkronisasi dan kajian ulang 
terhadap skala prioritas yang dilakukan lintas stakeholders, serta bentuk 
komunikasi yang terintegrasi bisa menciptakan output yang lebih detail terhadap 
kebijakan stunting melalui intervensi gizi spesifik. 
5.2.4 Implikasi Kebijakan 
Temuan lapangan dari penelitian ini memberikan fakta baru terkait 
intervensi gizi spesifik dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa Peraturan Bupati nomor 33 tahun 2018 adalah 
regulasi utama segala kegiatan intervensi gizi spesifik terhadap kelompok sasaran 
yang diampu didalamnya. Sebagai regulasi utama, Peraturan Bupati ini 
memberikan arahan teknis terkait implementasi kebijakan upaya pencegahan 
stunting di Kabupaten Malang. Sebagai standar regulasi kebijakan resmi berupa 
dokumen legislatif, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 telah mengampu 




Malang. Mulai dari tujuan dari kebijakan yang akan dicapai, jenis intervensi yang 
diberikan, kelompok sasaran kegiatan intervensi, aktor teknis pengampu kegiatan, 
penajaman sasaran wilayah intervensi pencegahan stunting, harapan peran 
masyarakat, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan,, dan sumber 
pendanaan.  
Penelitian ini menjelaskan bahwa tercapainya kebijakan pencegahan 
stunting di Kabupaten Malang melalui implementasi intervensi gizi spesifik yang 
mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018. Adapun aktor penentu di 
lapangan adalah petugas gizi puskesmas sebagai penyedia layanan, bidan desa dan 
kader sebagai agen yang menjangkau kelompok sasaran. Dalam pelaksanaannya, 
aktor-aktor tersebut menjalin koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten 
Malang sebagai OPD penanggungjawab seluruh rangkaian kegiatan intervensi gizi 
spesifik.  Namun sebagai aktor penentu, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018  
tidak mengatur secara spesifik peranan bidan dan kader secara detail dalam upaya 
pencegahan stunting, sedangkan di lapangan kedua aktor tersebut merupakan aktor 
kunci yang bersinggungan langsung dengan kelompok sasaran intervensi gizi 
spesifik. Temuan tersebut selaras dengan fakta lapangan yang menjelaskan bahwa 
para petugas gizi, bidan, dan kader mengacu pada dokumen perencanaan tingkat 
nasional sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatannya.  
Selain itu, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018  tidak mengampu tolok 
ukur pencapaian atau keberhasilan dalam kegiatan intervensi gizi spesifik di 
lapangan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa para 




spesifik. Masyarakat juga menunjukkann perubahan sebagai bentuk positif dari 
serangkaian kegiatan yang telah dilakukan bidan dan kader. Namun, juga ada 
kalangan masyarakat pada sejumlah lokasi prioritias intervensi pencegahan stunting 
yang masih menunjukkan respon negatif dan abai terhadap urgensi stunting.  
Berdasarkan fenomena tersebut, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 
diharapkan memiliki poin yang mengampu indikator capaian pelaksanaan 
intervensi gizi spesifik sebagai upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang. 
Sehingga perubahan sebelum dan sesudah sosialisasi, dan pelaksanaan agenda rutin 
intervensi gizi spesifik sebagai upaya pencegahan stunting dapat diukur 
perubahannya. Menimbang bahwa para petugas gizi puskesmas, bidan, serta kader 
adalah aktor penting yang mengjangkau langsung kelompok sasaran memiliki 
pengaruh yang besar terhadap tercapainya agenda pencegahan stunting di 






KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang berjudul “Implementasi 
Kebijakan Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Upaya 
Pencegahan Stunting (Studi pada Intervensi Gizi Spesifik sebagai upaya 
pencegahan stunting di Kabupaten Malang), maka diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut:  
1. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Upaya 
Pencegahan Stunting adalah regulasi utama dalam Implementasi Kebijakan 
Intervensi Gizi Spesifik sebagai upaya pencegahan stunting di Kabupaten 
Malang. Dalam pelaksanaannya, Implementasi kebijakan intervensi gizi 
spesifik ini didanai oleh APBD, DAK Non-Fisik,dan BOK. Aktor-aktor 
penting sebagai agen pelaksana meliputi Kepala Bagian Kesehatan 
Masyarakat dan seluruh pejabat Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten 
Malang,  Petugas Gizi Puskesmas, Bidan Desa, dan Kader atau KPM. 
Bentuk komunikasi pada implementasi kebijakan dan pengukuran kinerja 
pencapaian intervensi gizi spesifik secara periodik mengacu pada “timeline 
tahapan aksi integrasi intervensi gizi spesifik”. Saat ini, implementasi 
Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai upaya pencegahan stunting di 
Kabupaten Malang terhambat karena pandemi covid-19. Hambatan itu 




timbang dan pelayanan puskesmas harus dihentikan karena zona merah 
pada sebagian besar lokasi-lokasi prioritas intervensi penangnana stunting 
di Kabupaten Malang. Hambatan pada aspek penganggaran juga terjadi 
karena relokasi anggaran intervensi gizi spesifik untuk pencegahan stunting 
secara total untuk penanganan covid-19, sehingga rangkaian progaram 
intervensi yang digagas harus berhenti total.  Sebagai solusi, rangkaian 
agenda rutin yang biasanya dilakukan kolektif dirubah menjadi kunjungan 
rumah dan janji temu sebagai upaya menjangkau masyarakat dan kelompok 
sasaran.  
2. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik 
adalah keterlibatan seluruh pihak agen pelaksana dari jajaran stakeholders 
hingga teknis lapangan. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berperan 
penting dalam memberikan rincian kegiatan intervensi kepada kelompok 
sasaran untuk menjamin ketepatan intervensi yang diberikan. Puskesmas 
melalui para petugas gizi dan ketersediaan layanan juga menjadi faktor 
pendukung. Bidan dan kader pada tingkat desa di sejumlah lokasi prioritas 
intervensi juga terus melakukan sosialisasi, edukasi, upaya preventif dan 
pendekatan yang humanis untuk menjangkau kelompok sasaran dalam 
upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang. Sedangkan faktor 
penghambat dalam implementasi kebijakan mulai nampak sejak pandemi 
covid-19. Hambatan pertama adalah terhentinya serangkaian agenda rutin 
untuk kurun yang cukup lama karena zona merah pada sejumlah lokasi 




siklus penganggaran juga terjadi karena relokasi anggaran pencegahan 
stunting secara total untuk posko-posko dan kegiatan penanganan covid-19 
di Kabupaten Malang. Dari kalangan masyarakat, hambatan masih sedikit 
nampak dengan abainya beberapa kalangan masyarakat terhadap urgensi 
pencegahan stunting di Kabupaten Malang.  
 
6.2 Saran 
Berdasarkan sajian data dan analisis terhadap hasil penelitian tentang 
Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Malang Nomor 33 tahun 2018 tentang 
upaya pencegahan stunting dengan Studi pada Intervensi Gizi Spesifik sebagai 
upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang, berikut adalah saran dari penulis.  
1. Mengingat urgensi persoalan stunting yang tidak akan tertunda jika tidak 
dilakukan pencegahan maka diharapkan relokasi anggaran jangan sampai 
100% untuk penganan COVID-19. Penulis berharap ada pembagian 
anggaran pada agenda prioritas, mengingat keterlibatan seluruh pihak 
multilevel dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting.  
2. Jika saat pandemi agenda rutin kolektif seperti posyandu dan bulan timbang 
itu tidak bisa dilakukan, maka diharapkan pemerintah daerah bisa menyusun 
teknis lapangan dengan prosedur kesehatan yang memastikan bahwa 
dengan kegiatan sweeping dan janji temu maupun kunjungan rumah 
kelompok sasaran dan pasien mendapatkan intervensi secara komplit seperti 




3. Karakter agen pelaksana lapangan seperti didan desa dan kader yang adaptif 
juga harus ada target kinerja terhadap pencapaian sosialisasi yang telah 
dilakukan. Hal itu diperlukan agar perhatian masayarakat terhadap urgensi 
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